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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

dalan Jaeanderal Sudirman Nomor 1




PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republim Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perecepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peangarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah  Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-
2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 302);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019
tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);



52. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Maros.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Maros yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

7. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di idang perencanaan.

8. Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga
pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu
dalam rangka dekonsentrasi.

10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
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Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumberdaya yang ada.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk
menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan nasional yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Maros untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 - 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
jangka panjang Kabupaten Maros.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten
Maros yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021sampai dengan tahun
2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola
ruang Kabupaten Maros.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan perangkat
daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang
menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk
mewujudkan visi Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan
aspirasi masyarakat melalui reses.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran secara terukur pada suatu program dengan memperhatikan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



26. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dan merupakan bentuk
aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. pengendalian dan evaluasi,
c. perubahan;
d. ketentuan lain-lain; dan
e. ketentuan penutup.
(2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program

Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah; dan
i. BABIX : Penutup.
(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;

b. dasar penyusunan RKPD; dan

c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.



Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan RTRW,
serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

(3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka
menengah nasional.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau

c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 hanya dapat dilakukan satu kali
dalam lima tahun.
(3) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan
perubahan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan degan
Peraturan Bupati.

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan
kewenangan/urusan pemerintahan dan kebijakan dibidang keuangan
terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.

Pasal 9

Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan RKPD
Tahun 2027 berpedoman pada RKP Nasional Tahun 2027 dan RPJPD
Tahun 2025-2045.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal : 23 Agustus 2021

A.S. LHAIDIR SYAM
Diundangkan di Maros
pada tanggal : 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
A. DAVIED SYAMSUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.082.21
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN

MAROS TAHUN 2021-2026

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dokumen rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, eektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Proses penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif,
politis, dan bottom up dan top down Selain itu, secara substantif, perencanaan
pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik,
integratif dan spasial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa
Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Selanjutnya Pasal 260 ayat (1)
menyatakan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 telah
menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2021 — 2026, olehnya
itu Pemerintah Kabupaten Maros perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 — 2026, sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan
daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan dilantiknya H.A.S Chaidir
Syam S.I.P., M.H sebagai Bupati Maros dan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Wakil
Bupati Maros pada tanggal 26 Februari 2021 yang mengusung tagline “MAROS KEREN
(KREATIF, ENERGIK, RELIGIUS, EMPATI DAN NYATA), maka Pemerintah Kabupaten
Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yang merupakan
dokumen perencanaan 5 tahun, yang proses penyusunannya melibatkan stakeholders
serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
daerah Kabupaten Maros.

Selanjutnya untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan RPJMD
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 melalui 6 tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan
Penyusunan RPJMD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; 3) Penyusunan
Rancangan RPJMD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD, 6) Penetapan RPJMD.

RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 merupakan tahap keempat periode
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun
2005 — 2025, yang menjabarkan beberapa arah pembangunan yang memprioritaskan
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Capaian kinerja ekonomi makro Kabupaten Maros Tahun 2020 dalam hal ini
pertumbuhan ekonomi terkontraksi yaitu -10,87 persen. Tingkat Kemiskinan 9,74 %
menurun dibanding tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,28
persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Maros sebesar
69,86 poin mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Inflasi 2,13
persen, Gini Rasio 0,368 persen. PDRB Perkapita Kabupaten Maros sebesar 47,53 juta
rupiah, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Untuk capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Maros
telah melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB
yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu 43 % indikator sudah dilaksanakan dan
sudah mencapai target nasional (87 indikator); 24 % indikator yang sudah dilaksanakan

dan belum mencapai target nasional (49 indikator); 3 % indikator yang belum
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dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (5 indikator); 30 % indikator yang
belum memiliki data (60 indikator). Indikator-indikator yang belum tercapai akan
menjadi prioritas kebijakan pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-
2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi
pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 — 2026 dilandasi pada beberapa

Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
(Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 2009 Nomor 147 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

PENDAHULUAN



RPJIMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perecepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 112);

29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Peangarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 927);
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-
2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 286);

45, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-
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2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 — 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2012 Nomor 4);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2015 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan
Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan
Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 berpedoman
pada dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Maros
Tahun 2012-2032. Selain itu dalam penyusunannya memperhatikan pula dokumen
RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023. Selanjutnya untuk menjamin implementasi RPJMD Kabupaten Maros Tahun
2021—2026 akan sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai
dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung, maka penyusunan RPJMD
memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten

Maros.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros
merupakan tahap keempat pencapaian visi misi pembangunan daerah. RPJMD
kemudian dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun.
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD merupakan
penjabaran tahunan dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi
masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS menjadi
pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) tahun berkenaan.

RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 — 2026 merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun pemerintahan. Untuk menjabarkan serta
mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah
untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah
kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan melaksanakan tugas dan
fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 — 2026,
selanjutnya sebagai dokumen rencana strategis perangkat daerah 5 (lima) tahunan
menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan
dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
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Sumber : Permendagri 86 Tahun
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Penyusunan dokumen perencanaan sesuai bagan alur diatas menunjukkan
bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas
kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang juga memuat kebijakan baru terkait
dinamika pembangunan khususnya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan. Selanjutnya RKPD menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman

pada Renstra PD.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026 disusun dengan maksud untuk
menerjemahkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk respon terhadap janji
politik dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan
melalui penetapan program serta kegiatan dan isu kegiatan prioritas daerah.

RPJMD menjadi tolok ukur pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang
dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah
dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati diukur dari pencapaian target RPJMD.
Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi
pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 — 2026 adalah

sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, dan misi Bupati Maros periode masa pemerintahan tahun 2021 —
2026 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta
program prioritas pembangunan daerah;

2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima
tahunan berupa program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung
pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan
fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.

3. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maros.
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4, Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta
pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program
prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
daerah dan prioritas nasional.

6. Sebagai pedoman bagi stakholder khususnya dalam pencapaian target kinerja
program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Maros

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 — 2026 adalah
sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar
belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika
penulisan RPJMD.
BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, apek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang
dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan
aspek- aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil
analisis kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang
menjelaskan gambaran uum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis,
permasalahan pembangunan daerah, visi, misi kepala daerah, dan kebutuhan
perumusan strategi.
BAB Il GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan
keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan
kerangka pendanaan.
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini menguraikan permasalahan dan isu strategis daerah yang menjadi dasar utama

dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan
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butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan
Kabupaten Maros dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan
tujuan dan sasaran yang hendak akan dicapai Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maros.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan
penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan . Sedangkan program pembangunan
daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program priortas .
Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap
sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VIl KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program
yang dirumuskan dalam RENSTRA perangkat daerah berserta indikator kinerja, pagu
indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIil KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk
menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka
menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian
target kinerja yang belum dicapai sela masa periode perencanaan sebelumnya
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan dokumen.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karaktaristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012
Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros;
Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Propinsi Sulawesi Selatan
sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45’
hingga 50°07’ Lintang Selatan, dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur. Luas
Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km? atau 3,53 persen dari luas Wilayah Propinsi

Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai
ibukota Propinsi Sulawesi Selatan jika ditinjau dari segi geografis sangat strategis.
Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar,
sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini
juga ditopang dengan letak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada

didalam wilayah Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10%) adalah kawasan
pantai, 5 desa (5%) adalah kawasan lembah, 28 desa (27%) kawasan lereng/bukit dan
60 desa/kelurahan (58%), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan
dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan
batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karaktaristik pantai di Kabupaten Maros adalah
pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk

daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Propinsi Sulawesi
Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten
Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di
Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros :

e Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep;
e Sebelah selatan adalah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
e Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan

e Sebelah barat adalah Selat Makassar.
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros
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Salah satu ekosistem karst di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten
Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros
Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara S4° 42’
49”— 5° 06’ 42” dan E119° 34’ 17”— 119° 55’ 13”. Secara areal geologi, kawasan ini
termasuk dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara
umum terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat

laut yang terpisahkan oleh lembah Sungai Walannak.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas
43.750 ha, dan sebanyak £ 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst
Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia . Kawasan karst
Maros-Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar
yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana
tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang
luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan
karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenubhi air baku bagi ratusan
ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga
keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang
kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional,
dan berkat kerjasama semua pihak pada 20 November 2017 secara resmi Kawasan

Karst Maros Paengkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional.
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2.1.1.1 Kondisi Topografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kondisi topografi Kabupaten
Maros terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan
lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran.
Tinggi wilayah setiap kecamatan bervariasi di antara 0-1000 mpdl| di atas
permukaan laut. Ibukota Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Turikale berada pada
ketinggian 0-300 mdpl. Luas areal per kecamatan berdasarkan ketinggian dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2020

0-300 1000-1500 1500> 300-500 500-1000

Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl

1 Bantimurung 7572,28 449,30 2,13 4785,70 2505,62 15.315,03
2 Bontoa 6010,20 -- -- 386,52 0,03 6.396,76
3 | Camba -- 6046,86 595,45 2385,99 5544,59 14.572,89
4 | Cenrana -~ 5407,05 1671,38 2583,02 9154,65 18.816,09
5 Lau 4146,41 -- -- -- -- 4.146,41
6  Mallawa 53,61 4626,89 3268,62 7408,01 7164,99 22.522,12
7 Mandai 3934,20 -- -- 1,13 -- 3.935,33
8 Maros Baru 4261,06 - - - - 4.261,06
9 Marusu 4376,97 -- -- -- -- 4.376,97
10 Moncong Loe 3807,02 - - 94,44 - 3.901,46
11  Simbang 6081,35 -- -- 2994,04 0,57 9.075,95
12  Tanralili 7697,77 - - 597,47 - 8.295,25
13  Tompobulu 6350,45 3552,31 1642,55 9183,90 5222,86 25.952,07
14  Turikale 2450,21 -- -- -- -- 2.450,21

Total 56.741,52 20.082,41 7.180,13 30.420,22 29.593,31 14.4017,59

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Wilayah Kabupaten Maros berada pada kondisi topografi dengan kelas
kemiringan lereng mulai dari datar, berbukit, sampai bergunung. Kelas kemiringan
lereng 0 - 8% (datar) merupakan kondisi topografi dengan luas 48.207,72 ha,
kemiringan lereng 8-15% dengan luas 24.046,23 ha, kemiringan lereng 15 — 25%
(berbukit) dengan luas areal 35.361,65 ha, kemudian kelas kemiringan lereng 25 —
45% (bergunung), dengan luas areal 24.612,94 ha, dan kemiringan lereng >45%
dengan total luas 11.646,94 ha. Luas areal per kecamatan berdasarkan kondisi
topografinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020
1 Bantimurung 4.655.18 2.930.91 4.421.14 2.532.89 756.75 15.296.86

2 Bontoa 5.165.24 489.20 325.01 348.03 59.27 6.386.75
3  Camba 781.74 2.141.28 4.744.08  4.138.27 2759.35 14.564.71
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4  Cenrana 1.082.11 3.361.14  7.153.82 5.489.67 1715.43 18.802.17
5 Lau 4.120.83 18.89 -- -- -- 4.139.73
6 Mallawa 1.491.57 5.362.59 7.784.68 4.902.53 2971.20 22.512.57
7 Mandai 3.785.00 51.24 92.75 0.03 -- 3.929.02
8 Maros Baru 4.254.43 -- -- -- -- 4.254.43
9 Marusu 4.370.76 -- -- -- -- 4.370.76
10 Moncong Loe 3.456.26 194.67 114.96 129.27 -- 3.895.16
11  Simbang 3.835.68 2.351.96  2.447.46 429.94 -- 9.065.04
12 Tanralili 5.613.27 1.365.45 1.103.93 201.00 -- 8.283.65
13  Tompobulu 3.149.25 5.778.91 7.173.83 6.441.31  33-84.93  25.928.22
14  Turikale 2.446.41 -- -- -- -- 2.446.41
Jumlah 48.207.72 24.046.23 35.361.65 24.612.94 11.646.94 14.3875.49

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan
bertopografi agak datar (lereng 0 — 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 Ha, diikuti oleh
Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 Ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas
areal masing-masing sekitar 4.736 Ha dan 4.712 Ha. Kemiringan lereng 8 — 15%
tersebar di Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu, dengan luas areal
masing-masing 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim,
kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan
potensi lahan suatu wilayah. Wilayah didominasi lereng yang terjal (lebih besar dari
40%), umumnya memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan pertanian.
Karena itu, data pada tabel diatas bisa menjadi indikator umum dari potensi

sumberdaya lahan setiap kecamatan di Maros.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

REVIS| RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2032

PETA TOPOGRAFI

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH m



RPJIMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

2.1.1.2 Kondisi Geologi dan Hidrologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat
kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan dengan luas keseluruhan 55.359 Ha
yang terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Mallawa;
(2) batuan sedimen dengan luas 66.195 Ha yang penyebarannya juga hampir
terdapat di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Bontoa; (3) batuan gunung
api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan
luas 32.008 Ha; dan (4) batuan terobosan dengan luas 8.312 Ha yang terdapat

hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi sebagai berikut :

a. Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur
puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 mdpl) dengan luas 30% dari luas wilayah
Kabupaten Maros.

b. Satuan perbukitan vulkanik, intrusi dan sedimen: menempati daerah perbukitan
yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten
Maros.

c. Satuan perbukitan Karst: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian
tengah dan timur laut daerah Kabupaten Maros.

d. Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah
utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Maros

PETA GEOLOGI
KABUPATEN MAROS

Sumber

1. Hasil Analisis Tim Ak
2. Citra Digital SPOT Tahun 2006
g Sy BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN GOWA NS PEMBANGUNAN DAERAH
- B Kabupeten igos (BAPPEDA)
KABUPATEN MAROS

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021
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Ada 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten
Maros, yaitu jenis air permukaan dan jenis air tanah (dangkal dan dalam). Kedua
jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run-

off) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

Sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Maros cukup berpotensi untuk
mengairi tanah-tanah pertanian disekitarnya. Sungai-sungai tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Sebaran Sungai Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros 2020

1 Bantimurung S. Maros 4.231,77
S. Manraleng 74,39
Salo Kalibone 10.990,70
2 Bontoa Salo Kalibone 6.386,75
3 Camba S. Manraleng 14.550,40
S. Walanae 14,31
4  Cenrana S. Maros 4.160,88
S. Manraleng 14.522,96
Salo Kalibone 118,33
5 | lLau S. Maros 0,04
Salo Kalibone 2.464,76
Salo Soreang 1.674,92
6  Mallawa S. Manraleng 4.241,00
S. Pangkajene 3,32
S. Walanae 18.268,25
7  Mandai S. Maros 3.404,21
S. Tallo 524,82
8 | Maros Baru S. Maros 3.013,11
Salo Soreang 1.241,32
9  Marusu S. Maros 4.329,54
Pulau 41,22
10 Moncong Loe Maros 3,68
S. Tallo 3.891,48
11 Simbang S. Maros 9.065,04
12 Tanralili S. Maros 7.975,30
S. Tallo 308,35
13 Tompobulu Jene Berang 47,16
S. Maros 25.709,35
S. Manraleng 22,63
S. Tallo 149,09
14  Turikale S. Maros 1.950,82
Salo Kalibone 467,48
Salo Soreang 28,11
Total 143.875,49

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Maros merupakan bagian dari dua

wilayah sungai besar yaitu Wilayah Sungai Jeneberang dan Wilayah Sungai
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Walanae-Cenranae. Berikut ini luas wilayah sungai dan satuan wilayah sungai per
kecamatan Kabupaten Maros.

Tabel 2.4
Wilayah Sungai Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Luas
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

Bantimurung - 15.222,48 15.222,48
Bontoa -- 6.386,75 6.386,75
Cenrana - 4.279,21 4.279,21
Lau 1.674,92 2.464,80 4.139,73
Mallawa 3,32 -- 3,32
Mandai -- 3.929,02 3.929,02
1 Maros Baru WS Jeneberang 1.241,32 3.013,11 4.254,43
Marusu -- 4.329,54 4.329,54
Moncong Loe - 3.895,16 3.895,16
Simbang -- 9.065,04 9.065,04
Tanralili - 8.283,65 8.283,65
Tompobulu -- 25.905,59 25.905,59
Turikale 28,11 2.418,30 2.446,41
Bantimurung - 74,39 74,39
Camba — 14.564,71 = 14.564,71
2 | Cenrana WS Walanae - 14.522,96 | 14.522,96
Cendranae
Mallawa -- 22.509,25 22.509,25
Tompobulu - 22,63 22,63
Total 2.947,67 140.886,59 @ 143.834,27

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2032

‘ PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021
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2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata
suhu udara bulanan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 adalah 27,51°C tiap
bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,50°C yang terjadi di bulan Juli.
Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 33,30°C yang terjadi pada bulan
September . Sedangkankan kelembaban rata-rata sebesar 81,67 %. Kelembaban
terendah terjadi pada bulan September sebesar 69 %, sedangkan kelembaban
terendah terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban sebesar 98 %.

Tabel 2.5
Data Suhu dan Kelembaban Berdasarkan Bulan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Bulan Suhu (°C) Kelembaban (%)
Min Max Rata-Rata Min Max Rata-Rata
Januari 24,9 30,8 27,3 77 97 86
Februari 24,7 30,5 27,0 81 98 88
Maret 24,7 31,2 26,9 78 96 85
April 24,9 31,7 27,7 77 94 85
Mei 25,2 32,2 28,1 75 92 84
Juni 24,4 31,9 27,5 66 90 80
Juli 23,5 31,7 27,1 67 89 79
Agustus 24,0 33,1 28,0 51 90 71
September 24,2 33,3 28,3 49 83 72
Oktober 24,4 33,0 28,2 54 88 77
November 24,5 31,9 27,6 69 93 84
Desember 24,3 29,8 26,4 77 97 89
Rata-Rata 24,475 31,76 27,51 68,42 92,25 81,67

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas | Maros, 2021

Jumlah curah hujan Kabupaten Maros selama tahun 2020 rata-rata sebesar
279,33 mm, dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 900 mm yang terjadi
apda bulan Desember, sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan
Agustus dengan jumlah curah hujan sebesar 11 mm. Untuk jumlah hari hujan
selama tahun 2020 rata-rata sebesar 16,25 hari, dengan jumlah hari hujan paling
tinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 29 hari, sedangkan jumlah hari
hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan julan 4 hari. Penyinaran
matahari pada tahun 2020 rata-rata sebesar 59,50 %. Penyinaran tertinggi terjadi
pada bulan Agustus dengan persentase penyinaran sebesar 90 %, sedangkan

penyinaran terendah pada bulan Maret dengan persentase sebesar 10 %.
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Tabel 2.6
Jumlah Curah Hujan, hari Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Bulan Jumlah Curah hujan Jumlah Hari Hujan Penyinaran
(mm) (Hari) Matahari (%)
Januari 557 24 57
Februari 564 26 42
Maret 339 17 10
April 138 18 70
Mei 233 17 52
Juni 67 9 69
Juli 33 12 74
Agustus 11 4 90
September 53 7 80
Oktober 136 12 81
November 321 20 62
Desember 900 29 27
Rata-Rata 279,33 16,25 59,50

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas | Maros, 2021
2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya lahan dibedakan menjadi lahan sawah, lahan
pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sawah adalah
lahan pertanian yang berpetak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk
menahan/menyalurkan air. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah
hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Sedangkan yang dimaksud
dengan lahan pertanian bukan sawah adalah lahan pertanian yang terdiri dari
tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat,
padang penggembalaan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan, serta lahan
sekitar rumah (pekarangan) yang diusahakan untuk pertanian. Yang termasuk lahan

bukan pertanian adalah pemukiman, kantor, industri dan pertokoan.

Luas lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Maros
sebesar 134.690 Ha atau sekitar 83% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Lahan
pertanian bukan sawah menjadi lahan terluas, yaitu sekitar 67%, lahan sawah
sekitar 16%, sedangkan lahan bukan pertanian sekitar 17% dengan luas 27.222 ha.

Tabel 2.7
Luas Lahan (Ha) dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Mandai 1.440 1.259 2.212 4911
2  Moncongloe 1.139 1.244 2.304 4.687
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3  Maros Baru 1.101 1.888 2.387 5.376
4  Marusu 1.190 4.816 1.377 7.383
5  Turikale 975 191 1.827 2.993
6 | Lau 2.259 2.003 1.111 5.373
7  Bontoa 1.935 6.302 1.115 9.352
8  Bantimurung 3.964 12.464 942 17.370
9  Simbang 2.034 5.372 3.125 10.531
10 | Tanralili 1.292 2.062 4.692 8.945
11  Tompobulu 1.066 23.883 2.817 28.766
12 Camba 1.937 11.476 1.123 14.536
13 Cenrana 2.001 14.449 1.647 18.097
14 Mallawa 1.770 21.279 543 23.592
Jumlah 26.002 108.668 27.222 161.912

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten
Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas; Kawasan
Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Propinsi (KSP), dan Kawasan Strategis

Kabupaten (KSK).

2.1.2.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros adalah Kawasan
Perkotaan Mamminasata yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan
sudut kepentingan ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Maros
yang termasuk dalam kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat

perkotaan yang memiliki kepentingan dalam skala nasional.

2.1.2.2 Kawasan Strategis Propinsi (KSP)

Kawasan Strategis Propinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana
tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Propinsi Sulawesi
Selatan menetapkan bahwa :

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
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e Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya komoditas beras dan
jagung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah
Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian
wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang,
sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan
Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan
Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah
Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu.

e Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan
unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mente dan jarak
diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah
Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian
wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang,
sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan
Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan
Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah
Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu.

e Kawasan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan Industri Maros di
Kecamatan Marusu; dan Kawasan industri Semen Bosowa terdapat di
Kecamatan Bantimurung.

b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri
atas:

e Kawasan wisata bahari diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros
Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah
Kecamatan Bontoa;

e Kawasan Hutan Lindung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan
Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah
Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian
wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, dan
sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

e Kawasan penambangan kapur diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan

Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
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e Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;

e Kawasan Taman Nasional Bantimurung — Bulusaraung diarahkan sebagian
wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan
Cenrana; dan

e Kawasan Kebun Raya Pucak diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan

Tanralili.

2.1.2.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:
a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana

kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

Maros diarahkan pada :

e Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;

e Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai
Kecamatan Kabupaten Maros;

e Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan
Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;

e Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan
Marusu dan Kecamatan Maros Baru;

e Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;

e Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;

e Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan
Turikale;

e Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di
Kecamatan Turikale;

e Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;

e Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan

e Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.

b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya di

Kabupaten Maros meliputi;

e Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang

Kecamatan Maros Baru;
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e Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa
Bonto Tallasa Kecamatan Simbang; dan

e Kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Patte’ne Desa Temmappaduae
Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros
Baru, dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.

c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi
Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi di
Kabupaten Maros, terdiri atas :

e Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di
Kecamatan Tompobulu;

e Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTHM) di Mallawa;

e Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
Kecamatan Bontoa;

e Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan

e Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan
Kecamatan Simbang.

d. KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten
Maros meliputi :

e Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan
Bantimurung;

e Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang
Kallang Kecamatan Cenrana; dan

e Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan Mallawa.

e KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, terdiri

atas:

e Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;

e Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan
Simbang; dan

e Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni

dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.
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2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi
bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lain
sebagainya. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah
rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten

Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Potensi bencana di Kabupaten Maros diketahui dari catatan sejarah kejadian
bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian resiko bencana
yang dilakukan di Kabupaten Maros. Berdasarkan pengkajian resiko bencana maka
Kabupaten Maros memiliki 9 (Sembilan) jenis bencana yang rawan terjadi, yaitu;
becana banijir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa

bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami.

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah
atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB). Wilayah dengan potensi
rawan bencana banjir di Kabupaten Maros berada di 10 (sepuluh) kecamatan. Kelas
sangat rawan tersebar di wilayah hilir sampai tengah DAS meliputi; Kecamatan Maros
Baru bagian selatan, Marusu bagian utara, Turikale, Mandai bagian utara, Tanralili
bagian utara, Bantimurung bagian selatan, Simbang bagian barat. Sebagian besar

daerah yang datar dan landau rawan banjir di wilayah DAS Maros.

Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Maros adalah
47.431,57 Ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Beberapa faktor penyebab banjir di
Kabupaten Maros diantaranya : curah hujan cukup tinggi, topografi datar dan landau,
jenis tanah Alluvial dan Litosol, penggunaan lahan dominan tambak dan sawah. Di
samping itu faktor manusia yang kurang menyadari dalam hal pengelolaan sampah,
karena sampah dibuang di kanal dan sungai supaya ikut aliran sungai sehingga
drainase kurang lancar. Sebaran wilayah rawan bencana banjir serta kelas kerawanan
bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Wilayah Rawan Bencana Banjir dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 4.207,20 Tinggi
2 Bontoa 8.341,40 Tinggi
3 Lau 5.361,24 Sedang
4 Mandai 4.294,45 Tinggi
5 Maros Baru 5.354,25 Tinggi
6 Marusu 7.723,42 Tinggi
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7 Moncongloe 3.208,99 Tinggi
8 Simbang 3.379,38 Tinggi
9 Tanralili 2.568,09 Tinggi
10  Turikale 2.993,12 Tinggi

Jumlah 47.431,54 Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang
besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada luar sungai (BNPB). Wilayah
dengan potensi rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Maros berada di 8
(delapan) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah
2.860,04 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI, dengan melihat kelas bahaya
maksimum di setiap kecamatan. Sebaran wilayah rawan bencana banjir bandang
serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 694,06 Tinggi
2 Bontoa 461,07 Tinggi
3 Camba 252,84 Tinggi
4 Cenrana 594,98 Tinggi
5 Lau 447,89 Tinggi
6 Mallawa 398,73 Tinggi
7 Tompobulu 0,13 Tinggi
8 Turikale 10,34 Tinggi

Jumlah 2.860,04 Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang
secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan
kecamatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi (BNPB). Wilayah
dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Maros berada di 14
(empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak cuaca ekstrim adalah
125.594,93 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Sebaran wilayah rawan bencana
cuaca ekstrim serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.10
Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 8.102,96 Tinggi
2 Bontoa 8.599,54 Tinggi
3 Camba 10.906,37 Sedang
4 Cenrana 10.947,07 Sedang
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5 5.371,48 Tinggi
6 Mallawa 16.161,83 Tinggi
7 Mandai 4.907,66 Tinggi
8 Maros Baru 5.261,90 Tinggi
9 Marusu 8.143,75 Tinggi
10 Moncongloe 4.682,84 Tinggi
11 Simbang 6.371,90 Tinggi
12 Tanralili 8.904,02 Tinggi
13 Tompobulu 24.240,21 Tinggi
14 Turikale 2.993,33 Tinggi

Jumlah 125.594,93 Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek
terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan
bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon
tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi
disertai hujan deras. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga
gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga
erosi pantai. Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di
Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak
bencana banjir adalah 329,76 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah
rawan bencana cuaca gelombang ekstrim dan abrasi serta kelas kerawanan bencana
di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bontoa 119,41 Sedang
2 Lau 23,24 Sedang
3 Maros Baru 55,25 Sedang
4 Marusu 131,85 Sedang

Jumlah 329,76 Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi
yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung
api atau runtuhan batuan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca
ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total
wilayah luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 Ha, dengan
kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana gempa bumi dan kelas

kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.12
Wilayah Rawan Gempa Bumi Serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 17.368,53 Rendah
2 Bontoa 9.497,64 Rendah
3 Camba 14.535,18 Rendah
4 Cenrana 17.787,45 Rendah
5 Lau 5.370,82 Rendah
6 Mallawa 23.590,67 Rendah
7 Mandai 4.910,48 Rendah
8 Maros Baru 5.376,26 Rendah
9 Marusu 8.184,67 Rendah
10 Moncongloe 4.686,95 Rendah
11 Simbang 10.529,44 Rendah
12 Tanralili 8.944,44 Rendah
13 Tompobulu 28.770,83 Rendah
14 Turikale 2.993,37 Rendah

Jumlah 162.546,72 Rendah

Sumber : BNPB, 2021

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan dimana hutan dan
lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan vyang
menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan
seringkali menyebabkan bencana asap yang sangat menganggu aktivitas dan
kesehatan masyarakat sekitar (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca
ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total
luas wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 162.546,72
Ha, dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana kebakaran
hutan dan lahan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 17.368,53 Rendah
2 Bontoa 9.497,64 Rendah
3 Camba 14.535,18 Rendah
4 Cenrana 17.787,45 Rendah
5 Lau 5.370,82 Rendah
6 Mallawa 23.590,67 Rendah
7 Mandai 4,910,48 Rendah
8 Maros Baru 5.376,26 Rendah
9 Marusu 8.184,67 Rendah
10 Moncongloe 4.686,95 Rendah
11 Simbang 10.529,44 Rendah
12 Tanralili 8.944,44 Rendah
13 Tompobulu 28.770,83 Rendah
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14 Turikale 2.993,37 Rendah
KABUPATEN MAROS 162.546,72 Rendah
Sumber : BNPB, 2021

Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air
untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang
dimaksud kekeringan di bidang pertanian dalah kekeringan yang terjadi di lahan
pertanian yang ada tanaman yang sedang dibudidayakan (BNPB). Wilayah dengan
potensi rawan bencana kekeringan di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas)
kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 ha,
dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana kekeringan dan
kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Wilayah Rawan Kekeringan dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 17.368,53 Sedang
2 Bontoa 9.497,64 Sedang
3 Camba 14.535,18 Sedang
4 Cenrana 17,787,45 Sedang
5 Lau 5,370,82 Sedang
6 Mallawa 23.590,67 Sedang
7 Mandai 4.910,48 Sedang
8 Maros Baru 5.376,26 Sedang
9 Marusu 8.184,67 Sedang
10 Moncongloe 4.686,95 Sedang
11  Simbang 10.529,44 Sedang
12 | Tanralili 8.944,44 Sedang
13 Tompobulu 28.770,83 Sedang
14 Turikale 2.993,37 Sedang

Jumlah 162.546,72 Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun
pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan
tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB). Sebaran wilayah rawan bencana tanah
longsor dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.15
Wilayah Rawan Tanah Longsor dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 7.833,83 Sedang
2 Bontoa 755,52 Sedang
3 Camba 10.171,15 Sedang
4 Cenrana 13.815,70 Sedang
5 Mallawa 15.998,01 Sedang
6 Mandai 71,20 Sedang
7 Moncongloe 427,94 Sedang
8 Simbang 3.732,45 Sedang
9 Tanralili 1.342,01 Sedang
10 | Tompobulu 11.336,87 Sedang

Jumlah 65.484,70 Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Tsunami berasal dari bahasa jepang yang berarti gelombang lautan. Tsunami
adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya
pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan
bencana tsunami di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Luas wilayah
yang terdampak bencana tsunami adalah 6.019,72 ha, dengan kelas kerawanan
SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana tsunami dan kelas kerawanan bencana di
Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Wilayah Rawan Tsunami dan Kelas Kerawanan Bencana
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bontoa 2.594,08 Tinggi
2 Lau 679,63 Tinggi
3 Maros Baru 455,85 Tinggi
4 Marusu 1.290,15 Tinggi

Jumlah 6.019,72 Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

2.1.4 Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses
pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola
dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola
dengan baik.

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020, berdasarkan sensus
penduduk 2020 sebesar 391.774 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 196.499 jiwa,
perempuan 195.275 jiwa dan tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Jumlah

penduduk bertambah 72.772 jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010.
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Rata-rata laju pertumbuhan per tahun selama periode 2010-2020 sebesar 2,01
persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 1,62
persen per tahun.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros tahun 2016-2020

No Jumlah Penduduk
Kecamatan

2016 2017 2018 2019 2020
1 Mandai 38.628 39.032 39.449 39.830 51.801
2 Moncongloe 18.671 18.856 19.031 19.208 23.728
3 Maros Baru 25.870 26.134 26.397 26.647 28.360
4 Marusu 27.035 27.312 27.589 27.850 34.324
5 Turikale 44.242 44,710 45.196 45.633 48.558
6 lau 26.101 26.368 26.634 26.886 27.542
7 Bontoa 28.179 28.468 28.759 29.033 30.604
8 Bantimurung 29.861 30.168 30.479 30.770 32.825
9 Simbang 23.667 23.908 24.144 24.369 25.538
10 | Tanralili 26.101 26.370 26.635 26.888 30.964
11 | Tompobulu 15.186 15.334 15.467 15.608 15.932
12 | Camba 13.303 13.430 13.539 13.660 14.223
13 | Cenrana 14.580 14.720 14.845 14.979 14.562
14 | Mallawa 11.466 11.572 11.659 11.761 12.813

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi
dibadingkan penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut
sebesar 100. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di
Kabupaten Maros lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dengan rasio jenis
kelamin sebesar 101. Hal ini berarti untuk setiap 100 orang perempuan, terdapat 101
laki-laki. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah
penduduk laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 196.499
orang dan penduduk perempuan sebanyak 195.275 orang.

Perubahan rasio jenis kelamin pada tahun 2020 disebabkan cukup besarnya
migrasi penduduk di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota
Makassar, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Kecamatan Marusu.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Maros tahun 2016-

2020 digambarkan melalui grafik di bawah ini.
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Grafik 2.1
Jumlah penduduk Berdasarkan jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Komposisi penduduk Kabupaten Maros menurut kecamatan menunjukkan
bahwa penduduk terbesar yakni 51.801 jiwa mendiami Kecamatan Mandai,
sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil terdapat di
Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk sebanyak 12.813 jiwa. Kepadatan
penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 mencapai 242 jiwa/km?2. Kecamatan
Turikale adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 1.622
jiwa/km?, diikuti oleh Kecamatan Mandai 1.055 jiwa/km?, sedangkan kecamatan yang
tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 54 jiwa/km?.

Komposisi penduduk setiap kecamatan menurut jumlah penduduk, laju
pertumbuhan per tahun, kepadatan penduduk per kilometer persegi, serta rasio jenis
kelamin Kabupaten Maros tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2020

1  Mandai 27,64 1.055 102
2 Moncongloe 20,96 506 102
3 Maros Baru 6,18 528 104
4 Marusu 23,59 639 101
5  Turikale 6,92 1.622 100
6 | lau 2,20 373 100
7  Bontoa 6,62 327 100
8 Bantimurung 7,67 189 99
9  Simbang 5,52 243 100
10 | Tanralili 15,87 346 100
11  Tompobulu 1,75 55 104
12  Cenrana 5,02 98 95
13 Camba -2,85 80 97
14  Mallawa 8,94 54 99
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Jumlah 10,94 242 101

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Kabupaten Maros
didominasi oleh Generasi Z (8-23 tahun) dan Generasi Milenial (24-39 tahun).
Proporsi Generasi Z sebanyak 29,37 persen dan Generasi Milenial sebanyak 25,66
persen dari total jumlah penduduk. Sekitar tujuh tahun lagi semua Generasi Z akan
berada pada kelompok usia produktif. Generasi inilah yang berpotensi menjadi motor
dalam pembangunan yang akan menjadi penentu masa depan bangsa.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X (40-55 tahun) dan Generasi Milenial
(24-39 tahun) merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada
tahun 2020. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi
peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Adapun komposisi penduduk menurut generasi di Kabupaten Maros pada

tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk menurut Generasi Kabupaten Maros tahun 2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
Hasil Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun
2020 sebanyak 267.611 jiwa atau 68,31 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini
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menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan

penduduk lanjut usia sebesar 5,54 persen atau sebanyak 21.698 jiwa.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2020

Kelompok Umur JUMLAH PENDUDUK

0-4 35.420 35.481 35.532 35.078 35.708

5-9 32.738 32.826 32.904 33.288 33.940
10-14 31.942 31.741 31.530 32.167 32.817
15-19 33.112 33.436 33.756 32.378 33.041
20-24 30.937 31.305 31.669 32.354 33.217
25-29 27.323 27.464 27.596 28.342 35.778
30-34 25.447 25.407 25.357 25.732 34.204
35-39 25.159 25.236 25.304 25.160 29.166
40-44 23.752 24.106 24.456 24.142 26.461
45-49 20.478 21.109 21.749 21.753 24.172
50-54 16.462 17.037 17.625 18.270 21.364
55-59 13.060 13.535 14.021 14.580 17.397
60-64 9.237 9.489 9.740 10.406 12.811
65-69 7.140 7.308 7.471 7.771 9.180
70-75 5.122 5.222 5.316 5.610 5.844

75+ 5.561 5.683 5.795 6.090 6.674
Jumlah 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Sebuah daerah akan mengalami perubahan jumlah penduduk karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: angka kelahiran (natalitas), angka kematian
(mortalitas), dan migrasi.

1. Angka Natalitas

Untuk menghitung angka kelahiran dapat menggunakan pembagian jumlah
angka kelahiran bayi yang hidup dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Angka
kelahiran dapat dihitung dari jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk dalam satu
tahun. Angka Natalitas Kabupaten Maros menunjukkan angka natalitas yang
berfluktuaif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 angka
natalitas sebesar 16,48 per 1.000 penduduk kemudian menurun hingga mencapai
16,28 per 1.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka natalitas
meningkat hingga mencapai 20,56 per 1.000 penduduk. Namun menurun Kembali
pada tahun 2019 sebesar 20,26 per 1.000 penduduk dan 19,17 per 1.000
penduduk pada tahun 2020.
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Grafik 2.3
Angka Natalitas Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2. Angka Mortalitas
Angka kematian menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam
satu tahun. Angka kematian dihitung dengan jumlah kematian dalam satu tahun
dibagi jumlah penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur angka
mortalitas adalah angka kematian kasar, angka kematian bayi (AKB) dan angka
kematian menurut kelompok umur. Angka kematian bayi di Kabupaten Maros
menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 AKB sebesar 8,32 per
1.000 penduduk kemudian menurun hingga mencapai 3,11 per 1.000 penduduk
pada tahun 2020.
Penurunan AKB selama tahun 2016 hingga tahun 2020 disebabkan pemberian
gizi oleh puskesmas dan posyandu kepada ibu hamil dan bayi dalam kandungan
sudah semakin baik, dan memenuhi standar yang telah ditentukan.

Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi.

Pengertian dari migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke

tempat yang lain. Biasanya, migrasi terjadi relatief permanen dari suatu tempat

ke tempat yang lainnya. Jumlah perpindahan penduduk Kabupaten Maros

menurun hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 29.735 orang atau 30 orang

per 1.000 penduduk.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang
meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir,
pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah,
serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per
kapita.

Berdasarkan Tabel 2.20, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak
tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten
Maros sebesar 67,76 kemudian meningkat hingga mencapai 69,86 pada tahun
2020. Pada tahun 2020 ranking IPM Kabupaten Maros berada pada urutan 11 dari
24 kabupaten/kota dengan laju prtumbuhan IPM sebesar 0,52 %. Hal ini
disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas
pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan
sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan
kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan
secara konsisten setiap tahunnya.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Paropinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020

Laju Rank

Kabupaten/ Rank | IPM Laju

No Kopta 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | IPM | 2019- | IPM
2020 | 2020 | 2019-

(%) 2020

1 | Selayar 64,95 | 65,39 | 66,04 | 66,91 | 67,38 | 21 0,70 4
2 | Bulukumba 66,46 | 67,08 | 67,70 | 68,28 | 68,99 | 15 1,04 1
3 | Bantaeng 66,59 | 67,27 | 67,76 | 68,30 | 68,73 | 17 0,63 7
4 | Jeneponto 61,81 | 62,67 | 63,33 | 64,00 | 64,26 | 24 0,41 14
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Laju Rank
Kabupaten/ Rank | IPM Laju
No i 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | IPM | 2019- | IPM
2020 | 2020 | 2019-
(%) | 2020
5 | Takalar 64,96 | 65,48 | 66,07 | 66,94 | 67,31 | 22 0,55 12
6 | Gowa 67,70 | 68,33 | 68,87 | 69,66 | 70,14 | 10 0,69
7 | Sinjai 65,36 | 65,80 | 66,24 | 67,05 | 67,60 | 20 0,82
8 | Maros 67,76 | 68,42 | 68,94 | 69,50 | 69,86 | 11 0,52 13
9 | Pangkep 66,86 | 67,25 | 67,71 | 68,29 | 68,72 | 18 0,63 6
10 | Barru 69,07 | 69,56 | 70,05 | 70,60 | 71,00 | 8 0,57 11
11 | Bone 63,86 | 64,16 | 65,04 | 65,67 | 66,06 | 23 0,59 9
12 | Soppeng 65,95 | 66,67 | 67,60 | 68,26 | 68,67 | 19 0,60
13 | Wajo 67,52 | 68,18 | 68,57 | 69,05 | 69,15 | 14 0,14 20
14 | Sidrap 69,39 | 69,84 | 70,60 | 71,05 | 71,21 | 7 0,23 16
15 | Pinrang 69,42 | 69,90 | 70,62 | 71,12 | 71,26 | 6 0,20 17
16 | Enrekang 70,79 | 71,44 | 72,15 | 72,66 | 72,76 | 5 0,14 22
17 | Luwu 68,71 | 69,02 | 69,60 | 70,39 | 70,51 | 9 0,17 18
18 | Tana Toraja 66,25 | 66,82 | 67,66 | 68,25 | 68,75 | 16 0,73 3
19 | Luwu Utara 67,81 | 68,35 | 68,79 | 69,46 | 69,57 | 12 0,16 19
20 | Luwu Timur 70,95 | 71,46 | 72,16 | 72,80 | 73,22 | 4 0,58 10
21 | Toraja Utara 67,49 | 67,90 | 68,49 | 69,23 | 69,33 | 13 0,14 21
22 | Makassar 80,53 | 81,13 | 81,73 | 82,25 (82,25 | 1 0,00 24
23 | Parepare 76,48 | 76,68 | 77,19 | 77,62 | 77,86 3 0,31 15
24 | Palopo 76,45 | 76,71 | 77,30 | 77,98 | 78,06 | 2 0,10 23

Sumber : BPS Prov. Sulsels, 2021

Berdasarkan Grafik 2.5 terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros masih
berada dibawah capaian IPM Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Propinsi
Sulawesi Selatan tahun 2020 mencapai 71,93 setara dengan IPM Nasional yang
berada pada angka 71,94. IPM Kabupaten Maros masih termasuk dalam kategori
sedang, namun diharapkan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Maros dapat

mencapai angka 70 dan masuk dalam kategori tinggi.
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Grafik 2.5
Perbandingan IPM Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.1.2 Indeks Pembanguan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur
pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.
Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin
mendekati angka 100 maka kesejangan pemabgunan antara perempuan dan laki-
laki akan semakin kecil.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros menunjukkan tren
peningkatan setianp tahunnya, walaupun peningkatanna tidak terlalu besar. APda
tahun 2016 IPG Kabupaten Maros sebesar 89.26, kemudian menurun pada tahun
2017 hingga mencapai 88,91. Pada tahun 2018 IPG Kembali meningkat sebesar
88,93, kemudian pad atahun 2019 seebsar 89,10 dan tahun 2020 sebesar 89,23.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahu bahwa tingkat kesenjangan
pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Maros berada pada
kategori rendah. Walaupun demikian, pencapaian IPG kabupaten Maros masih

berada dibawah capaian IPG Propini Sulawesi Selatan.
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Grafik 2.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Maros dan
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020
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Sumber : Kemenpppa dan BPS, 2021

2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi
strategis dalam perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di
Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan
ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku
pada tahun 2020 sebesar 18,62 triliun rupiah, mengalami penurunan sekitar 4,09
triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 22,71 triliun rupiah.
Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami penurunan, dari 13,72 triliun
rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,23 triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya
nilai PDRB dipengaruhi oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan

usaha.

Struktur perekonomian Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-
2020) didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan
Pergudangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros pada tahun 2020 dihasilkan
oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu 25,79%, angka ini
menurun dari 40,06% di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha Industri
Pengolahan sebesar 18,94%, naik dari 16,40% di tahun 2019, disusul kemudian oleh
lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,52%, naik dari

15,16% di tahun 2019.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-28



RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara keseluruhan sangat
bergantung pada laju pertumbuhan ketiga lapangan usaha dengan kontribusi
terbesar, terutama pada pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan.
Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar -35,54 %, semakin melambat dibandingkan tahun 2019 sebesar -11.02%.
Kemudian untuk Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar -6,57 %,
turun dari 1,48% di tahun 2019, selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan,
dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -2,29%, turun dari 5,29% di tahun

20109.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Maros selama lima tahun
terakhir (2016-2020) menunjukkan tren menurun. Hal ini disebabkan dalamnya
kontraksi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang sangat
dipengaruhi oleh sub sektor angkutan udara, dalam hal ini jumlah penumpang dan
barang/kargo yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
mengalami tren negatif (belum normal kembali) akibat pandemi Covid-19.
Demikian juga kontraksi pada sektor Industri Pengolahan sangat dipengaruhi oleh
industri barang galian bukan logam, dalam hal ini produksi Semen Bosowa yang
juga mengalami penurunan. Sektor Pertanian yang diharapkan mampu bertumbuh
positif, juga mengalami kontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya luas lahan
serta bergesernya waktu panen ke awal tahun 2021, sehingga terjadi selisih jumlah

produksi pada perhitungan akhir tahun 2020.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di
Propinsi Sulawesi Selatan), namun pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terus
mengalami pelambatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi melambat cukup
signifikan sebesar 1,24%, dan kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam
pada tahun 2020 sebesar -10,87% (terendah di Propinsi Sualwesi Selatan). Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros sejak tahun 2019 berada dibawah

pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
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Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 — 2020

1 Selayar 7,35 7,61 8,75 7,68 -1,78
2 Bulukumba 6,77 6,89 5,05 5,49 0,43
3 Bantaeng 7,39 7,31 8,13 10,75 0,52
4 Jeneponto 8,32 8,25 6,29 5,47 0,16
5 | Takalar 9,61 7,37 6,66 6,87 -0,61
6 | Gowa 7,57 7,21 7,14 7,46 1,76
7 | Sinjai 7,09 7,23 7,44 6,12 1,55
8 | Maros 9,50 6,81 6,19 1,24 -10,87
9 Pangkep 8,31 6,6 4,76 6,41 -1,69
10 | Barru 6,01 6,48 7,11 7,41 0,87
11 | Bone 9,01 8,41 8,91 7,01 -0,25
12 | Soppeng 8,11 8,29 8,11 7,69 2,19
13 | Wajo 4,96 5,21 1,08 4,06 -1,17
14 | Sidrap 8,77 7,09 5,02 4,65 -0,59
15 | Pinrang 7,44 7,84 6,91 6,53 0,44
16 | Enrekang 7,63 6,84 3,26 5,43 1,25
17 | Luwu 7,88 6,79 6,86 6,26 1,30
18 | Tana Toraja 7,29 7,47 7,89 7,22 -0,28
19 | Luwu Utara 7,49 7,6 8,39 7,11 -0,59
20 | Luwu Timur 1,58 3,07 3,39 1,17 1,46
21 | Toraja Utara 8,01 8,22 8,07 7,56 0,17
22 | Makassar 8,03 8,2 8,42 8,79 -1,27
23 | Parepare 6,87 6,97 5,58 6,65 -0,08
24 | Palopo 6,95 7,17 7,52 6,75 0,45

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2021

Grafik 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
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Tabel 2.22
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

\[e]

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.051.940 2.202.311 2.312.494 2.434.716 2.378.990

BFIN pertambangan dan Penggalian 955.853 1.142.053 1.253.526 1.419.899 1.432.110

=1 Industri Pengolahan 2.653.474 2.733.882 2.747.088 2.787.667 2.604.390

I pengadaan Listrik dan Gas 10.042 10.649 11.232 11.928 11.360
Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, 10.979 12.171 13.078 15.204 17.330

- Limbah, dan Daur Ulang

I Konstruksi 675.641 735.098 807.441 950.688 1.084.870

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 396.964 419.031 451.107 508.099 497.270
Mobil dan Sepeda Motor

B Transportasi dan Pergudangan 3.917.728 4.175.994 4.541.584 4.040.990 2.604.870
Penyediaan Akomodasi dan Makan

- s 39.628 41.548 46.552 53.225 43.120

I informasi dan Komunikasi 160.210 168.702 179.843 190.749 214.950

Jasa Keuangan dan Asuransi 169.038 169.505 176.663 189.050 196.640

PN Real Estate 167.671 178.653 190.656 204.729 217.650

ER Jasa Perusahaan 2.798 3.060 3.366 3.745 3.710

“ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 432.882 453.024 478.681 540.342 539.400
dan Jaminan Sosial Wajib

I E Jasa Pendidikan 187.360 193.918 207.036 224.921 231.460

BT Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 80.796 84.108 88.463 93.743 102.680

Jasa Lainnya 40.987 44.603 49.938 56.590 52.870

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
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Tabel 2.23
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

NO Sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.707.127 3.056.371 3.244.103 3.443.104 3.449.200,00

BPI Pertambangan dan Penggalian 1.081.677 1.208.401 1.350.071 1.548.502 1.577.680,00

=1 Industri Pengolahan 3.245.902 3.570.314 3.642.509 3.724.658 3.527.340,00

I Pengadaan Listrik dan Gas 8.675 10.605 11.659 12.394 11.780
Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, 14.063 17.581 19.077 22.185 25390

- Limbah, dan Daur Ulang

I Konstruksi 1.131.149 1.316.146 1.549.801 1.880.589 2.150.300

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 452.529 504.051 572.321 662.437 658.050
Mobil dan Sepeda Motor

“ Transportasi dan Pergudangan 7.477.534 7.866.724 8.843.202 9.099.710 4.801.860
Penyediaan Akomodasi dan Makan 54.445 61.526 69.800 81.417 69.340

- Minum

I informasi dan Komunikasi 185.131 211.049 229.096 245.501 277.560

I ER Jasa Keuangan dan Asuransi 232.165 244.478 265.438 293.085 308.330

PR Real Estate 212.702 233.240 257.761 280.406 299.670

Jasa Perusahaan 4.553 5.112 5.839 6.583 6.650

“ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 636.413 682.998 753.813 869.257 883.330
dan Jaminan Sosial Wajib

B Jasa Pendidikan 244.655 263.004 287.091 314.897 327.050

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 110.409 119.021 129.284 140.470 160.190

Jasa Lainnya 62.397 69.386 80.458 91.772 87.310

17.861.531 19.440.014 21.311.332 22.716.974 18.621.030

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
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2016
15,16
6,06
18,17
0,05
0,08

6,33
2,53

41,86
0,30
1,04
1,30
1,19
0,03
3,56

1,37
0,62
0,35
100

2017
15,72
6,22
18,37
0,05
0,09

6,77
2,59

40,47
0,32
1,09
1,26
1,20
0,03
3,51

1,35
0,61
0,36
100

Tabel 2.24
Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

2018
15,22
6,33
17,09
0,05
0,09

7,27
2,69

41,50
0,33
1,07
1,25
1,21
0,03
3,54

1,35
0,61
0,38
100

2019
15,16
6,82
16,40
0,05
0,10

8,28
2,92

40,06
0,36
1,08
1,29
1,23
0,03
3,83

1,39
0,62
0,40
100
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2020
18,52
8,47
18,94
0,06
0,14

11,55
3,53

25,79
0,37
1,49
1,66
1,61
0,04
4,74

1,76
0,86
0,47
100

2016
8,63
15,32
10,05
11,99
0,98

7,95
6,3

14,98
6,7
4,53
10,02
5,65
3,45
8,47

4
5,91
4,5
9,50

2017
7,39
19,48
3,16
6,05
10,86

8,89
5,07

6,59
4,88
53
0,28
6,55
9,34
4,65

3,5
4,1
8,82
6,81

2018
4,95
9,76
0,48
5,46
7,45

9,48
8,58

8,75
12,00
6,6
4,22
6,72
10,00
5,66

6,76
5,18
11,96
6,19

2019
5,29
13,27
1,48
6,20
16,25

17,74
12,63

-11,02

14,33
6,06
7,01
7,38
11,24
12,88

8,64
5,97
13,32
1,24

2020
-2,29
0,86

-6,57
-4,79
13,97

14,11
-2,13

-35,54
-18,89
12,69
4,01
6,31
-1,03
-0,17

2,91
9,53
-6,58
-10,87
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2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat
dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah
yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per
kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu

orang penduduk.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 -
2019 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020
mengalami penurunan seiring dengan menurunnya nilai PDRB ADHB. Pada tahun
2016 PDRB per kapita Kabupaten Maros sebesar 52,09 juta rupiah/jiwa/tahun
kemudian mencapai 64,33 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019. Sedangkan pada
tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 52,28 juta
rupiah/jiwa. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima

tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Nilai PDRB 17.861.500 19.440.000 21.311.300 @ 22.718.000 18.621.000
(Juta Rp)

2 Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
(Jiwa)

3 PDRB Perkapita 52,09 56,12 60,92 64,33 52,28

(Juta Rp/Jiwa)
Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2021

PDRB Perkapita Kabupaten Maros pada tahun 2020 berada pada urutan ke
5 dari 24 kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Dimana PDRB Perkapita

tertinggi berada di kota makassar, sedangkan terendah berada di Kabupaten Gowa.

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun
2016 - 2019 berada diatas Propinsi dan nasional. Pada tahun 2019, PDRB per kapita
Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,98 juta rupiah, dan Nasional sebesar 59,10
juta rupiah. Kondisi ini sedikit berbeda di tahun 2020, dimana PDRB per kapita
Maros sebesar 52,28 juta rupiah lebih rendah dari Propinsi Sulawesi Selatan
sebesar 56,51 juta rupiah dan Nasional sebesar 56,90 juta Rupiah. Menurunnnya
PDRB per kapita Kabupaten Maros pada tahun 2020 dibawah Propinsi dan Nasional
tidak lepas dari jatuhnya nilai total PDRB akibat adanya pandemi Covid-19.
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Tabel 2.26
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020
No | Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 Selayar 35,46 39,27 43,62 47,52 46,71
2 Bulukumba 26,06 29,03 31,55 33,80 34,43
3 Bantaeng 34,13 37,41 41,63 46,80 47,59
4 | Jeneponto 21,94 23,94 26,03 27,74 28,14
5 Takalar 26,73 29,21 31,51 34,01 33,91
6 Gowa 21,04 22,98 25,07 27,10 27,45
7 Sinjai 34,61 37,89 41,88 44,90 46,15
8 Maros 52,09 56,12 60,92 64,33 52,28
9 Pangkep 62,92 67,60 71,98 77,46 75,88
10 | Barru 31,75 34,51 38,09 41,71 42,47
11 | Bone 35,15 39,04 43,87 47,50 47,98
12 | Soppeng 34,89 39,19 44,12 48,19 50,10
13 | Wajo 41,94 45,08 47,15 49,87 49,58
14 | Sidrap 36,66 40,24 43,25 46,01 46,17
15 | Pinrang 39,78 43,95 48,29 52,05 52,93
16 Enrekang 29,22 31,28 32,81 35,36 36,23
17 | Luwu 33,55 36,56 40,20 43,25 43,96
18 | Tana Toraja 23,72 26,15 29,31 31,96 32,20
19 | Luwu Utara 32,02 35,02 38,65 41,70 42,00
20 | Luwu Timur 61,72 63,71 69,41 70,06 70,50
21 | Toraja Utara 29,91 33,80 37,84 41,50 41,83
22 | Makassar 87,13 95,67 106,23 116,87 115,40
23 | Parepare 39,35 42,88 45,94 49,80 49,92
24 | Palopo 34,04 36,83 40,32 43,02 42,61

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2021

Grafik 2.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020
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2.2.1.5 Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya
berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat Propinsi dan kota. Untuk wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-
pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-
daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang
dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota
Makassar sebagai wilayah terdekat. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Makassar
sebesar 2,13%, sedangkan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,14% dan Nasional

sebesar 1,68%.

Grafik 2.9
Perbandingan Inflasi Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2021

Berdasarkan grafik diatas, inflasi Kota Makassar dari tahun ke tahun selaras
dengan inflasi Propinsi Sulawesi Selatan. Meski rata-rata inflasi Kota Makassar lebih
tinggi dari laju inflasi nasional. Untuk menekan laju inflasi tersebut harus dilakukan
kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten

Maros dan Kota Makassar.
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2.2.1.6 Gini Rasio

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun
ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu sebuah
kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu
masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Gini Rasio
adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan

dengan koefisien rasio antara0—1 (> 0dan < 1).

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir
(2016-2020) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0,410,
kemudian menurun tahun 2018 hingga mencapai 0,337. Pada tahun 2019 capaian
Gini Rasio Kabupaten Maros meningkat tajam hingga mencapai 0,382, namun
kembali menurun 0,368 di tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian Gini Rasio
Kabupaten Maros berada pada urutan 14 dari seluruh Kabupauten /Kota di propinsi

Sulawesi Selatan.

Tabel 2.27
Gini Rasio Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020
No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Selayar 0,343 0,331 0,338 0,301 0,357
2 | Bulukumba 0,378 0,324 0,354 0,377 0,371
3 | Bantaeng 0,382 0,422 0,342 0,338 0,344
4 | Jeneponto 0,364 0,331 0,309 0,331 0,349
5 | Takalar 0,403 0,351 0,358 0,482 0,360
6 | Gowa 0,407 0,395 0,384 0,354 0,345
7 | Sinjai 0,429 0,376 0,369 0,354 0,372
g | Maros 0,410 0,368 0,337 0,382 0,368
g | Pangkep 0,417 0,368 0,321 0,328 0,345
10 | Barru 0,361 0,389 0,379 0,360 0,357
11 | Bone 0,391 0,386 0,412 0,366 0,404
12 | Soppeng 0,399 0,359 0,359 0,392 0,403
13 | Wajo 0,341 0,353 0,369 0,347 0,355
14 | Sidrap 0,384 0,325 0,340 0,284 0,349
15 | Pinrang 0,380 0,309 0,359 0,336 0,375
16 | Enrekang 0,393 0,374 0,389 0,359 0,366
17 | Luwu 0,359 0,395 0,362 0,352 0,396
18 | Tana Toraja 0,314 0,318 0,369 0,362 0,348
19 | Luwu Utara 0,410 0,358 0,361 0,364 0,344
20 | Luwu Timur 0,434 0,411 0,398 0,387 0,405
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No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
21 | Toraja Utara 0,374 0,411 0,411 0,384 0,384
27 | Makassar 0,397 0,396 0,383 0,390 0,400
23 | Parepare 0,386 0,384 0,382 0,350 0,373
24 | Palopo 0,374 0,341 0,338 0,338 0,354

Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2021

Berdasarkan capaian pada tahun 2020, besaran Gini rasio Kabupaten Maros
menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk
kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang. Kondisi ini berada
dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Perkembangan Gini
Rasio Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun

waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2021
2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa
tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan
sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan
menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan

standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren

penurunan selama tahun 2016 - 2020. Tingkat kemiskinan pada tahun 2016 sebesar
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11,41%, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 39.020 orang. Pada tahun 2020,
tingkat kemiskinan menurun hingga 9,74% dengan jumlah penduduk miskin sekitar
34.620 orang. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di
urutan 15 dari 24 kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan.
Penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan banyaknya program kegiatan
pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta
peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang
berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.28
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Tingkat Kemiskinan (%)

No Kabupaten/Kota
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Kepulauan Selayar 13,11 | 13.28 | 13.13 | 12.83 | 12,48
2 Bulukumba 8,06 7.97 7.48 7.26 7,10
3 Bantaeng 9,51 9.66 9.23 9.03 8,95
4 Jeneponto 15,49 | 15.40 | 15.48 | 14.88 | 14,58
5 Takalar 9,35 9.24 9.00 8.70 8,44
6 Gowa 8,40 8.42 7.83 7.53 7,38
7 Sinjai 9,41 9.24 9.28 9.14 9,00
8 Maros 11,41 | 11.14 | 10.31 | 9.89 9,74
9 Pangkajene dan Kepulauan 16,22 | 16.22 | 15.10 | 14.06 | 13,96
10 | Barru 9,45 9.71 9.04 8.57 8,26
11 | Bone 10,07 | 10.28 | 10.55 | 10.06 | 10,68
12 | Soppeng 8,45 8.29 7.50 7.25 7,59
13 | Wajo 7,47 7.38 7.50 6.91 6,95
14 | Sindereng Rappang 5,45 5.32 5.16 4.79 5,05
15 | Pinrang 8,48 8.46 8.81 8.46 8,86
16 | Enrekang 13,41 | 13.16 | 12.49 | 12.33 | 12,17
17 | Luwu 14,35 | 14.01 | 13.36 | 12.78 | 12,65
18 | Tana Toraja 12,36 | 12.62 | 12.75 | 12.35 | 12,10
19 | Luwu Utara 14,36 | 14.33 | 13.69 | 13.60 | 13,41
20 Luwu Timur 7,52 7.66 7.23 6.98 6,85
21 | Toraja Utara 14,57 | 14.41 | 13.37 | 12.41 | 12,01
22 | Makassar 4,56 4.59 4.41 4.28 4,54
23 | Parepare 5,73 5.70 5.59 5.26 5,44
24 | Palopo 8,74 8.78 7.49 7.82 7,85

Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2021

Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan
peningkatan tingkat kemiskinan hampir di seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota di

seluruh Indonesia, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros justru
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mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada Hal ini
disebabkan penduduk Kabupaten Maros sebagian besar memiliki mata pencaharian
sebagai petani dan nelayan sehingga dampak ekonomi dari pandemi tidak terlalu
besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat yang
memiliki pekerjaan sebagai karyawan yang mengalami PHK, banyak yang pulang ke

kampung halaman untuk bertani atau nelayan sehingga penghasilannya tetap

terjaga.
Grafik 2.11
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Propinsi Sulsel, 2021

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2020
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tengah masa sulit akibat pandemi
Covid-19, tingkat kemiskinan mampu mencapai 9,74%, turun dibandingkan tahun
2019 sebesar 9,89%. Jika pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros
masih berada di atas Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka pada tahun
2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah Nasional (9,78%) dan
di atas Propinsi Sulawesi Selatan (8,72%). Gambaran perkembangan tingkat

kemiskinan selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.12
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Propinsi Sulsel,
dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Maros meningkat dari tahun
2016 sebesar 7,20 tahun menjadi 7,73 tahun pada tahun 2020. Capaian rata-rata
lama sekolah Kabupaten Maros masih cukup rendah, dimana tingkat pendidikan
terkahir penduduk Kabupaten Maros adalah SMP/MTs/Setara tahun 2020. Capaian
Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Maros masih lebih rendah
dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dan
nasional.

Grafik 2.13
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-41



RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Maros menunjukkan
bahwa penduduk Kabupaten Maros yang lahir pada tahun 2016 hingga tahun 2020
diharapkan memiliki tingkat pendidikan terakhir adalah SMA/SMK/Setara. Pada
tahun 2016 AHLS di Kabupaten Maros sebesar 12,96 tahun kemudian meningkat
menjadi 13,04 tahun pada tahun 2020. Dengan pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan yang terus dilakukan, masyarakat Kabupaten Maros
terutama anak-anak dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk mengenyam
pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK/Setara, bahkan hingga bangku kuliah
tahun pertama. Harapan lama sekolah Kabupaten Maros berada di atas harapan
lama sekolah nasional namun berada di bawah capaian harapan lama sekolah
Propinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.14
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
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2.2.2.3 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang
pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Haraan Lama
Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah. Indeks pendidikan diperoleh dengan
menggunakan standarisasi nilai maksimum dan minimum dari angka harapan lama
sekolah dan rata-rata lama sekolah (BPS). Indeks Pembangunan Pendidikan atau
Education Development Index (EDI) dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori

medium di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.
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Indeks pendidikan Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan sejak tahun
2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 indeks pendidikan sebesar 0,60
kemudian meningkat hingga mencapai 0,62 pada tahun 2020. Walaupun
menujukkan peningkatan namun capaian indeks pendidikan Kabupaten Maros
masih berada pada ketegori rendah. Seperti halnya indeks pendidikan Kabupaten
Maros, indeks pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan juga berada pada kategori
rendah, dengan capaian 0,65 pada tahun 2020. Demikian halnya indeks pendidikan
nasional yang berada pada poin 0,64.

Grafik 2.15

Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Maros,
Propinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016-2020
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2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk
usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM mengukur partisipasi penduduk
standar usia dijenjang pendidikan tertentu dengan standar usia siswa dijenjang
tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK terhitung 1 januari 2017 telah

menjadi kewenangan pemerintah Propinsi.

Perkembangan APM Kabupaten Maros menunjukkan trend peningkatan
dari tahun 2016-2020, walaupun peningkatannya tidak terlalu signfikan.
Peningkatan APM dan APK tingkat SD disebabkan karena tingkat kemampuan
masyarakat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SD sudah cukup
tinggi, selain itu ketersediaan sekolah di seluruh kecamatan juga merupakan faktor

yang menentukan tingginya APM Kabupaten Maros.
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Angka APM tingkat SD selalu berada diatas angka APM tingkat SMP. APM
SMP menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, dengan kata lain masih terdapat
penduduk usia 13-15 di Kabupaten Maros yang belum menempuh tingkat
pendidikan SMP. APM SD Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 91,12%,
sedangkan APM SMP di tahun yang sama hanya sebesar 57,11%. Pada tahun 2020,
APM SD meningkat hingga 99,42%, sedangkan APM SMP mencapai 72,92%.
Rekapitulasi data perkembangnan APM Kabupaten Maros tahun 2016-2020
disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021
2.2.2.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya
yang sedang menempuh pendidikan dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK
berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu
tingkat pendidikan, sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk

mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK Kabupaten Maros tingkat SD dan SMP menujukkan
trend yang berbeda. APK tingkat SD menujukkan trend yang fluktuatif dari tahun
2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 APM SD Kabupaten Maros sebesar
103,18, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 (102,39). Angka ini

kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 102,65, kemudian
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menurun cukup signifikan pada tahun 2019 yakni sebesar 98,80, namun meningkat

menjadi 109,35 pada tahun 2020.

Sedangkan APK SMP Kabupaten Maros pada tahun 2016-2019
menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2016 APK SMP Kabupaten Maros
sebesar 79,19, meningkat hingga 80,58 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun
2020 menurun hingga 75,15. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian masyarakat
yang mengalami keterpurukan sebagai akibat pandemi Covid-19, sehingga orang
tua tidak sanggup membiayai pendidikan anaknya. Perkembangan APK Kabupaten

Maros selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021
2.2.2.6 Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) adalah jumlah siswa yang lulus ujian jenjang
tertentu terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM
merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama
sekolah antar jenjang pendidikan. Angka melanjutkan (AM) diukur berdasarkan
perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan

jumlah siswa yang lulus ujian.

Angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP Kabupaten Maros menunjukkan
tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs sebesar 103,21, tahun 2018 AM SD/MI mengalami penurunan hingga

92,35, kemudian pada tahun 2019 dan 2020 terus mengalami peningkatan hingga
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mencapai 110,30. Hal ini menunjukkan adanya siswa SD dari luar Kabupaten Maros

yang melanjutkan sekolah tingkat SMP di Kabupaten Maros.

Sedangkan AM dari tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga menunjukkan
angka yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 AM SMP/MTs sebesar 86,88
kemudian pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 78,53. Pada tahun 2018 AM
SMP/MTs mencapai 93,90, namun kembali mengalami penurunan pada dua tahun
terakhir. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang menamatkan
pendidikan hanya sampai pada jenjang SMP, yang disebabkan kurangnya motivasi
belajar anak, kurangnya dorongan orang tua baik moril maupun materil. Bahkan
sebagian masyarakat pedesaan beranggapan bahwa menyelesaikan pendidikan

tingkat SD sudah cukup memadai.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros selama tahun

2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.18
Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.2.2.7 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu
jenjang pendidikan. Pada tahun 2016, APS SD Kabupaten Maros sebesar 0,3
kemudian sedikit menurun hingga 0,29 pada tahun 2020. Pada tahun 2017 dan
2018 APS SD dapat ditekan hingga 0,03, namun pada dua tahun terakhir kembali
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak

menamatkan sekolahnya pada tingkat SD.
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Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 0,15
kemudian mampu mencapai 0,11 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2017 APS
SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 0,50, hal ini disebabkan
aksesibilitas pada tahun 2017 belum cukup memadai, serta kesadaran masyarakat
akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah, terutama masyarakat petani dan
nelayan. Secara umum, masih adanya Angka Putus Sekolah (APS) disebabkan
karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah terhadap
pendidikan lanjutan.

Gambaran angka putus sekolah Kabupaten Maros selama tahun 2016-2020
dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19
Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.2.2.8 Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan
masyarakat di suatu wilayah, salah satunya dapat diukur dengan Umur Harapan
Hidup (UHH) dan penurunan balita gizi buruk.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan
UHH Propinsi dan nasional. Namun demikian, secara umum UHH Kabupaten Maros
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 UHH Kabupaten
Maros sebesar 68,58 tahun kemudian meningkat hingga mencapai 69,02 tahun
pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang lahir pada tahun
2020 diharapkan memiliki umur kurang lebih 70 tahun. Perkembangan UHH
Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional tahun 2016-2020

disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.20
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2021

2.2.2.9 Indeks Kesehatan

Seperti halnya indeks pendidikan, indeks kesehatan juga merupakan salah
satu komponen peyusun IPM, semakin tinggi nilai indeks kesehatan maka akan
semakin tinggi pula IPM. Indeks Kesehatan dihitung dengan menggunakan
standarisasi nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup. Indeks Kesehatan
Kabupaten Maros juga menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2016 hingga
tahun 2020, walaupun peningkatannya sangat kecil. Pada tahun 2016 indeks
Kesehatan sebesar 0,747, kemudian meningkat hingga mencapai 0,754 pada tahun
2020.

Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Maros masih berada di bawah
capaian Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Capaian indeks Kesehatan Propinsi
Sulwesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 0,778 sedangkan indeks Kesehatan

Nasional sebesar 0,796 pada taun 2020.
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Grafik 2.21
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Maros (Diolah), 2021

Untuk mencapai angka UHH yang diharapkan maka diperlukan perbaikan
gizi bagi masyarakat, utamanya bagi balita. Status gizi balita di Kabupaten Maros
pada umumnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan
rendahnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Pada tahun 2016 prevalensi
balita gizi buruk di Kabupaten Maros sebesar 0,01%, kemudian pada tahun 2018
sedikit meningkat 0,02%. Pada tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk kembali
menurun sebesar 0,01%. Namun seluruh balita bergizi buruk tersebut telah
mendapatkan perawatan yang sesuai standar. Perkembangan prevalensi balita gizi
buruk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.29
Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah Balita Gizi Buruk 6 6 11 6 3

2 | Jumlah Balita 49.670 50.216 50.718 51.225 51.738

3  Prevalensi Balita Gizi 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
Buruk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan data
yang berfluktuatif setiap tahunnya, namun secara umum apabila dibandingkan
dengan tahun 2016, AKI di Kabupaten Maros cenderung menurun. Pada tahun
2016, Angka Kematian Ibu sebesar 88,50 per 100.000 kelahiran, sedangkan pada
tahun 2020, Angka Kematian Ibu sebesar 56,49 per 100.000 kelahiran, angka ini
kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan AKI tahun 2019 yang hanya
sebesar 44,64.
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Tabel 2.30
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah ibu hamil yang
meninggal karena hamil,
bersalin dan nifas di suatu
wilayah tertentu selama 1 tahun

2 Jumlah kelahiran hidup di
wilayah tersebut dan pada 5.650 5.638 7.192 7.153 7.511
kurun waktu yang sama

3  Angka Kematian lbu Per
100.000 Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

88,50 106,42 69,52 44,64 56,49

Selain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan
indikator yang sangat menentukan dalam pencapaian komposit harapan hidup
yang lebih baik. AKB Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang cukup
signifikan selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, AKB Kabupaten Maros
sebanyak 8 orang per 1.000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2020 menurun hingga
3 orang per 1.000 kelahiran. Hal ini menujukkan pemberian gizi oleh puskesmas
dan posyandu kepada bu hamil dan bayi dalam kandungan sudah semakin baik.

Tabel 2.31
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kematian bayi
(berumur kurang dari 1 47 40 39 32 23
tahun) pada tahun tertentu

2 Jumlah kelahiran hidup pada
tahun tertentu

3  Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

5.650 5.638 7.192 7.153 7.511

8,32 7,09 5,42 4,46 3,11

Selain indikator diatas, indikator yang harus mendapat perhatian adalah
stunting (kerdil), yaitu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan
yang kurang jika dibandingkan umur bersangkutan. Balita stunting termasuk
masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial
ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada

bayi.

Prevalensi balita stunting secara umum menunjukkan perkembangan yang
makin baik dari tahun 2016 hingga tahun 2020, meskipun pada tahun 2017

mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 prevalensi balita
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stunting di Kabupaten Maros mencapai 38,16%, kemudian pada tiga tahun terakhir

terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,04 % pada tahun 2020.

Kondisi stunting di Kabupaten Maros pada tahun 2020 telah memenuhi
standar World Health Organization (WHO) dimana standar persentase maksimal
stunting untuk suatu wilayah adalah 20 %. Semakin menurunnya prevalensi balita
stunting ini disebabkan karena pemberian gizi yang cukup dan seimbang kepada ibu
hamil serta bayi yang baru lahir.

Grafik 2.22
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan kecamatan paling tinggi
terdapat di Kecamatan Cenrana dengan persentase sebesar 20,58 %, kemudian
diikuti oleh Kecamatan Moncongloe dengan persentase sebesar 20,51 %.
Sedangkan kecamatan yang memiliki prevalensi terkecil adalah Kecamatan
Bantimurung dengan persentase sebesar 5,84 %, kemudian diikuti oleh Kecamatan
Mandai dengan persentase 7,60 % dan Kecamatan Mallawa dengan persentase
8,27 %.

Berdasarkan grafik dibawah dapat diketahui bahwa prevalensi stunting di
kabupaten Maros yang memerlukan perhatian adalah Kecamatan Moncongloe,
Cenrana, dan Maros baru, dimana rata-rata prevalensi dari ketiga kecamatan

tersebut sebesar 20,33 %.
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Grafik 2.23
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
2.2.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun
2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020
tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan
hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT
Kabupaten Maros sebesar 6,85%, kemudian menurun pada tahun 2018 hingga
5,70%, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42%. Pada tahun 2020,
TPT kembali meningkat menjadi 6,28 persen. Dikarenakan menagalami kenaikan
pada taun 2020 maka capaian TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 berada pada
urutan ke 19 dari 24 Kabupaten/Kota.

Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 Selayar - 2,34 1,74 1,10 2,44
2 Bulukumba - 3,73 3,42 3,06 3,42
3 Bantaeng - 5,23 3,39 3,65 4,27
4 | Jeneponto - 3,31 2,63 1,99 2,31
5 | Takalar - 4,93 3,57 3,78 4,16
6 | Gowa - 6,14 4,40 4,35 6,44
7 Sinjai - 4,53 1,95 2,17 2,65
8 Maros - 6,85 5,70 4,42 6,28
9 Pangkep - 7,05 6,13 4,99 5,18
10 | Barru - 5,6 4,96 5,39 6,39
11 | Bone - 4,55 2,56 3,01 3,20
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No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
12 | Soppeng - 2,71 2,36 3,24 4,42
13 | Wajo - 3,06 3,51 3,00 4,33
14 | Sidrap - 3,17 4,29 4,35 5,91
15 | Pinrang - 4,41 2,80 2,91 4,19
16 | Enrekang - 1,87 1,61 2,15 2,44
17 | Luwu - 4,78 3,59 4,38 4,94
18 | Tana Toraja - 5,6 2,96 2,55 2,60
19 | Luwu Utara - 3,31 3,56 2,76 3,01
20 | Luwu Timur - 2,58 2,03 3,81 4,46
21 | Toraja Utara - 4,24 2,65 2,86 3,17
22 | Makassar - 10,59 11,45 9,83 15,92
23 | Parepare - 6,47 6,36 6,17 7,14
24 | Palopo - 10,96 10,76 9,67 10,37

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2021

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen berada di
bawah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31%, dan juga di bawah nasional
sebesar 7,07%. Kondisi ini disebabkan pada tahun penyerapan tenaga kerja di
Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu
tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan café yang berada di
sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga
kerja. Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maros,
Sulawesi Selatan, dan Nasional selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada
grafik berikut ini :

Grafik 2.24
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
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2.2.2.11 Tingkat Partisipsi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja
(15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau
melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) adalah jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah
penduduk usia kerja (15-64 tahun). TPAK Kabupaten Maros juga menunjukkan tren
yang meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar
57,80%, kemudian meningkat hingga mencapai 62,90% pada tahun 2019. Pada
tahun 2020 akibat pendemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan
yang tutup akibat pembatasan skala besar, akibatnya TPT meningkat dan TPAK
menurun. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Maros sebesar 60,45 %. Capaian TPAK
Kabupaten Maros berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun
2017 hingga 2018. Kemudian pada tahun 2020 capaian TPAK Kabupaten Maros
berada di atas Propinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.25

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

TPAK Maros TPAK Propinsi

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.12 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan tenaga
kerja atau gambaran permintaan tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar
93,15 kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 93,81 dan 95,29 pada tahun
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2019. Pada tahun 2020 rasio penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar
80,84 vyang disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berakibat banyaknya
tempat usaha yang tutup dan tidak beroperasi. Seperti terlihat pada tabel dibawah
rasio penduduk yang bekerja sebesar 80,84, ini berarti dari jumlah penduduk
angkatan kerja yang ada, sekitar 80,84 telah memperoleh pekerjaan sedangkan
sisanya masih mencari pekerjaan (menganggur). Perkembangan penduduk usia 15
tahun yang bekerja dan jumlah Angkatan kerja Kabupaten Maros tahun 2016-2020
dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.33
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020

1 | Penduduk Usia 15 Tahun 132.854 139.816 151.722 135.151
Yang Bekerja (orang)

2 Angkatan Kerja (orang) - 142.621 149.049 159.217 167.178
3 Rasio !’enduduk Yang 93,15 93,81 95,29 80,84
Bekerja

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Capaian rasio penduduk yang bekerja, baik Kabupaten Maros maupun
Propinsi Sualwesi Selatan dan Nasional menunjukkan penurunan pada tahun 2020,
dimana capaian Kabupaten Maros masih berada di bawah capaian Propinsi dan
nasional. Perkembangan rasio penduduk bekerja Kabupaten Maros, Propinsi
Sulawesi Selatan, dan Nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.26
Perbandingan Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
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2.2.2.13 Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja
adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode
waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan,
sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerija.
Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja
menghasilkan nilai tambah ekonomi

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar 27,53 persen,
kemudian melambat hingga mencapai 0,90 persen pada tahun 2018. Pada tahun
2019 pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar -6,71 persen, namun kembali
tumbuh di tahun 2020 sebesar 0,05 persen. Berdasarkan data tersebut diktehaui
bahwa produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap nilai tambah ekonomi, dikarenakan nilai jasa yang dihasilkan oleh tenaga
kerja tersebut merupakan salah satu faktor utama dalam menghitung nilai tambah
ekonomi.

Tabel 2.34
Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Produk Domestik 11.954,00 12.768,32 13.558,75 13.726,28 12.233,66

regional Bruto

(Milyar Rp)

. Jumlah Tenaga Kerja 0 132.854  139.816  151.722  135.151

(Orang)

. PDRB Perkapita 0,00 96,11 96,98 90,47 90,52
Tenaga Kerja (%)
Pertumbuhan PDRB 0,00 27,73 0,90 -6,71 0,05
Per Tenaga Kerja (%)

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Catatan : Dikarenakan tahun 2016 data tenaga kerja tidak dirilis oleh BPS maka pertumbuhan tahun
2017 merupakan perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2015 (PDRB Perkapita
tenaga kerja tahun 2015 sbeesar 75,25)

2.2.2.14 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga
Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan

pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk

usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas

dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja

(dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat

proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.
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Proprosi tenaga kerja berusaha sendiri dan bebas keluarga di Kabupaten
Maros pada tahun 2017 sebesar 35,38, kemudian pada tahun 2018 sebesar 33,95
dan pada tahun 2019 sebesar 31,60. Pada tahun 2020 proprosinya meningkat
hingga mencapai 37,42. Meningkatnya proporsi pada tahun 2020 diakibatkan
banyaknya muncul usaha-usaha baru yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena
PHK akibat pentutupan usaha sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Usaha
tersebut muncul dikarenakan tekanan ekonomi yang sangat hebat sehingga
memaksa setiap orang untuk menciptakan pekerjaan.

Grafik 2.27
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga
Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Prop Sulsel, 2021

2.2.2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera |

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya. Sehingga dari bentuk
keluarga tersebut akan menghasilkan satu fokus untuk memulihkan keadaan
perekonomian saja, tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga. Sedangkan
Keluarga Sejahtera | yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial
psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat
tinggal dan transportasi.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera | Kabupaten Maros pada tahun 2016
sebesar 51,80 %, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 36,99,79%. Pada
tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera | kembali menurun
hingga mencapai 36,99 % dan pada tahun 2019 mencapai 28,32 % dan pada tahun
2020 sebesar 21,67 %.
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Penurunan keluarga pra sejahtera dan sejahtera | disebabkan dampak
positif disalurkannya bantuan stimulan pemerintah kepada keluarga pra sejahtera,
dimana bantuan yang bersifat ekonomis produktif itu diberikan kepada masing-
masing keluarga pra sejahtera sebagai pendorong untuk meningkatkan taraf
kesejahteraanya.

Tabel 2.35
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera |
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah keluarga pra 57.558 44908 32.258 24.839 19.126
sejahtera dan sejahtera |
2 Jumlah Keluarga 86.180 @ 86.688 | 87.196 | 87.719 | 88.245

3 Keluarga Pra Sejahtera dan 66,79 51,80 36,99 28,32 21,67
Sejahtera | (%)

Sumber : DPPKB Kab. MAros, 2021

2.2.2.16 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan
dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah,
restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli
daerah lainnya yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Maros
menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun
2016 persentase PAD sebesar 12,93 %, kemudian pada tahun 2019 sebesar 17, 83
%. Pada tahun 2020 persentase PAD sedikit menurun hingga mencapai 16,43 %.

Menurunnya persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2020
disebabkan adanya refocusing keuangan dalam rangka penanganan COVID-19,
selain itu banyaknya sumber PAD vyang ditutup selama pendemi juga
mengakibatkan realisasi PAD selama tahun 2020 sangat jauh menurun.

Tabel 2.36
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 PAD (Juta Rupiah) 165.024  194.999  219.845  248.671  219.158

. Jumlah Pendapatan  1.276.664 1.340.497 1.497.907 1.394.628 1.332.222
Daerah (Juta Rupiah)
Persentase PAD 12,93 14,55 14,68 17,83 16,45
Terhadap

Pendapatan (%)
Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021
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2.2.2.17 Opini BPK

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 opini BPK terhadap laporan keuangan
Kabupaten Maros adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan
keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah
saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini WTP artinya auditor meyakini
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap
telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan
kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.2.2.18 Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang
dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat,
bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan
gejolak harga pangan.

Penguatan cadangan pangan memiliki peran strategis sebagai antisipasi
untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan bencana alam,
bencana sosial, keadaan darurat serta untuk memperkuat ketahanan pangan
daerah dan nasional, apalagi di tengah pandemi covid-19. Keberadaan cadangan
pangan daerah sangat urgen, bila daerah memiliki cadangan pangan yang cukup
tentu sangat membantu kesiapan pangan daerah dalam menghadapi pandemi
Covid-19.

Cadangan pangan Kabupaten Maros menunjukkan angka yang berfluktuatif
selama tahun 2019 hingga tahun 2020. Tahun 2016 penguatan cadangan pangan
sebesar 247.633 % kemudian meningkat hingga mencaai 250.314 %. Pada tahun
2020 terjadi penurunan penguatan cadangan pangan hingga mencapai 191.232 %.
Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa Kabupaten Maros surplus
cadangan pangan dan jumlahnya sangat cukup apabila dibandingkan dengan
jumlah penduduk, atau dengan kata lain Kabupaten Maros tidak akan menalami

bencana kelaparan.
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Grafik 2.28
Penguatan Cadangan Pangan (%)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab. Maros, 2021

2.2.2.19 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang paling besar memberikan
kontribusi terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros adalah sektor transportasi,
industri dan pertanian. Tahun 2016 kontribusi sektor pertanian/perkebunan
sebesar 15,16% kemudian mengalami peningkatan pada tahu 2017 sebesar 17,72.
Pada tahun 2018 terjadi penurunan kontribusi sebesar 15,22%, kemudian menurun
Kembali menajdi 15,16% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor
pertanian/perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai
18,52%.

Kontribusi sektor pertanian yang berfluktuatif hingga tahun 2019
disebabkan adanya perkembangan dari sektor lainnya dalam mendukung
perekonomian Kabupaten Maros serta akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian
yang dijadikan pemukiman. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian hingga
mencapai 18% disebabkan sektor tersebut tidak terlalu terdampak akibat adanya
pendemi COVID-19 dibandingkan sektor lainnya. Produksi dan jasa pertanian dan

perkebunan tetap berjalan walaupun adanya pandemi.
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Grafik 2.29
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.20 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi produksi PDRB subsektor perkebunan (tanaman keras) terhadap
jumlah PDRB sektor pertanian tergolong sangat kecil, walaupun pada tahun 2020
terdapat peningkatan kontribusi. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019, kontribusi
yang diberikan dari tanaman perkebunan hanya sebesar 0,001% kemudian
meningkat hingga mencapai 0,003 % pada tahun 2020. Dengan demikian produksi
subsektor perkebunan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap struktur PDRB
Kabupaten Maros

Grafik 2.30
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 (%)
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2.2.2.21 Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Penghasil utama sektor pertanian di Kabupaten Maros adalah petani.
Seluruh produksi dan jasa pertanian dilaksanakan oleh petani merupakan
kontribusi utama dalam perhitungan PDRB sektor pertanian. Dengan demikian
dapat diketahui bahwa kontribusi kelompok tani terhadap PDRB sebesar 100%.

Tabel 2.37
Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

1  Jumlah produksi
padi/bahan pangan
utama lokal hasil
kelompok tani (ton)

2 Jumlah produksi
padi/bahan pangan
utama lokal di daerah
(ton)

3 Kontribusi Kelompok
Petani Terhadap 100 100 100 100 100
PDRB (%)

Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

486.277 485.366  495.073 504.974 437.041

486.277 @ 485.366  495.073 < 504.974 437.041

2.2.2.22 Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian Kabupaten Maros menunjukkan trend
peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah
produksi pertanian sebesar 943.666 ton, kemudian pada tahun 2019 meningkat
hingga 958.486 ton. Pada tahun 2020, produksi pertanian mengalami penurunan
cukup besar hingga mencapai 462.557 ton.

Penurunan produksi diakibatkan banyak lahan sawah yang berubah fungsi
menjadi lahan pemukiman, utamanya yang berada di kecamatan-kecamatan yang
berbatasan dengan Kota Makassar. Selain itu waktu panen yang bergeser ke
tahun berikutnya juga merupakan faktor penyebab produksi pada sektor
pertanian mengalami penurunan pada tahun 2020. Waktu panen yang harusnya
dilakukan pada akhir tahun 2020, bergeser ke awal tahun 2021, sehingga
diharapkan pada tahun 2021 produksi akan kembali meningkat.
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Grafik 2.31
Produksi Pertanian (Ton) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

2.2.2.23 Produksi Sektor Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu
pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai;
mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan
bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun
sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur
mayur dan bunga. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan
waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Tanaman perkebunan Kabupaten Maros terdiri dari komoditi tanaman
kelapa, kopi, kakao. Jumlah produksi tanaman perkebunan relatif kecil, dimana
pada tahun 2016 hingga tahun 2017 produksi sebesar 759,20 ton, kemudian
menurun hingga 759,01 ton pada tahun 2018. Pada tahun 2019 produksi
perkebunan kembali meningkat hingga mencapai 761 ton dan pada tahun 2020
menurun tajam hingga 262 ton. Penurunan produksi perkebunan diakibatkan
banyaknya lahan yang dikonversi menjadi lahan untuk tanaman sayuran dan horti
lainnya. Lamanya proses panen untuk tanaman perkebunan menyebabkan banyak

petani yang menanami kebun dengan tanaman sayuran.
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Tabel 2.38
Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan
Kabupaten Maros Tahun 2019 — 2020

1 Kelapa (ton) 125,00 125,00 126,43 126,00 21,00
2 Kopi (ton) 47,40 47,40 50,71 48,00 70,00
3  Kakao (ton) 586,80 586,80 581,87 587,00 171,00
4  Jumlah produksi

Komoditas perkebunan 759,20 759,20 759,01 761,00 262,00
(ton)
Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Maros tidak
terlalu besar. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan sebesar 6,41 % terhadap
PDRB Kabupaten Maros. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan sebesar
6,05 %, kemudian pad atahun 2020 meningkat hingga mencapai 8,47 %.

Tumbuhnya sektor pertambangan dengan cukup pesat pada tahun 2020
menunjukkan bahwa sektor pertambangan sangat diminati oleh investor untuk
berinvestasi, namun perkembangan sektor ini harus mendapatkan perhatian
khusus dikarenakan dampak lingkungan vyang ditimbulkan dari usaha
pertambangan yang cukup besar. Gambaran kontribusi pertambangan terhadap

PDRB Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.32
Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 (%)
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2.2.2.25 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Untuk PDRB sektor pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit, namun
sektor pariwsata dimasukkan dalam sekotr akomodasi dan makan minum, dimana
yang dimaksud akomodasi dan makan minum dalam hal ini adalah akomodasi yang
disipakan bagi para pelancong serta makan dan minuman yang langsung dapat
dikonsumsi.

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB juga tidak
terlalu besar. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 0,31 %, kemudian meningkat
menjadi 0,37 % pada tahun 2020. Tumbuhanya kontribusi sektor ini disebabkan
bermunculannya usaha-usaha rumah makan dan cafe di sekitar kawasan kuliner
PTB serta jalan poros trans Sulawesi. Adanya Mall yang didalamnya banyak
terdapat stan makanan juga menjadi pendorong tumbuhnya sektor tersebut.

Gambaran kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.33

Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
2.2.2.26 Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB

Perikanan dan kelautan dalam struktur PDRB merupakan subsektor dari
sektor pertanian. Untuk Kabupaten Maros subsektor perikanan lebih banyak
memberikan kontribusi melalui perikanan budidaya dibandingkan perikanan
tangkap.

Dikarenakan perikanan merupakan subsektor, maka kontribusinya

terhadap PDRB Kabupaten Maros cukup kecil. Pada tahun 2016 kontribusi
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terhadap PDRB sebesar 0,95 %, kemudian meningkat hingga mencapai 1,57 %
pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan sektor pertanian, maka kontribusi
subsektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian cukup besar. Pada tahun
2016 kontribusi subsektor perikanan sebesar 6,27 % kemudian meningkat hingga
menjadi 8,46 % pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan
produksi pada perikanan budidaya yang cukup signifikan.

Gambaran kontribusi subsektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB
Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.34

Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.27 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau
jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.
Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan
barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan
dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang.
Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan
penjual

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maros mengalami
trend peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
kontribusi sektor perdagangan sebesar 2,56 % kemudian meningkat hingga
mencapai 3,53 % pada tahun 2020. Cukup pesatnya peningkatan kontribusi dari

sektor perdagangan terhadap PDRB disebabkan tumbuhnya usaha-usaha ekonomi
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kretaif selama tahun 2020 akibat penutupan perusahaan ataupun tempat-tempat
usaha berskala besar. Selain itu banyaknya bantuan pemerintah yang diberikan
kepada usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah juga memberikan peranan yang
cukup signifikan terhadap sektor perdagangan di Kabupaten Maros.

Gambaran kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maros
tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.35
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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2.2.2.28 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan
pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan
menggunakan keterampilan dan tenaga dan penggunaan alat-alat di bidang
pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri
umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi
kebutuhan (ekonomi) vyang berhubungan dengan bumi, vyaitu pertanian,
perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan
trend yang berfluktuatif namun cenderung menurun selama tahun 2016 hingga
tahun 2020. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 18,17 % kemudian meningkat
sebesar 18,37 % apda tahun 2017. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri
menurun hingga mencapai 17,09 % dan pada tahun 2019 kembali menurun
sebesar 16,40 % . pada tahun 2020 kontribusi sektor industri meningkat pesat

hingga mencapai 18,94 %.
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Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 kontribusi sektor inudstri menurun
disebabkan lesunya industry Peningkatan kontribusi sektor industry pada tahun
2020 sangat dipengaruhi oleh produksi industri besar seperti Semen Bosowa dan
Pabrik Teh Gelas. Sedangkan pada tahun 2020 sektor industri mengalami
peningkatan diakibatkan tumbuhnya industri-industri kecil yang baru, sedangkan
industri-industri besar banyak yang berhenti beroperasi selama pandemi covd-19
tahun 2020.

Grafik 2.36
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.29 Pertumbuhan Industri

Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan
kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan
distribusinya sebagai dasarnya.Tipe industri di Kabupaten Maros umumnya dalah
industri menengah dan kecil. Jumlah industri setiap tahunnya berfluktuasi.

Pada tahun 2016 jumlah industri di Kabupaten Maros sebanyak 322 industri,
kemudian berkurang menjadi 308 industri pada tahun 2017 dan pada tahun 2018
sebanyak 314 industri. Pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah industri hingga
menjadi 179 inudstri kemudian bertambah menjadi 276 pada tahun 2020.
Pertumbuhan industri di Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2020
menunjukkan angka yang berfkutuatif. Penurunan jumlah industri pada tahun
2019 disebabkan pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal

terhadap industri kecil yang masih aktif.
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Gambaran pertumbuhan industri Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.37
Pertumbuhan Industri (%) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : DMPTSP Kab. Maros, 2021

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan
jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki
disiplin dan sportivitas tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan
olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi bangsa melalui
pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.39
Perkembangan Kesenian dan Olahraga Kabupaten Maros
Kabupaten Maros Tahun 2020

Mandai 2 -

Moncongloe - -
Maros Baru
Marusu
Turikale

Lau

Bontoa
Bantimurung
Simbang
Tanralili - -
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11 | Tompobulu - - 1 -
12 | Camba - - 1 -
13 Cenrana - - 1 -
14 | Mallawa - - 1 -

JUMLAH 14 1 27 -

Sumber : Dispora dan Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1 Pendidikan
2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani.
Pada tahun 2016 pendidikan anak usia dini Kabupaten Maros sebesar 36,74 %
dengan jumlah siswa sebanyak 7.795 orang, kemudian pada tahun 2019
meningkat hingga mencapai 38,02 % dengan jumlah siswa sebanyak 8.169. Pada
tahun 2020 terdapat pendurunan anak yang mengikuti pendidikan usia dini,
jumlah siswa pada tahun 2020 sebanyak 11.432 orang dengan persentase sebesar
53,23 %.
Secara umum partisipasi anak-anak pada pendidikan anak usia dini sangat
kurang, rata-rat anak yang mengikuti hanya 8 ribu anak dari 21 ribu penduduk usia
4-6 tahun. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menganggap
pendidikan usia dini tidaklah penting sehingga banyak anak-anak yang memulai
tahap pendidikan langsung pada tingkat dasar (SD).

Tabel 2.40
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah siswa pada 7.795 8.008 8.088 8.169  11.432
jenjang TK/RA/PA

2 Jumlah anak usia4-6 21.214 21.318 21.408 21.486 21.475
tahun

3 Pendidikan Anak Usia 36,74 37,56 37,78 38,02 53,23

Dini (PAUD) (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021
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Tabel 2.41
Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Per Kecamatan Tahun 2020

JUMLAH PESERTA DIDIK

o) KECAMATAN
1 Bantimurung 488 351 839
2 | Camba 261 191 452
3 Cenrana 284 289 573
4 lau 416 291 707
5 | Mallawa 444 303 747
6  Mandai 475 330 805
7 Maros Baru 507 379 886
8 | Bontoa 542 410 952
9 Marusu 558 377 935
10 Moncongloe 519 315 834
11 Simbang 410 346 756
12  Tanralili 611 573 1184
13 Tompobulu 280 216 496
14  Turikale 734 532 1266
JUMLAH 6.529 4.903 11.432

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021
2.3.1.1.2 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase siswa pada tingkat akhir pada setiap
jenjang pendidikan yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka kelulusan
untuk tingkat pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana
pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan persentase diatas 99 %. Hal ini
menunjukkan bahwa hamper seluruh siswa dapat memahami materi pendidikan
yang diberikan, walaupun pada tahun 2020 akibat adanya pendemi COVID-19,
ujian kelulusan untuk seluruh tingkatan pendidikan dsar ditiadaka, dimana tingkat

kelulusan hanya berpatokan kepada nilai angka tertinggi yang diperoleh siswa

tersebut.
Tabel 2.42
Angka Kelulusan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1  Jumlah kelulusan pada
. 6.732 6.847 6.666 6.750 6.820
jenjang SD/MI
2 Jumlah siswa tertinggi
pada jenjang SD/MI 6.756 6.851 6.751  7.040  6.841
pada tahun sebelumnya
5 ALSD/MI 99,64 99,94 98,74 95838 99,69
6 Jumlahkelulusanpada o100 poa5 6284 6367 6430
jenjang SMP/MTs ’ ’ ' :
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No  Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
7 Jumlah siswa tertinggi

padajenjang SMP/MTs 6269  6.241 6.293 6374  6.434
pada tahun sebelumnya

8 ALSMP/MTs 99,11 99,92 99,86 99,89 99,94

9 AL MAROS 99,38 99,93 99,30 97,89 99,82
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.3 Angka Pendidikan Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah
penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kabupaten MAros pada tahun
2017 sebesar 57,93 %, kemudian meningkat hingga mencapai 63,73 % pada tahun
2019. Pada tahun 2020 terdapat peurunan APT dengan persentase sebesar 57,53
%.

Penurunan APT pad atahun 2020 disebabkan adanya migrasi penduduk
yang cukup tinggi yang terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota
makassar, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Marusu. Hal ini dapat
terlihat dengan jumlah penduduk 15 tahun yang memiliki pendidikan pada tahun
2020 sebesar 166.446 orang, meningkat dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.43
Angka Pendidikan Ditamatkan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penduduk
berumur 15 tahun
keatas menurut
tingkat pendidikan
tertinggi yang di
tamatkan

2 | Jumlah Penduduk 15
tahun keatas

3  Angka Pendidikan
Yang Ditamatkan

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

- 142.621 149.049 160.973 166.446

242.790 246.179 249.456 | 252.588 289.309

= 57,93 59,75 63,73 57,53

2.3.1.1.4 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting
dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan
sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan
guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk

memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat Pendidikan Dasar. Data
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ketersediaan sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Maros tahun

2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Jumlah Sekolah SD, SMP, Ml dan MTs
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 SD 286 260 260 237 264
2 SMP 115 73 73 69 76
3 Ml 28 28 28 28 28
4 MTs 44 44 44 46 46
JUMLAH 473 405 405 380 414

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.45
Jumlah Sekolah SD, SMP, Ml dan MTs Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Mandai 19 7 3 3
2 | Moncongloe 8 5 1 2
3  Maros Baru 18 6 1 3
4 Marusu 14 4 3 4
5  Turikale 26 8 3 5
6 Lau 16 6 1 5
7 Bontoa 25 6 2 2
8 | Bantimurung 27 6 3 5
9 Simbang 19 4 3 4
10 | Tanralili 20 3 2 3
11  Tompu Bulu 14 6 3 6
12 Camba 21 6 1 2
13 Cenrana 20 5 1 1
14  Mallawa 17 4 1 1
Maros 264 76 28 46

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan

kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) pada tahun 2016,
menunjukkan bahwa untuk setiap gedung sekolah menampung sekitar 123 jumlah
penduduk usia 7-12 tahun, dengan rata-rata 23 orang per kelas. Rasio ini
menunjukkan trend yang fluktuatif selama tahun 2016-2020. Hingga tahun 2020,
rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) sebesar 1 : 145, dengan rata-rata 24 orang

per kelas. Rasio ketersediaan SD tahun 2020 sedikit lebih tinggi dikarenakan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I-73



RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

adanya regrouping yang dilakukan pada tahun 2019, dimana terdapat beberapa
sekolah yang dipisahkan dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Secara umum
ketersediaan SD tahun 2020 di Kabupaten Maros masih cukup memadai dari segi

jumlah sehingga tidak terjadi penumpukan siswa pada sekolah (over kapasitas).

Sebaliknya untuk sekolah SMP masih diperlukan penambahan gedung
sekolah, dikarenakan jumlah sekolah sangat sedikit dibandingkan jumlah
penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan SMP
sebesar 1 : 214, artinya 1 gedung sekolah menampung sekitar 214 penduduk usia
13-15 tahun, dengan rata-rata 71 orang per kelas. Rasio ini cenderung meningkat
selama lima tahun terakhir dengan trend berfluktuatif. Rasio tertinggi pada tahun
2019 dengan 1 : 119, kemudian menurun 1 : 109 pada tahun 2020, dengan rata-
rata 109 orang per kelas. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 124 orang, disisi
lain jumlah Gedung SMP justru mengalami penurunan dari 159 gedung sekolah di

tahun 2016 menjadi 122 gedung pada tahun 2020.

Penurunan jumlah sekolah baik itu SD/MI maupun SMP/MTs, disebabkan
adanya penggabungan beberapa sekolah menjadi satu sekolah. Penggabungan ini
dilakukan karena jarak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya yang cukup

dekat sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di tempat tersebut sangat sedikit.

Secara keseluruhan, ketersediaan sekolah di jenjang SD sudah cukup
memadai, namun tidak demikian halnya dengan ketersediaan sekolah tingkat
SMP. Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah
Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

SD/MI
1 | Jumlah Gedung
Sekolah

2 | Jumlah Penduduk
Kelompok Usia7—-12 38.661 38.829 39.085 41.474 42.368

260 288 288 265 292

Tahun
3 Rasio SD/MI 0,008 0,007 0,007 0,006 0,007
1:123  1:135  1:149  1:175  1:145
SMP / MTs
4 Jsir;‘;fahh SEEMIE 117 117 115 122
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5 | Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 13 — 24.621 24.690 24.590 24.690 24.745
15 Tahun

6 Rasio SMP/MTs 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003

1:214 1:338 1:337 1:358 1:326

7 Rasio Ketersediaan
Sekolah dan
Penduduk

Pendidikan Dasar
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

0,006 0,005 0,005 0,004 0,005

Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan Gedung sekolah, kondisi fasilitas pendidikan juga
merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan.
Sekolah SD/MI maupun SMP/MTs dalam kondisi baik, meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2016 jumlah kondisi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dalam keadaan
baik sebesar 91,47% kemudian meningkat hingga mencapai 95,59% pada tahun
2020. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan utamanya sarana dan
prasarana sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan
Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Kondisi sekolah SD/MI dan
SMP/MTs di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2016- 2020 disajikan pada tabel
berikut :

Tabel 2.47
Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah sekolah pendidikan 290 275 254 226 281
SD/MI kondisi baik

2 Jumlah sekolah seluruh SD/MI 314 288 263 237 292
Sekolah SD/MI dalam kondisi = 92,66 95,38 96,54 95,39 96,23
baik (%)

3 Jumlah sekolah pendidikan 145 109 111 108 117
SMP/MTs kondisi baik

4 Jumlah sekolah seluruh 159 117 117 115 122
SMP/MTs
Sekolah SMP/MTs dalam 90,28 90,27 93,15 91,89 94,95

kondisi baik (%)
Total Sekolah dalam Kondisi 91,47 92,83 94,85 93,64 95,59
Baik (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar

per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid Kabupaten

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-75



RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada
tahun 2016 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar
0,073 artinya terdapat 746 guru untuk setiap 10.000 murid atau 1 orang guru
menangani 13 orang murid. Pada tahun 2020, rasio guru terhadap murid
mencapai 0,074 artinya terdapat 711 guru untuk setiap 10.000 orang murid atau 1

guru menangani 14 orang murid.

Secara umum kondisi rasio guru terhadap murid di Kabupaten Maros
tergolong ideal (baik), dikarenakan rasio guru terhadap murid yang seimbang
adalah 1 orang guru berbanding 20 murid. Rasio guru terhadap murid SD/MI dan
SMP/MTs di Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016- 2020 disajikan
pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

| SD
1  Jumlah Guru 2.695 2.375 2.358 2.270 2.873
2 Jumlah Murid 35.227 35.441 35.578 40.163 43.481
3  Rasio 0,077 0,067 0,066 0,057 0,054
1:13 1:15 1:15 1:18 1:15
Il SMP
1  Jumlah Guru 1.152 1.103 1.058 1.074 1.686
2 Jumlah Murid 16.349 16.346 16.333 20.208 20.656
3 Rasio 0,070 0,067 0,065 0,053 0,082
1:14 1:15 1:15 1:19 1:12
Rasio Guru/Murid
Sekolah Pendidikan 0,073 0,067 0,066 0,055 0,074

1:13 1:15 1:15 1:18 1:14
Dasar

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.49
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Mandai 311 5.487 0,057 163 2.492 0,065 0,059
2 Maros Baru 182 3.180 0,057 120 1119 0,107 0,070
3 Bontoa 225 3.381 0,067 113 1329 0,085 0,072
4 Bantimurung 300 3.628 0,083 163 1.459 0,112 0,091
5 Tanralili 199 3.419 0,058 88 2.347 0,037 0,050
6 Camba 181 1.333 0,136 103 1.927 0,053 0,087
7 Mallawa 132 1.358 0,097 55 836 0,066 0,085
8 Moncongloe 102 2.057 0,050 77 1.775 0,043 0,047
9 Turikale 372 6.336 0,059 208 1.773 0,117 0,072
10 | Marusu 193 3.788 0,051 102 1021 0,100 0,061
11  Lau 190 3.364 0,056 225 1630 0,138 0,083
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12 Simbang 197 2.890 0,068 110 1370 0,080 0,072
13  Tompobulu 139 2.045 0,068 82 962 0,085 0,073
14  Cenrana 150 1.575 0,095 77 616 0,125 0,104

Maros 2.873 43.841 0,066 1.686 20.656 0,082 0,071

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.8 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah
guru, siswa dengan jumlah kelas atau kelompok belajar. Indikator ini mempunyai
kegunaan untuk mengetahui rata-rata daya tampung guru dan siswa dalam satu

kelas.

Rasio guru/murid terhadap kelas rata-rata di Kabupaten Maros
menunjukkan angka yang terbilang ideal, dimana daya tampung per kelas
maksimal 32 murid, kecuali pada tahun 2019 daya tampung mencapai 37 murid
per kelas sebagai akibat dilakukannya regrouping. Berdasarkan data tahun 2016-
2020, jumlah guru sekolah Pendidikan dasar per kelas rata-rata 1 sampai 2 orang,
dengan jumlah murid per kelas antara 23 sampai 33 orang. Hal ini berarti
ketersediaan ruang kelas sudah cukup memadai dengan jumlah guru dan murid
yang ada. Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Maros kurun waktu
tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah guru pendidikan dasar 3.847 3.478 3.416 3.344  3.510
2 Jumlah murid pendidikan dasar = 51.576 51.787 51.911 60.371 64.137
3 Jumlah Kelas 2.229 1.947 1.797 1.629 1.980
4  Jumlah Guru sekolah
pendidikan dasar per kelas
5  Jumlah murid pendidikan dasar
per kelas
6  Rasio Guru/Murid Per Kelas
rata-Rata Pendidikan Dasar
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

1,73 1,79 1,90 2,05 1,77
23,14 26,60 28,89 37,06 32,39

0,075 0,067 0,066 0,055 0,055

Pada tahun 2020, rasio guru/murid per kelas rata-rata tertinggi berada di
Kecamatan Mallawa dengan nilai 0,104 untuk setiap 1.000 guru/murid/kelas. Hal
ini berarti terrdapat 104 guru untuk setiap 1000 murid atau untuk 1 guru

menangani 9 sampai 10 orang murid per kelas rata-rata. Sedangkan rasio
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terendah berada di Kecamatan Bantimurung dengan rasio 0,047 untuk setiap
1.000 guru/murid/kelas, yakni 1 guru untuk setiap 21 murid per kelas rata-rata.
Secara umum rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Kabupaten
Maros sudah cukup memadai. Kondisi rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap

kecamatan di Kabupaten Maros tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar
Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

Mandai 474 7.979 153 3 52 0,059
Moncongloe 302 4.299 69 4 62 0,070
Maros Baru 338 4,710 132 3 36 0,072
Marusu 463 5.087 114 4 45 0,091
Turikale 287 5.766 198 1 29 0,050
Lau 284 3.260 120 2 27 0,087
Bontoa 187 2.194 180 1 12 0,085
Bantimurung 179 3.832 198 1 19 0,047
Simbang 580 8.109 144 4 56 0,072
Tanralili 295 4.809 141 2 34 0,061
Tompu Bulu 415 4,994 120 3 42 0,083
Camba 307 4.260 150 2 28 0,072
Cenrana 221 3.007 141 2 21 0,073
Mallawa 227 2.191 120 2 18 0,104

Maros 4.559 64.497 1.980 2 33 0,071

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti,
menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian
teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan
berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan
pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat
mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang
mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam

masyarakat yang lebih luas.

Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2016, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar
95,55%, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 99,66%. Hal ini
menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten

Maros telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.
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Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di
Kabupaten Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia
tersebut telah mengenyam pendidikan terkahir setingkat SD, dimana pada
tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa diwajibkan memiliki kemampuan baca
tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun selama kurun
waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Banyaknya penduduk usia 15-24  61.200 62.400 62.800 64.706 64.707
yang melek huruf
2 Banyaknya penduduk usia 15-24  64.049 64.425 64.655 64.732 64.733
3  Angka Melek Huruf Penduduk 95,55 96,86 97,13 99,96 99,96
usia 15-24 Tahun (Perempuan
dan Laki-Laki)
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.10 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun adalah jumlah
penduduk berumur diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan
lancar dan jelas. Seperti halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24
tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Maros juga
menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 angka melek huruf
sebesar 99,99% kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 dengan persentase
sebesar 99,80%. Penurunan ini disebabkan terdapat beberapa orang penduduk
usia 75 tahun keatas yang tidak memiliki kemampuan baca tulis dan tidak dapat
lagi mengikuti pendidikan kesetaraan disebabkan umur dan kondisi fisik yang tidak
memungkinkan. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun
selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penduduk berusia = 242.766 246.130 248.932 250.643 254.604
> 15 tahun

2 Jumlah penduduk berusia = 242.790 246.179 249.456 @ 252.588 255.114
> 15 tahun melek huruf

3  Penduduk Usia > 15 99,99 99,98 99,79 99,23 99,80
tahun melek huruf (Tidak
Buta Aksara)

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021
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2.3.1.1.11 Guru Yang Memenubhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-1V adalah tingkat pendidikan setiap
guru yang telah menempuh jenjang S1 dan D-IV. Pada tahun 2016 jumlah guru
yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 22,61 %. Sedangkan pada tahun 2020
meningkat hingga mencapai 88,87 %. Terdapat peningkatan kualifikasi guru yang
memenuhi S1/D-IV, walaupun terdapat pengurangan jumlah guru secara
keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD/MI dan guru
SMP/MTs berijazah S1/D-IV.

Tabel 2.54
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi $1/D-IV
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D- 870 2236 3192 2862 3119

v
Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) 3.847 @ 3.478 @ 3.416 3.344 3.510
Guru Yang Memenubhi Kualifikasi S1/D- 22,61 64,28 93,43 85,58 88,87
v

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan
masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan
meningkatnya Angka harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih
dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah

diakses oleh masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang
dipraktakkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan
seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang mampu menolong
dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam

mewujudkan kesehatan masyarakat.
2.3.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir
hidup per 1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2016
sebesar 991,68 bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian meningkat
menjadi 996,89 kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2020. Hal ini
menunjukkan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi kesehatan
ibu mengandung cukup baik sehingga angka kematian bayi dapat ditekan. Dengan

demikian angka kelahiran hidup bayi cukup tinggi. Beberapa intervensi yang
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dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan peningkatan gizi, baik pada ibu yang
mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat kecukupan
bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di tingkat kecamatan terus
mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka kelangsungan hidup bayi

selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.38
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

AKBH
996,89
955,81
593,74
997,91
991,68
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun
pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu
(termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita Kabupaten Maros pada tahun
2020 sebesar 3 balita per 1000 anak umur 0-4 tahun, dengan jumlah balita yang
meninggal sebanyak 23 orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang
cukup signifikan jika dilihat dari angka kematian bayi pada tahun-tahun
sebelumnya. Dimana pada tahun 2016, Angka Kematian Balita sekitar 9
balita/1000 kelahiran hidup, dengan jumlah balita yang meninggal sekitar 50

orang.

Penurunan angka kematian balita ini disebabkan program pemberian gizi
dan imunisasi yang lengkap kepada balita berjalan dengan baik, dimana ibu dan
balita tersebut diberikan akses yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Kabupaten
Maros untuk mendapatkan imunisasi lengkap serta gizi tambahan melalui

pelayanan di puskesmas maupu di posyandu. Gambaran perkembangan angka
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kematian bayi Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kematian balita (berumur
kurang dari 5 tahun) pada satu 50 42 41 34 23
tahun tertentu

2 Jumlah kelahiran hidup pada satu
tahun tertentu

3  Angka Kematian Balita Per 1000
Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

5650 5.638 7.192 7.153 7.511

8,85 7,45 5,70 4,76 3,11

2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang
terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setalah
dilahirkan. Umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir,
yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama

kehamilan.

Kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kelahiran dengan
kelahiran sebelumnya kurang dari 12 bulan. Di samping itu bayi lahir dengan berat
badan kurang dari 2500 gram juga beresiko mengalami kematian neonatal. Untuk
mengurangi resiko terjadinya kematian neonatal perlu dilakukan pembinaan dan
intervensi pada ibu hamil yang berpendidikan rendah, serta pembinaan untuk

mengatur jarak kelahiran lebih dari 12 bulan.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Maros menunjukkan penurunan
yang cukup signifikan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
AKN sebesar 6 balita setiap 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah bayi yang
meninggal sebanyak 34 bayi. Sedangkan pada tahun 2020, AKN Kabupaten Maros
sekitar 2-3 balita per 1.000 kelahiran, dengan jumlah bayi yang meninggal
sebanyak 21 bayi. Perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Maros
selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kematian bayi (berumur
kurang dari 1 Bulan) pada satu 34 33 32 21 21
tahun tertentu
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2 Jumlah kelahiran hidup pada satu
tahun tertentu
3  Angka Kematian Neonatal Per 1000
Kelahiran Hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

5650 5.638 7.192 7.153 7.511

6,02 5,85 4,45 2,98 2,82

2.3.1.2.4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan
masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembianaan teknis dari petugas
kesehatan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya
manusia sejak dini. Keberadaan Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat,
maka diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Idealnya satu posyandu melayani tidak lebih dari 100 balita.

Jumlah posyandu di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama
kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2106 jumlah posyandu sebanyak 395
unit, kemudian meningkat hingga mencapai 506 unit pada tahun 2020.
Berdasarkan data rasio posyandu yang terlihat pada tabel di bawah, maka
diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah posyandu di kabupaten Maros sudah
cukup ideal, dimana 1 posyandu dapat melayani 83 balita (11,99 posyandu per
1.000 orang balita).

Meningkatnya rasio posyandu disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros
bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK aktif melakukan pendirian posyandu-
posyandu di daerah pedesaan, utamanya yang cukup sulit terjangkau oleh
pelayanan puskesmas. Selain melakukan pendirian Posyandu, Pemerintah
bersama PKK juga aktif melakukan perekrutan kader posyandu yang akan
melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan rasio posyandu per
satuan balita Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.57
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah posyandu 395 399 404 496 506
2 Jumlah balita 49.670 50.216  42.238  42.238  42.238
3 Rasio Posyandu Per
Satuan Balita
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

7,95 7,95 9,56 11,75 11,99

2.3.1.2.5 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik Kabupaten Maros
selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan.
Meningkatnya rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik
menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan semakin meningkat. Berdasarkan rasio
tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten
Maros, baik melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun melalui poliklinik
yang dikelola oleh swasta dapat menjangkau hampir seluruh penduduk Kabupaten

Maros.

Pada tahun 2016 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik sebesar 0,00012,
dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 40 unit, artinya untuk 1
unit puskesmas/pustu/poliklinik melayani sekitar 8.572 orang penduduk. Pada
tahun 2020 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik kemudian meningkat menjadi
0,00014, dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 54 unit. Angka
ini menunjukkan bahwa untuk 1 unit melayani 7.255 orang penduduk.
Perkembangan rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik per satuan
penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah Puskesmas, Pustu, 40 40 48 51 54
Poliklinik

2 Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774

3  Rasio Puskesmas, Pustu, 0,00012 0,00012 0,00014 0,00014 0,00014
Poliklinik Per Satuan 1:8572 1:8660 1:7288 1:6924 1:7255
Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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Tabel 2.59
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Mandai 1 1 8
2 Moncongloe 1 1 0
3 Maros Baru 1 1 0
4 Marusu 1 2 1
5 Turikale 1 1 7
6 Lau 1 0 0
7 Bontoa 1 3 0
8 Bantimurung 1 2 1
9 Simbang 1 2 1
10 Tanralili 1 1 5
11 Tompobulu 1 4 0
12 Camba 1 1 0
13 Cenrana 1 2 0
14 Mallawa 1 4 0

Maros 14 25 15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
2.3.1.2.6 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun
2020 tidak mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2 unit. Disisi lain jumlah
penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, secara umum jumlah
penduduk yang harus dilayani oleh setiap rumah sakit yang tersedia semakin
bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk pada

tahun 2020 sedikit menurun meskipun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, maka terlihat bahwa 1 rumah
sakit melayani 195.887 penduduk Kabupaten Maros dengan rasio sebesar 0,005
Rumah Sakit per 1.000 penduduk. Dengan banyaknya penduduk yang harus
dilayani, maka diperlukan peningkatan kapasitas atau tipe rumah sakit sehingga
jumlah penduduk yang terlayani dapat lebih ditingkatkan. Perkembangan rasio
rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2016-
2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 2 2
2 Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3 Rasio Rumah Sakit Per 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005
Satuan Penduduk (per
1000)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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Tabel 2.61
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Mandai 1 -
Moncongloe - -
Maros Baru = =
Marusu - -
Turikale 1 -
Lau - -
Bontoa = =
Bantimurung - -
Simbang = =
Tanralili - -
Tompu Bulu - -
Camba - -
Cenrana = =
Mallawa - -

Maros 2 0
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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2.3.1.2.7 RasioTenaga Medis Per Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar
ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.
Tenaga medis yang dimaksud dalam hal ini adalah Dokter, Dokter Spesialis, dan
Dokter Gigi.

Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 106
orang dengan rasio 0,31 tenaga medis untuk 1.000 penduduk. Jumlah tenaga
medis tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 0,57 orang untuk 1.000
penduduk pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 rasio tenaga medis menurun
hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000 penduduk. Berdasarkan rasio tenaga
medis per jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 untuk setiap 1
orang tenaga medis melayani sekitar 2.511 penduduk.

Penurunan jumlah tenaga medis pada tahun 2020 disebabkan adanya
beberapa tenaga medis utamanya dokter spesialis yang berstatus kontrak, dan
pada tahun 2020 kontraknya telah habis, selain itu terdapat juga dokter yang
pensiun pada tahun tersebut. Perkembangan rasio tenaga medis Kabupaten

Maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.62
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah tenaga medis 106 95 147 200 156

2  Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3  Rasio tenaga medis per
Satuan Penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

0,00031 0,00027 0,00042 0,00057 0,0004

Tabel 2.63
Jumlah Tenaga Medis per Kecamatan Kabupaten Maros 2020

Dokter Dokter Dokter Dokter Dokter Jumlah
Nama Unit Spesialis | Spesialis | Spesialis .. Gigi (per
Dasar Penunjang | Lainnya Spesialis  Unit)
1 Mandai 0 0 0 2 0 2
2  Moncongloe 0 0 0 1 0 1
3  Maros Baru 0 0 0 3 0 3
4  Marusu 0 0 0 3 0 3
5  Turikale 0 0 0 3 0 3
6 | Lau 0 0 0 2 0 2
7 Bontomarannu 0 0 0 2 0 2
8  Bantimurung 0 0 0 2 0 2
9  Simbang 0 0 0 2 0 2
10 | Tanralili 0 0 0 1 0 1
11 Tompobulu 0 0 0 2 0 2
12 | Camba 0 0 0 1 0 1
13 Cenrana 0 0 0 1 0 1
14 Mallawa 0 0 0 1 0 1
15 RSUD
Salewangang 9 11 62 22 8 112
Maros
16 | RS AU Dr. Dod
Sardlioto y 7 3 5 3 0 18
JUMLAH 16 14 67 51 8 156

Sumber : BPPSDMK Kemenkes, 2021

2.3.1.2.8 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang
memiliki komplikasi kebidanan pada tahun tertentu yan kemudian ditangani oleh
tenaga kesehatan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan
tren peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
sebesar 53,82% kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 100%.
Peningkatan ini disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang

dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan
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sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi
dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.64
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah komplikasi kebidanan yang
mendapat penanganan difinitif di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah ibu dengan komplikasi
kebidanan di satu wilayah kerja 1.256 1.269 1.580 1.153 1.312
pada kurun waktu yang sama

3  Cakupan Komplikasi Kebidanan
Yang Ditangani

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

676 835 994 1.153 1.312

53,82 65,80 62,91 100,00 100,00

2.3.1.2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten
Maros pada tahun 2016 sebanyak 5.630 orang, dengan sasaran ibu bersalin
sebanyak 5.998 orang. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 sebesar
93,86%. Cakupan tersebut kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 94,72%
dengan jumlah ibu bersalin yang dapat ditolong sebanyak 7.328 orang dari 7.736

sasaran.

Seperti halnya indikator cakupan komplikasi kebidanan yang dapat
ditangani, peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya
pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas
kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di
Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.65
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah ibu bersalin yang 5.630 5.637 6.037 7.510 7.328
ditolong oleh tenaga kesehatan
di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah seluruh sasaran ibu 5998 6.057 7.552 7.511 7.736
bersalin di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama

3 Cakupan Pertolongan 93,86 93,07 79,94 99,99 94,72
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Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan Yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah
jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada
bayi (usia 0-11 bulan), ibu hamil, wanita subur dan anak sekolah tingkat dasar.
Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio,

4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak.

Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros pada tahun 2018 telah
mencapai 100%. Dimana dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, seluruhnya telah
mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah
tingkat dasar). Namun pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 91,26%,
bahkan pada tahun 2020 cakupan UCI hanya sebesar 67,96%.

Penurunan cakupan ini disebabkan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019
dan 2020 tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia sehingga tidak semua bayi
yang lahir pada tahun tersebut dapat diimunisasi.

Tabel 2.66
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah desa/kelurahan UCI 85 82 103 94 70
2 Jumlah seluruh desa/kelurahan 103 103 103 103 103
3  Cakupan Desa/Kelurahan 82,52 79,61 100,00 91,26 67,96

Universal Child Unit (UCI)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.11 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Maros sejak
tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 100 %. Pada tahun 2016, terdapat 6 kasus
balita gizi buruk, kemudian menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2020. Seluruh
kasus gizi buruk yang ditemukan telah ditangani dan mendapatkan perawatan

sesuai kondisi yang ada.

Perkembangan jumlah balita gizi buruk yang ditemukan serta cakupan
balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Maros tahun 2016-2020
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.67
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
____________ Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
“No  Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1  Jumlah balita gizi buruk 6 6 11 6 3
mendapat perawatan di
sarana pelayanan kesehatan
pada kurun waktu tertentu
2 Jumlah seluruh balita gizi 7 6 11 6 3
buruk yang ditemukan di satu
wilayah kerja dalam waktu
yang sama
3 Cakupan Balita Gizi Buruk 85,7 100,00 100,00 100,00 100,00
Yang Mendapat Perawatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.12 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak menunjukkan
tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 113,96%
disebabkan adanya anak usia 1 tahun yang berasal dari daerah lain yang ikut
diimunisasi. Sedangkan pada tahun 2020 persentase cakupan anak usai 1 tahun
yang telah diimunisasi campak sebesar 93,82%.

Tabel 2.68
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
'No  Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah anak usia 1 tahun
yang mendapat imunisasi 6.711 13.194 13.724 13.945 13.800
campak pada suatu wilayah
selama 1 tahun
2 Jumlah anak usia 1 tahun
pada wilayah dan tahunyang 5.889 @ 14.483 14.446 14.582 14.709
sama
3 Persentase Anak Usia 1 113,96 91,10 95,00 95,63 93,82
Tahun Yang Diimunisasi
Campak
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.13 Persentase Non Polio Rate

Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah pengamatan yang dilakukan
pada semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada usia < 15 tahun yang merupakan
kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Untuk mengukur sensifitas
penemuan kasus AFP, maka ditetapkan indikator Non Polio AFP Rate per 100.000

anak berusia kurang dari 15 tahun per tahun.
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Non polio rate Kabupaten Maros per 100.000 penduduk berumur kurang
dari 15 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami banyak
perubahan. Dimana kasus non polio yang ditemukan dilaporkan hingga tahun
2019 sebanyak 2 kasus kemudian 1 kasus pada tahun 2020. Dengan demikian

dapat dikatakan non polio rate sebesar 0 kasus untuk 100.000 penduduk.

Hal ini disebabkan hampir seluruh bayi di Kabupaten Maros telah diberikan
imunisasi yang lengkap, sehingga bayi-bayi tersebut memiliki antibodi yang cukup
dan kuat terhadap virus polio. Selain itu penyuluhan oleh kader posyandu dan
puskesmas juga memegang pernanan penting, dengan adanya informasi yang
diterima masyarakat, maka kesadaran masyarakat juga akan semakin tinggi untuk
melakukan imunisasi.

Tabel 2.69
Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kasus SFP non polio 2 2 2 2 1
yang dilaporkan

2 | Jumlah penduduk <15 100.100 100.204 100.366 10.533 10.586
tahun

3 Non Polio Rate Per 0,002 0,002 0,002 0,019 0,009

100.000 Penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.14 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong
udara disalah satu atau kedua paru-paru. Pada balita pneumonia biasanya
didahului gejala selesma berupa demam yang disertai batuk dan pilek, sakit kepala

dan hilang nafsu makan.

Pada tahun 2016 jumlah penderita pneumonia yang ditemukan di
Kabupaten Maros sebanyak 62 kasus dengan cakupan sebesar 4,77%. Kemudian
meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah penderita sebanyak 323 orang
(24,14%). Pada tahun 2020 cakupan balita pneumonia yang ditangani menurun

hingga mencapai 13,50% dengan jumlah penderita sebanyak 182 orang.

Tingginya kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Maros lebih banyak
dialami oleh masyarkat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Pra
Sejahtera) dan berada di kawasan kumuh, dimana masyarakat tersebut berada
pada lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, tempat tinggal yang

berdempetan, sehingga tidak adanya udara sirkulasi udara yang baik.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-91



RPJIMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Tabel 2.70
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penderita pneumonia yang 62 96 102 323 182
ditangani di suatu wilayah kerja
pada kurun waktu 1 tahun

2 | Jumlah perkiraan penderita 1.300 1.313 1.326 1.338 1.350
pneumonia balita di suatu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama

3  Cakupan balita pneumonia yang 4,77 7,31 7,69 24,14 13,50
ditangani

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.15 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Secara umum jumlah penyakit baru TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten
Maros menujukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020.
Jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 308 kasus kemudian menurun hingga
mencapai 251 kasus pada tahun 2020. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA tahun 2016 sebesar 20,03% dan pada tahun 2020
sebesar 27,30%.

Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan
deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di
puskesmas dan puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan
pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada
orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin
menurun setiap tahunnya.

Tabel 2.71
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penyakit baru TBC BTA (+) 308 306 305 398 251
yang ditemukan dan diobati di satu
wilayah kerja selama 1 tahun

2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC = 1.538 1.521 1.475 984 921
BTA (+) dalam kurun waktu yang
sama

3  Cakupan Penemuan dan Penanganan 20,03 20,12 20,68 40,45 27,30
Penderita Penyakit TBC BTA

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.16 Tingkat Prevalensi Tuberklosis

Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan baktari

yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak
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diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi

berbahaya hingga kematian.

Prevalensi tuberklosis Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 103,82 kasus
per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 1.033 kasus.
Kasus TBC pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 116,46 kasus per 100.000

penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 456 orang.

Seperti halnya pneumonia, penyakit TB sangat ditentukan oleh kondisi
lingkungan tempat tinggal dan pola hidup masyarakat. Masih tingginya kasus TB di
Kabupaten Maros disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat
terhadap penyakit TB yang dapat menular dan kurangnya kewaspadaan terhadap
kejadian TB, sehingga banyak masyarakat yang yang menderita TB yang tidak
diketahui atau terlambat diketahui. @ Walaupun demikian, telah dilakukan
pendeteksian secara dini oleh petugas kesehatan untuk menghambat penularan
serta merujuk penderita dan pengawasan terhadap penderita TBC tersebut.

Tabel 2.72
Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Banyaknya kasus penderita 356 440 1.033 678 456
TB (Baru dan lama)

2 Jumlah penduduk pada 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
kurun waktu yang sama

3 Tingkat Prevalensi 103,82 127,03 295,29 192,10 116,46
Tuberklosis (Per 100.000
Penduduk)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberklosis

Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh TBC menunjukkan tren
yang yang meningkat selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018
tingkat kematian karena tuberklosis sebesar 6,42 orang untuk setiap 100.000
orang penduduk yang diperiksa dengan jumlah TB yang meninggal sebanyak 2
orang. Sedangkan tahun 2020 jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 27
orang dengan tingkat kematian sebesar 6,99 orang untuk setiap 100.000
penduduk. Namun demikian pada tahun 2019 tidak ditemukan pasien TBC yang

meninggal.

Seperti yang telah disebutkan pada tingkat prevalensi TB, tingkat kematian

pada penderita TB cukup tinggi dikarenakan deteksi yang kurang cepat terhadap
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penderita serta pemahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap bahaya
penyakit TB tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penderita yang
terlambat mendapat pertolongan serta perawatan yang intensif.

Tabel 2.73
Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pasien TB yang 22 18 15 0 27
meninggal

2 | Jumlah penduduk pada 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
kurun waktu yang sama

3  Tingkat kematian karena 6,42 5,20 4,29 0,01 6,99
Tuberklosis (Per 100.000
penduduk)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.18 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberklosis di Rumah Sakit
melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah
tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan tuberkolosis merupakan
program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan

termasuk Rumah Sakit.

Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dalam program DOTS
pada tahun 2016 sebesar 30,30 %. Dimana dari 1.538 jumlah pasien yang
diperkirakan, terdapat 466 pasien TB yang mendapat pengobatan melalui DOTS.
Kondisi tahun 2020 jauh meningkat dimana pasien yang diobati sebanyak 458 dari

944 pasien orang dengan proporsi 48,52 %.

Rendahnya jumlah pasien rumah sakit diobati melalui program DOTS
disebabkan karena penanganan penderita TBC saat ini lebih banyak diarahkan ke
puskesmas di wilayah kecamatan, sehingga mengurangi beban rumah sakit dalam

pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.74
Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah pasien tuberklosis BTA 466 528 1.063 428 458
yang mendapat pengobatan
melalui DOTS

2 Jumlah pasien baru TB paru dan 1.538 1.521 1.475 984 944
BTA yang diperkirakan ada dalam
wilayah tersebut
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3  Proporsi Jumlah Kasus 30,30 34,71 72,10 43,50 48,52
Tuberklosis Yang Terdeteksi
Dalam Program DOTS
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD atau Dengngue Hemorhagic Fever adalah penyakit yang
dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya
disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang
mata. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya terjadi

melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus.

Jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2016 sebanyak 643 kasus,
kemudian menurun pada tahun 2020 sebanyak 255 kasus. Banyaknya kasus yang
ditemukan diakibatkan gencarnya deteksi dini dan pemeriksaan yang dilakukan
oleh petugas kesehatan di masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di

pemukiman wilayah kumuh.

Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan, sehingga cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD pada selama kurun waktu 2016-2020 mencapai 100%.

Tabel 2.75
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penderita DBD yang 634 253 188 150 255
ditangani sesuai SOP di satu wilayah
kerja selama 1 tahun

2 | Jumlah penderita DBD yang 634 253 188 150 255
ditemukan di satu wilayah dalam
kurun waktu yang sama

3  Cakupan Penemuan dan 100 100 100 100 100
Penanganan Penderita Penyakit
DBD

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.20 Penderita Diare Yang Ditangani

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang lembek
atau cair. Selama tahun 2016 jumlah penderita diare yang ditemukan sebanyak

4.293 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meingkat menjadi sebesar 5.725 kasus.

Dari jumlah kasus penderita diare yang ditemukan tersebut penderita yang

dapat ditangani pada tahun 2016 sebesar 31,58%, sedangkan pada tahun 2020
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sebesar 39,62%. Masih tingginya kasus diare di Kabupaten Maros disebabkan
perilaku hidup masyarakat yang kurang baik serta sanitasi lingkungan yang buruk.

Tabel 2.76
Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah penderita diare yang 4293 4472 4500 11.158 5.715
datang dan dilayani disarana
kesehatan dan kader di suatu
wilayah tertentu dalam waktu 1
tahun
2 | Jumlah perkiraan penderita diare 13.592 13.592 14.167 14.302 14.425
pada satu wilayah tertentu dalam
waktu yang sama (10 % dari angka
keskitan diare x jumlah penduduk)
3  Penderita Diare Yang Ditangani 31,58 3290 31,76 78,02 39,62
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.21 Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau
hewan lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah,
dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit

kuning, kejang, koma bahkan kematian.

Angka kejadian malaria pada tahun 2016 di Kabupaten Maros sebesar 10
kasus per 100.000 penduduk (69 penderita), kemudian pada tahun 2020
meningkat menjadi 20 orang penderita untuk setiap 100.000 penduduk (78 orang

penderita).

Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria
belum terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang
yang sudah sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan
pencegahan seperti menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak
berobat.

Tabel 2.77
Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Penduduk yang menderita 69 193 153 79 78
malaria pada tahun
tertentu

2 Jumlah penduduk pada 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
pertengahan tahun

3  Angka Kejadian Malaria 20,12 55,72 43,74 22,30 20,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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2.3.1.2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria

Proporsi anak balita demam yang diobati dengan ACT (Artemisnin
Combination Therapy) pada tahun 2016, tahun 2018 dan 2019 sebesar 0%.
Dikarenakan dari keseluruhan penderita positif malaria, penyembuhannya tidak
menggunakan metode ACT. Sedangkan pada tahun 2017,dari 193 penderita positif
malaria yang ditemukan jumlah penderikontrasepsita yang diobati menggunakan
ACT sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020, keseluruhan penderita malaria
mendapatkan pengobatan dengan metode ACT sehingga cakupannya sebesar
100%.

Tabel 2.78
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria
Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah penderita diobati 0 1 0 170 0
dengan ACT dalam 1 tahun

2 jumlah Penderita positif 69 193 153 170 180
dalam 1 tahun

3  Proporsi Anak Balita Dengan 0 0,52 0 100 0

Demam Yang Diobati Dengan
Obat Anti Malaria Yang
Tepat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.23 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Jumlah pasien HIV/AIDS Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 7
orang, kemudian meningkat hingga mencapai 20 orang pada tahun 2020.

Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2020 sebesar 0,000051% dari total penduduk.

Pertambahan jumlah penderita ini kemungkinan banyak terjadi pada
kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga
Makassar diduga menjadi penyebab bertambahnya penderita HIV dan AIDS di
Maros. Rata- rata penderita penyakit ini berasal dari kota dan kecamatan yang
berbatasan dengan Makassar.

Tabel 2.79
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pasien HIV dan 7 19 20 20 20
AIDS di satu wilayah kerja
pada kurun waktu

tertentu
2 Jumlah penduduk di satu 342.89 @ 346.383 349.822 353.121 391.774
wilayah kerja pada kurun 0

waktu yang sama
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3  Prevalensi HIV/AIDS Dari 0,0000 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Total Populasi 2 5 7 7 1
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.24 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif
Tentang Bahaya HIV/AIDS

Jumlah penduduk wusia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS pada tahun 2017 di Kabupaten Maros
sebesar 1.067 orang dari 65.149 orang total penduduk usia 15-24 tahun. Dengan
demikian proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang
HIV/AIDS sebesar 1,58%. Kondisi pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan
dibandingkan tahun 2017, dimana dari 67.677 jumlah penduduk usia 15-24 orang,
terdapat 4.812 orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang

HIV/AIDS atau sebesar 7,11%.

Walaupun terjadi peningkatan secara proporsi, hamun secara umum
jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mengetahui pengetahuan yang
komprehensif tentang HIV/AIDS sangat sedikit. Hal ini disebabkan kegiatan
penyuluhan dan informasi tentang HIV/AIDS di Kabupaten Maros sangat terbatas
dan hanya dilakukan pada wilayah kecamatan yang dianggap rawan akan
penyakit tersebut, seperti kecamatan yang berada di wilayah perkotan dan
berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan dan
penyebarluasan infomasi belum dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang
berada di pelosok wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.80
Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif
Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah penduduk usia 15-24 0 1.067 3.024 3.127 4.812
tahun yang mempunyai
pengetahuan komprehensif
tentang bahaya penyakit
HIV/AIDS di satu wilayah pada
waktu tertentu

2 Jumllah penduduk usia 15-24 65.149 67.361 66.466 67.093 67.677
tahun di satu wilayah pada
waktu yang sama

3 Proporsi Jumlah Penduduk 0,00 1,58 4,55 4,66 7,11
Usia 15-24 Tahun Yang
Memiliki Pengetahuan
Komprehensif Tentang
HIV/AIDS

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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2.3.1.2.25 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan
kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang
berlaku. Pada tahun 2016 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar di Kabupaten Maros sebanyak 5.530 orang dengan cakupan sebesar
96,93%. Cakupan pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2016, dimana
dari 7,817 bayi yang lahir terdapat 7.484 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar (95,74%).

Penurunan cakupan ini disebabkan bukan akibat kurangnya pelayanan
ataupun kompisisi vaksin di posyandu dan puskesmas, namun lebih disebabkan
tidak adanya waktu dari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk membawa anaknya ke
posyandu dan puskesmas dikarenakan sebagian besar dari ibu-ibu tersebut
memiliki pekerjaan.

Tabel 2.81
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kunjungan bayi memperoleh = 5.530 5.200 6.173 7.285 7.484
pelayanan kesehatan sesuai standar
di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di 5.705 5.600 7.307 7.285 7.817
satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama

3  Cakupan Kunjungan bayi 96,93 92,86 84,48 100,00 95,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.26 Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang berada di setiap
kecamatan dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan puskesmas Kabupaten Maros
sejak tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian setiap kecamatan di Kabupaten
Maros telah memiliki puskesmas, namun jenis pelayanan yang dapat diberikan
puskesmas tersebut berbeda-beda tergantung dari karaktaristik wilayah
kecamatan dimana puskesmas tersebut berada.

Tabel 2.82
Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah Puskesmas 14 14 14 14 14
2 Jumlah Seluruh Kecamatan 14 14 14 14 14
3  Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
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Tabel 2.83
Jumlah Puskesmas Menurut Jenisnya Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung Bantimurung 1070505 Rawat Inap
2  Bontomarannu Bontoa 1070504 Non Rawat Inap
3 Camba Camba 1070509 Rawat Inap
4  Cenrana Cenrana 1070510 Non Rawat Inap
5 lau Lau 1070503 Rawat Inap
6 Mallawa Mallawa 1070511 Rawat Inap
7  Mandai Mandai 1070498 Rawat Inap
8  Maros baru Maros baru 1070500 Non Rawat Inap
9  Marusu Marusu 1070501 Non Rawat Inap
10 Moncongloe Moncongloe 1070499 Non Rawat Inap
11 Simbang Simbang 1070506 Non Rawat Inap
12  Tanralili Tanralili 1070507 Rawat Inap
13 Tompobulu Tompobulu 1070508 Non Rawat Inap
14  Turikale Turikale 1070502 Non Rawat Inap

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.27 Cakupan Puskemas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Maros sejak tahun 2016
hingga tahun 2018 jumlahnya sama, yaitu 26 unit yang tersebar di 103
desa/kelurahan dengan cakupan sebesar 25.24%. Pada tahun 2019 dibangun 5
unit puskesmas pembantu sehingga cakupannya mencapai 30,10% kemudian pada
tahun 2020 terdapat penambahan puskesmas pembantu sebanyak 5 unit sehingga
total puskesmas pembantu sebanyak 42 unit, dengan cakupan sebesar 40,78%.

Tabel 2.84
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020

1 Jumlah Puskesmas Pembantu 26 26 26 31 42
2 Jumlah Seluruh Desa 103 103 103 103 103
3  Cakupan Puskesmas Pembantu 25,24 25,24 25,24 30,10 40,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 100



RPJIMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Grafik 2.39
Jumlah Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga
profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar yang
ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester

kedua, dan dua kali trimester ketiga.

Cakupan kunjungan ibu hamil Kabupaten Maros pada tahun 2016
sebanyak 85,64%, dengan sasaran ibu hamil 6.274 orang, kemudian pada tahun
2020 cakupan kunjungan K4 ibu hamil mencapai 91,59% dengan sasaran ibu hamil
sebanyak 7.868 orang. Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di fasilitas
pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya
imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah cukup
baik dilakukan, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup

tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

Tabel 2.85
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Julah ibu hamil yang memperoleh
pelayanan antenatal K4 di suatu 5.373 5.775 6.175 7.019 7.206
wilayah kerja pada waktu tertentu

2 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu
wilayah kerja dalam kurun waktu 6.274 | 6.345 7.911 7.868 7.868
yang sama
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3  Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 85,64 91,02 78,06 89,21 91,59
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.29 Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali,
yaitu pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke 2 dan

minggu ke 4.

Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai
standar pada tahun 2016 sebanyak 5.628 orang dari 5.998 orang ibu nifas yang
ada di Kabupaten Maros (93,83%). Kemudian pda tahun 2020 jumlah ibu nifas
yang memperoleh pelayanan sebanyak 8.001 orang dengan jumlah sasaran

sebanyak 8.007 orang (99,93%).

Tingginya cakupan pelayanan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan
disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi
serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah dilakukan cukup baik,
ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk
meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

Tabel 2.86
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah Peserta Ibu Nifas yang
memperoleh 3 kali pelayanan nifas
sesuai standar di satu wialayah kerja
pada kurun waktu tertentu

2 Seluruh ibu nifas di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu yang sama

3  Cakupan Pelayanan Nifas 93,83 91,82 78,69 100,00 99,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

5.628 5.543 5943 7511 8.001

5998 6.037 7.552 7.511 8.007

2.3.1.2.30 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan
Keluarga Miskin

Makanan Pendamping (MP) ASI adalah makanan atau minuman yang
mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
MP-ASI diberikan pada anak usia 4 bulan sampai 24 bulan. MP-ASI merupakan

makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga.

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI tahun

2016 sebanyak 1.176 orang, dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 tahun keluarga
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miskin sebanyak 1.329 orang. Cakupan pemberian MP-ASI tahun 2016 sebesar
88,49%. Pada tahun 2020 cakupan pemberian makanan pendamping asi sebesar

94,02%, dengan jumlah sasaran sebanyak 1.124 orang.

Cukup tingginya cakupan pemberian makanan pendamping ASI di
Kabupaten Maros disebabkan telah dilaksanakannya penyuluhan dasar-dasar
Pemberian MP ASI dan Pelatihan pembuatan MP ASI rumahan kepada penduduk
miskin. Kegiatan ini dilakukan oleh PKK dan Posyandu dengan dukungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Maros. Namun demikian masih diperlukan dukungan dari
berbagai pihak utamanya dari dinas sosial dan dinas administrasi kependudukan
dan catatan sipil dalam rangka penetapan jumlah sasaran masyarakat miskin
sehingga diharapkan seluruh sasaran dapat terlayani (100%).

Tabel 2.87
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan
Keluarga Miskin Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin yang mendapat 1.176 1.086 956 1.102 1.057
MP-ASI

2 | Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin

3  Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI Pada Anak Usia 88,49 86,95 86,95 99,16 94,02
6-24 Bulan Keluarga Miskin

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

1329 1249 1.099 1.111 1.124

2.3.1.2.31 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator
standar pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.
Penjaringan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan

peserta didik, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

Cakupan peserta didik yang diperiksa kesehatannya pada tahun 2016
sebesar 4,10% dengan jumlah sasaran sebanyak 6.044 orang, kemudian
meningkat tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 91,48% dengan jumlah

sasaran 8.604 orang murid SD.

Penyebab belum maksimalnya capaian penjaringan kesehatan siswa SD
adalah kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah
dasar yang ada di desa dalam upaya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah.
Sehingga dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih siswa

sekolah dasar SD di Kabupaten Maros dalam hal ini di 14 puskesmas, maka
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puskesmas telah melakukan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di
wilayahnya masing-masing. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah
pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat
melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas satu sampai dengan kelas
enam.

Tabel 2.88
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah murid SD dan
setingkat yang  diperiksa
kesehatannya oleh tenaga
kesehatan atau tenaga
terlatih di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu

2 Jumlah  murid SD dan
setingkat di satu wilayah kerja  6.044 7.092 7.192 7.866 8.604
dalam kurun waktu yang sama

5.320 6.178 6.178 6.378 7.871

3  Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan 88,02 87,11 85,90 81,08 91,48
Setingkat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021
2.3.1.2.32Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat

menjurus pada terjadinya wabah.

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dan telah dilakukan
penyelidikan oleh kabupaten pada tahun 2016 sebesar 100%, dengan jumlah desa
yang diselidiki/ditangani sebanyak 10 desa. Pada Tahun 2020 dengan adanya
pandemi COVID-19, seluruh desa dan kelurahan mengalami KLB dan telah
dilakukan penyelidikan epidemiologi.

Tabel 2.89
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang
ditangani > 24 jam dalam periode 4 4 4 8 103
tertentu

2 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang
terjadi pada periode yang sama

3  Cakupan Desa/Kelurahan
Mengalami KLB Yang dilakukan

4 5 10 10 103

100 80 40 80 100
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Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan
dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Berdasarkan kondisi
jalan, maka jalan dibagi atas beberapa kategori jalan yakni kondisi baik, rusak

sedang, rusak dan rusak berat.

Panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang
berada pada kewenangan negara, Propinsi maupun kabupaten sebesar 1.406,96
pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 1.174 km pada tahun 2020,
dengan rincian panjang jalan negara sebesar 88 km, panjang jalan Propinsi sebesar

54 km dan panjang jalan kabupaten sebesar 1.032 km.

Pada tabel di bawah ini, data panjang jalan dalam kondisi baik yang
disajikan adalah data kondisi jalan kewenagan kabupaten, dikarenakan data untuk
kondisi jalan negara dan Propinsi tidak tersedia. Pada tahun 2016 proporsi
panjang jalan dalam kondisi baik (km) sebesar 0,52 km kemudian meningkat

hingga mencapai 0,76 km pada tahun 2020.

Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik disebabkan prioritas
Pemerintah Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir adalah memperbaiki dan
meningkatkan konektifitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan
jalan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Maros
selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Panjang jalan dalam 72639 75577 781,77 806,93 886,61
kondisi baik (Km)

2 | Panjang jalan seluruhnya
(Km)
3 Proporsi Panjang Jaringan
jalan dalam Kondisi baik 0,52 0,66 0,59 0,69 0,76
(Km)
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

1.406,96 1.149,29 1.335,00 1.174,00 1.174,00
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2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk

Panjang jalan di Kabupaten Maros (kewenangan pusat, Propinsi dan
kabupaten) sejak tahun 2016 sebesar 1.406,96 km, kemudian meningkat menjadi
1.149,20 km pada tahun 2017. Pada tahun 2018 panjang jalan sebesar 1.335 km
kemudian 1.174 km pada tahun 2019 dan 2020.

Dikarenakan perubahan panjang jalan yang tidak terlalu besar, maka rasio
panjang jalan dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar perubahannya
setiap tahun. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016
sebesar 0,004 kemudian pada tahun 2020 rasio panjang jalan dengan jumlah
penduduk sebesar 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap 1 km

jalan di Kabupaten Maros dapat melayani akses 260 — 350 orang penduduk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi panjang jalan yang ada
belum cukup pada untuk melayani akses penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini
mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan, utamanya jalan-jalan poros
trans kabupaten/Propinsi.

Tabel 2.91
Rasio Panjang jalan Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah panjang jalan (km) 1.407 1.149 1.335 1.174 1.174
2 | Jumlah Penduduk (jiwa) 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3  Rasio Panjang jalan per 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003
Jumlah Penduduk
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada tahun
2020 sepanjang 1.289,8 km, namun pada tahun 2017 setelah dilakukan survey dan
pengukuran kembali, panjang jalan kewenangan Kabupaten Maros sepanjang
1.032,13 km. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016
sebesar 47,23% kemudian meningkat pada athun 2020 sebesar 81,99%.

Peningkatan kondisi jalan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros
telah memprioritaskan perbaikan infrastruktur, utamanya jalan selama 10 tahun
terkakhir, utamanya jalan-jalan yang memiliki konektifitas antara wilayah

kecamatan, antar desa serta dusun.
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Tabel 2.92
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Panjangjalankabupaten 00 3 3061 geag1 81896 846,24
dalam kondisi baik (km)

2 Panjang seluruh jalan
kabupaten (km)
3 | Persentase Jalan

1.289,8 | 1.032,13 1.032,13 1.032,13 1.032,13

Kabupaten Dalam Kondisi 47,23 61,87 64,39 79,35 81,99
Baik (> 40 Km/Jam)
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021
Grafik 2.40

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020
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Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal
berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Rumah tinggal berakses sanitasi
sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi
diantaranya; fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah/air

bekas dan pembuangan sampah.

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros menunjukkan
adanya peningkatan terhadap rumah yang dapat mengakses sanitasi selama 5

tahun. Pada tahun 2016 tercatat presentase rumah tinggal berakses sanitasi
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terhadap jumlah rumah tinggal sebesar 67,13%, dan pada tahun 2020 naik
menjadi 94,36% .

Cukup tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros
disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dengan
fasilitas yang sesuai standar kesehatan sudah cukup tinggi. Selain itu Pemerintah
Kabupaten Maros melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah
memprogramkan kegiatan pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
masyarakat melalui sambungan rumah (SR) penduduk, utamanya rumah-rumah
yang berada di wilayah kumuh dan pedesaan.

Tabel 2.93
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah rumah tinggal berakses 51.902 @ 54.188 56.474 58.756 76.606

sanitasi
2 Jumlah rumah tinggal 77.313 | 78.441 79.586 80.382 81.186
3  Persentase Rumah Tinggal 67,13 69,08 70,96 73,10 94,36
Bersanitasi

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.5 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas jaringan irigasi teknis Kabupaten Maros sebesar 9.094 ha pada tahun
2016 hingga tahun 2020. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 2.534 ha
pada tahun 2016 kemudian meningkat hingga mencapai 7.159 ha pada tahun
2020. Dengan demikian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2016

sebesar 27,90% dan pada tahun 2020 mencapai 78,72%.

Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Maros masih memerlukan
perhatian yang khusus, dimana masih banyaknya irigasi yang belum berfungsi
dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi utamanya
irigasi tersier yang langsung menuju sawah masyarakat masih berupa saluran
tanah sehingga terjadi banyak kebocoran pada saluran.

Tabel 2.94
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Luas irigasi kabupaten dalam 2.534 3417 4.332 5589 7.159
kondisi baik (ha)
2 Luasirigasi Kabupaten Maros (ha) = 9.094  9.094 9.094 @ 9.094 | 9.094
3  Persentase irigasi kabupaten 27,9 37,6 47,60 61,46 78,72
dalam kondisi baik
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021
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D.I. Allorengge

Bendung

Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.| Assobung
Parea

Bendung

Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Babang Bua

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Balocci

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Batu Putih

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Talang

Pintu Air

D.I Bonto Panno

Bendung

Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

D.l. Bottoe

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Bulu - Bulu

Tabel 2.95
Kondisi Jaringan Irigasi Berdasarkan Daerah Irigasi

Desa Cenrana
Baru/Kec. Cenrana

Desa Laiya/Kec.
Cenrana

Desa
Limapoccoe/Kec.
Cenrana

Desa Benteng
Gajah/Kec.
Tompobulu

Desa Gattareng
Matinggi/Kec.
Mallawa

Desa Toddopulia /
Kec. Tanralili

Desa Cenrana/Kec.
Camba

Desa

22,00

38,00

63,00

25,00

34,00

107,00

29,00

55,00

Kabupaten Maros Tahun 2020

100,00
0,50
0,00

40,00
100,00

100,00
88,70
0,00

50,00
50,00

100,00
93,67
0,00

100,00
100,00

100,00
84,84
0,00

60,00
50,00

100,00
93,74
0,00

60,00

50,00
50,00

100,00
100,00
88,28

60,00

100,00
100,00
100,00

50,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,90
0,00

0,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Bulu Lohe

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.I Bulu Mallapo
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Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air
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D.l Cempaniga

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.l Cenrana

Bendung
Saluran Primer
Saluran Sekunder
Bangunan
Pembagi

Pintu Air

D.l Jampue

Bendung
Saluran Primer

Mattampapole/Kec.
Mallawa

Desa 55,00
Rompegading/Kec.
Cenrana

Desa Cenrana 38,00
Baru/Kec. Cenrana

Desa 281,00
Tompobulu/Kec.

Tompobulu

Desa 65,00
Tukamasea/Kec.

Bantimurung

Kel. Pattiro
Deceng/Kec. Camba

195,00

Desa Cenrana/Kec. 100,00

Camba

Desa Gattareng 10,00
Matinggi/Kec.
Mallawa

100,00
89,36
100,00

50,00
100,00

100,00
92,07
100,00

50,00
100,00

100,00
100,00
100,00

50,00
100,00

100,00
93,67
0,00

30,00

65,00
75,00

100,00
94,05
87,29

50,00

100,00
100,00
63,96

33,33
100,00

100,00
100,00
96,86

100,00
50,00

50,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

0,00
10,64
0,00

50,00
0,00

0,00
7,93
0,00

50,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50,00
0,00

0,00
6,33
0,00

70,00

35,00
25,00

0,00
5,95
12,71

50,00

0,00
0,00
36,04

66,67
0,00

0,00
0,00
3,14

0,00
50,00

50,00
100,00

II-110



RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026 ‘

Saluran Sekunder 85,95 0,00 0,00 14,05
Bangunan 90,00 0,00 0,00 10,00
Pembagi
16 D.l Kacici Desa 152,00

Toddolimae/Kec.

Tompobulu
Bendung 100,00 0,00 0,00 0,00
Saluran Primer 70,73 0,00 0,00 29,27
Saluran Sekunder 100,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan 60,00 0,00 0,00 40,00
Pembagi
Pintu Air 100,00 0,00 0,00 0,00

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021
2.3.1.3.6 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibandingkan dengan
luas lahan budidaya pertanian. Data ini digunakan untuk melihat sebesar besar

cakupan lahan pertanian yang dapat diairi oleh saluran irigasi yang ada.

Rasio jaringan irigasi Kabupaten Maros menunjukkan angka vyang
cenderung meningkat selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
rasio jaringan irigasi sebesar 0,26 km/ha kemudian meningkat menjadi 0,39 km/ha

pada tahun 2020.

Walaupun angka rasio jaringan irigasi menunjukkan peningkatan namun
luas lahan budidaya pertanian mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun
2016 luas lahan budidaya pertanian sebesar 60.406 ha, kemudian menurun hingga
mencapai 44.125 ha pada tahun 2020. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan
fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, perdagangan, industri, dan lain

sebagainya.

Selain itu, panjang saluran irigasi juga menunjukkan penurunan apabila
dibandingkan panjang saluran irigasi tahun 2018 hingga tahun 2019. Hal ini
disebabkan terdapat beberapa Daerah lIrigasi (DI) yang kewenangannya diambil
alih oleh Propinsi.

Tabel 2.96
Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten
Maros Tahun 2016-2020

1  Panjang Saluran irigasi (km) 158,8 197,49 197,04 196,35 171,32
2 (L;‘:)s lahan budidaya pertanian ¢ 10s 60408 50523 43.633 44.125
3  Rasiojaringan irigasi 0,26 0,33 0,39 0,45 0,39

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021
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2.3.1.3.7 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah
penduduk yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk.
Syarat dari air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak
berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud
dengan air bersih adalah air minum yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM,
pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai

dengan standar kebutuhan minimal.

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di
Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 60,55%, kemudian meningkat hingga
mencapai 90,85% pada tahun 2020.

Tabel 2.97
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

! ;ﬁ:i‘f”kberaksesa" 207.608 216.751 225.894 235.037 355.927

2 Jumlah penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3  Persentase penduduk
Berakses Air Minum
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

60,55 62,58 64,57 66,56 90,85

2.3.1.3.8 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi
di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Diberbagai
kawasan kumuh penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga
sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Kurangnya pembuangan sampah juga
mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

Luas areal kawasan kumuh pada tahun di Kabupaten Maros berada di
Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha yang disahkan melalui Surat Keputusan
(SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2016, dikarenakan kegiatan
penanganan kawasan kumuh baru sehingga persentase areal kawasan kumuh

sebesar 6,41% kemudian menurun pada tahun 2020 hingga mencapai 6,26%.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan
kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan
selama kurang lebih lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni,
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penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum
bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

Tabel 2.98
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Luas Kawasan kumuh (Ha) 103,78 102,83 102,13 101,6 101,3
2 Luas wilayah (Ha) 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619
3 Persentase Areal Kawasan 6,41 6,35 6,31 6,28 6,26

Kumuh (%)
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber
aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur
ulang atau pembuangan dari material sampah. Salah satu cara untuk mengelola
sampah adalah dengan menyediakan fasilitas pengurangan sampah di suatu

wilayah.

Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia di Kabupaten Maros, rasionya
cukup kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap
tahunnya. Pada tahun 2016 rasio fasilitas pengurangan sampah sebesar 0,22,
sedangkan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 0,27.

Tabel 2.99
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Volume sampah di perkotaan
mengalami guna ulang, daur

ulang, pengelolaan di tempat 1.065 1.226 1334 1411 1471
pengelolaan sampah sebelum
masuk TPA (m?3)
2 Total volume sampah (m?3) 4794  4.844 4899 5.040 5.491
3 Fasilitas Pengurangan Sampah di

0,22 0,25 0,27 0,28 0,27
Perkotaan

Sumber : DLH Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.10 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum adalah jumlah tempat pemakaman
umum (TPU) yang disediakan dan berada di bawah pengawasan, pengelolaan
pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah atau suatu

wilayah tertentu.
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Jumlah tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros hingga tahun 2020
sebanyak 1 tempat pemakaman umum dengan jumlah daya tampung kurang lebih
600 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar
391.774 jiwa, maka rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros sebesar
0,15.

Apabila dilihat jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa daya tampung
tempat pemakaman umum masih sangat kecil. Hal ini disebabkan sulitnya
menemukan lokasi yang cukup luas sebagai tempat pemakaman umum. Tempat
Pemakaman Umum di Kabupaten Maros lebih banyak tersebar dengan luasan
yang kecil.

Tabel 2.100
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah daya tampung - 600,00 600,00 600,00 600,00
tempat pemakaman umum

2 Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774

3  Rasio Tempat Pemakaman 0,00 0,17 0,17 0,17 0,15
Umum Per Satuan
penduduk

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.11 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah
seluruh umat beragama terhadap jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah
menunjukkan penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
rasio tempat ibadah persatuan penduduk sebesar 2,23 kemudian menurun hingga
mencapai 2,12 pada tahun 2020. Walaupun rasio menurun, namun apabila dilihat
dari jumlah tempat ibadah terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat
ibadah, dimana pada tahun 2016 jumlah tempat ibadah sebesar 765 unit

kemudian meningkat menjadi 829 unit pada tahun 2020.

Menurunnya rasio tempat ibadah menunjukkan bahwa peningkatan
jumlah tempat ibadah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk
yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini banyak dipengaruhi oleh
migrasi penduduk, utamanya pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota

Makassar.
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Tabel 2.101
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah Tempat Ibadah 765 638 765 828 828
2 Jumlah Penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3 Rasio Tempat Ibadah Per 2,23 1,84 2,19 2,35 2,12

Satuan Penduduk
Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Tabel 2.102
Jumlah Tempat Ibadah Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1  Mandai 69 9 1 1
2 | Moncongloe 43 8 1 1
3  Maros Baru 43 9 - -
4  Marusu 37 6 1 1
5  Turikale 60 18 1 1
6 | Lau 44 8 - -
7 Bontoa 49 8 - -
8  Bantimurung 69 7 - -
9 Simbang 54 5 - 1
10  Tanralili 58 7 2 -
11 Tompobulu 47 4 1 -
12  Camba 53 3 - -
13 Cenrana 47 3 1 -
14 Mallawa 42 5 - -

Jumlah 715 100 8 5

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.12 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah adalah perbandingan luas
terbuka hijau ber HPL/HGB dibandingkan dengan luas wilayah. Ruang terbuka
hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.

Pada tahun 2016 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Maros sebesar
0,71. Dimana dari 34.256 ha luas wilayah yang ber HPL/HGB, 24.205,75 ha
merupakan areal ruang terbuka hijau. Pada tahun 2020, rasio RTH perluas wilayah
HPL/HGB meningkat menjadi 1,06 dengan luasan RTH seebsar 36.311,36 ha.
Peningkatan luas RTH ini disebabkan ada beberapa pembangunan taman dan

hutan kota di wilayah perkotaan.
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Tabel 2.103
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

1  Luasruang terbuka 24.206,50 24.207,25 25.418,14 27.959,95 36.311,36

hijau (Ha)

2 Luas wilayah ber 34.256 34.256 34.256 34.256 34.256
HPL/HGB

3  Rasio Ruang Terbuka 0,71 0,71 0,74 0,82 1,06

Hijau Per Satuan
Luas Wilayah ber
HPL/HGB
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.13 Rasio Bangunan Ber-IMB

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah jumlah bangunan
yang memiliki IMB terhadap seluruh jumlah bangunan. Rasio bangunan ber IMB
Kabupaten Maros tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang
cukup pesat. Pada tahun 2016 rasio IMB per satuan bangunan sebesar 0,09

kemudian meningkat hingga menjadi 0,45.

Peningkatan ini disebabkan adanya sosialisasi dan aturan yang tegas yang
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk masyarakat ataupun pengusaha
yang akan mendirikan bangunan agar memiliki izin, dikarenakan apabila
didapatkan ada bangunan yang tidak memiliki izin maka bangunan tersebut akan
dirubuhkan.

Tabel 2.104
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

1  Jumlah bangunan ber-IMB 6.836 19.660 25.073 30.805 36.612
2 Jumlah bangunan 77.313 78.441 79.586 80.747 81.877
3  Rasio Bangunan Ber-IMB Per 0,09 0,25 0,32 0,38 0,45

Satuan Bangunan
Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021
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Grafik 2.41
Jumlah IMB Yang Dikeluarkan Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros 2020
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Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.14 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang atau tempat yang dapat diakses atau
dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa
dipungut biaya, dan bisa dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat baik
secara individu maupun berkelompok. Luas ruang publik yang tersedia di
Kabupaten Maros kurang lebih seluas 21.278,20 ha. Selama kurun waktu 2016-

2020 tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya menjadi fungsi lain.

2.3.1.3.15 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang
hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek

fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap RTRW disebabkan masih
rendahnya pemahaman dan ketaatan masyarakat tentang tata ruang yang ada
serta keterbukaan informasi tentang tata ruang masih sangat minim. Selama lima
tahun terakhir ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Maros terus mengalami
peningkatan, meskipun kurang signifikan. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun
2016 sebesar 1,11%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 2,83% pada
tahun 2020. Perkembangan ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Maros tahun
2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.105
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Realisasi RTRW (ha) 1.606 2.106 2.683 3.159 4.107
2 Rencana Peruntukan (ha) 145.310 145.310 145.310 145.310 145.310
3 Ketaatan Terhadap RTRW 1,11 1,45 1,85 2,17 2,83

(%)
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni
dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Rasio rumah layak huni
Kabupaten Maros hingga tahun 2020 masih cukup rendah, yakni 0,12. Angka ini
tidak mengalami perubahan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun
terakhir. Kecilnya rasio rumah layak huni di Kabupaten Maros dikarenakan rasio
layak huni diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk.

Tabel 2.106
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah rumah layak huni 46.255 47.758 @ 37.859  55.252  48.403
2 Jumlah penduduk 342.890 346.759 349.759 353.851 391.774
3 Rasio Rumah Layak huni 0,13 0,14 0,11 0,16 0,12

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

Tabel 2.107
Data Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Turikale 961 543 407 407 106
2 | Maros Baru 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072
3  Mandai 3.010 2.960 2.960 2.960 2.960
4 | Moncongloe 1.819 1.819 1.819 1.819 1.819
5 Camba 2.653 2.653 2.553 2.653 2.653
6 Cenrana 2.615 2.498 2.486 2.496 2.496
7  Bantimurung 4.909 4.909 4.909 4.909 4.909
8 | Simbang 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630
9 Marusu 2.795 2.796 2.796 2.796 2.796
10 LlLau 2.717 2.717 2.617 2.617 2.617
11 Bontoa 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370
12 Tanralili .3009 3.009 3.009 3.009 3.009
13 Tompobulu 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315
14 Mallawa 2.218 2.168 2.168 2.168 2.168
Jumlah 38.115 37.457 37.221 37.221 36.920

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021
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2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak
huni dengan luas permukiman secara keseluruhan. Permukiman adalah bagian
dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan

penghidupan.

Pada tahun 2016 rasio permukiman layak huni Kabupaten Maros sebesar
0,97 kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 0,98 pada tahun 2020. Rasio
permukiman layak huni di Kabupaten Maros belum mencapai angka 1 dikarenakan
masih adanya permukiman kumuh seluas 103 ha yang masih harus dilakukan
penataan dan perbaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai permukiman layak
huni. Perkembangan kondisi permukiman Kabupaten Maros selama lima tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.108
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Luas permukiman layak huni 3.682 4.062 4.479 4938 5.442
(Ha)
2 Luas wilayah permukiman (Ha) 3.786 4.165 4.581 5.039 5.543
3  Rasio Permukiman Layak Huni 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang
terdapat pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang
ada. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak
46.255 unit dari 84.370 unit rumah yang ada, dengan persentase sebesar 54,82
persen. Meningkatnya jumlah rumah layak huni seiring dengan meningkatnya
jumlah unit rumah yang ada. Dengan demikian hingga tahun 2020 jumlah rumah
layak huni di Kabupaten Maros sebanyak 48.403 unit rumah atau 56,73 persen

dari jumlah rumah yang ada.

Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di
Kabupaten Maros diatas 50 persen. Masih terdapat sekitar 43 persen rumah layak

huni di Kabupaten Maros yang disebabkan pesatnya pertambahan penduduk di
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wilayah perbatasan dengan kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang tidak
memiliki akses terhadap tempat tinggal yang representatif. Hal ini menyebabkan
masyarakat tersebut membangun rumah yang seadanya saja. Dengan demikian
pemerintah masih sangat perlu mengupayakan peningkatan rumah layak huni,
terutama pada lapisan masyarakat bawah.

Tabel 2.109
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

Jumlah seluruh rumah
layak huni pada suatu
wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

2 Jumlah seluruh rumah 84.370 @ 85.305 @ 75.336  84.370  85.323
Cakupan ketersediaan
Rumah Layak huni

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

46.255  47.758 37.859  55.252  48.403

3 54,82 55,98 50,25 65,48 56,73

2.3.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah perbandingan
antara jumlah rumah layak huni yang terjangkau dan dapat ditempati oleh
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan jumlah MBR pada kurun

waktu tertentu.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2016
sebesar 1,57 % dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak
598 MBR, kemudian meningkat menjadi 6,95 % dengan jumlah MBR yang
menempati rumah layak huni sebanyak 2.517 MBR pada tahun 2020.

Semakin banyaknya MBR yang menempati rumah layak huni disebabkan
semakin gencarnya pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maros sejak
tahun 2016 hingga tahun 2020. Pesatnya pembangunan dan peningkatan kualitas
rumah dapat dilaksanakan dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah
Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.110
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah rumah tangga MBR 598 1.256 1.492 2.017 2.517
yang menempati rumah layak
huni dan terjangkau pada
kurun waktu tertentu
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2  Jumlah rumah tangga MBR 38.115 37.457 37.221 36.698 36.196
pada kurun waktu tertentu

3  Cakupan Layanan Rumah 1,57 3,35 4,01 5,50 6,95
Layak Huni Yang Terjangkau
Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.5 Persentase Permukiman Yang Tertata

Permukiman tertata adalah permukiman perkotaan dan pedesaan yang
serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Persentase areal permukiman
yang tertata di Kabupaten Maros sudah sangat baik, dimana pada tahun 2016

sudah mencapai 97,26 %, kemudian meningkat 98,18 % pada tahun 2020.

Masih adanya permukiman yang tidak tertata disebabkan masih terdapat
permukiman kumuh di Kecamatan Turikale, namun sejak tahun 2018 hingga saat
ini telah dilakukan pembenahan terhadap permukiman kumuh tersebut.
Perkembangan permukiman yang tertata di Kabupaten Maros selama tahun 2016-
2020 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.111

Persentase Permukiman Yang Tertata
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Luas areal permukiman tertata 3.682 4.062 4.479 4938 5.442

(Ha)

2 Luas areal permukiman 3.786 4.165 4581 5.039 5.543
keseluruhan (Ha)

3 Persentase Permukiman Yang 97,26 97,53 97,77 98,00 98,18
Tertata

Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Areal kawasan kumuh di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale
dengan luas 103,78 ha, yang disahkan melalui Surat Keputusan(SK) Bupati Maros
tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2016 persentase kawasan kumuh perkotaan
sebesar 3,14 % dengan luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani
sebesar 3,26 ha. Pada tahun 2020 persentase luasan permukiman kumuh
perkotaan sebesar 31,25 % dengan jumlah luasan permukiman kumuh yang

tertangani sebesar 31,66 ha.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan

kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan
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selama lima tahun terkahir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk
penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan
jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi
masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

Tabel 2.112
Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Luasan permukiman kumuh 3,26 4,73 4,73 26,78 31,66
yang tertangani (Ha)

2 Luas permukiman kumuh 103,78 102,83 102,13 101,60 101,30
(Ha)

3  Persentase Luasan 3,14 4,60 4,63 26,36 31,25
Permukiman Kumuh di

Kawasan Perkotaan
Sumber : DInas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses air
minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak). Rumah tangga kumuh di
Kabupaten Maros seluruhnya berada di wilayah perkotaan, dengan demikian

proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 100 %.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)

Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) adalah suatu kondisi
lingkungan lingkungan yang dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan
dan keseimbangan dalam tata hidup bersama. Kemudian bersih, sehat dan segar

yang terasa tampak di seluruh ruangan kerja dan halaman.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Maros menunjukkan
kondisi yang sangat baik, dimana hampir seluruh pelanggaran dapat diselesaikan
dengan baik. Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100 %
dan pada tahun 2020 sebesar 98,75 %.

Terselesaikannya tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Maros dengan
persentase diatas 95 % disebabkan adanya koordinasi yang massif antara
Pemerintah Kabupaten Maros dengan stacke holder terkait, utamanya pihak
kemananan baik dari TNI maupun Polri dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban di masyarakat. Selain itu pendekatan yang persuasif dengan melibatkan
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tokoh-tokoh masyarakat juga dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi.

Tabel 2.113
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Pelanggaran K3 yang 53 39 30 24 21
terselesaikan
Jumlah pelanggaran K3 yang 53 39 31 25 21

dilaporkan masyarakat dan
teridentifikasi oleh SATPOL
PP

Tingkat Penyelesaian 100,00 100,00 96,77 96,00 100,00
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.5.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Maros

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah jumlah kasus kebakaran
yang dapat ditangani oleh satuan pemadam kebakaran kabupaten/kota dalam

waktu maksimal 15 menit sejak laporan masuk.

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Maros pada tahun 2020
menunjukkan kondisi yang cukup baik, walaupun cakupannya menunjukkan
penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 cakupan
pelayanan kebakaran sebesar 92,33 %, tahun 2018 sebesar 100 %, kemudian
menurun hingga mencapai 88,00 % pada tahun 2020. Menurunnya cakupan
pelayanan ini disebabkan adanya armada yang mengalami kerusakan pada tahun
2020 sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian cakupan wilayah yang
dapat terlayani juga berkurang.

Tabel 2.114
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jangkauan luas 1.495 1.546 1.603  1.619,12 1.424,82
wilayah manajemen
kebakaran

2 Luas wilayah 1.619,12 1.619,12 1.619,12 1.619,12 1.619,12

Kabupaten Maros
3 Cakupan Pelayanan 92,33 95,48 99,00 100,00 88,00
Bencana Kebakaran
Kabupaten Maros
Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021
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2.3.1.5.3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan respons time adalah total waktu
yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana
pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk
melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/
penyemprotan air pertama). Komponen waktu yang dihitung dalam response time
ini adalah waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch
time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana

pemadam kebakaran sampai siap untuk memadambkan.

Tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran Kabupaten Maros
menunjukkan peningkatan yang sangat baik sejak tahun 2016. Capaiannya pun
berada diatas 95 %. Pada tahun 2016 tingkat waktu tanggap sebesar 97,01 %,

kemudian meningkat hingga mencapai 100 % pada tahun 2020.

Tingginya waktu tanggap terhadap adanya kebakaran di Kabupaten Maros
disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah
terlatih dan bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah
diterapkannya Standar Operational Procedure (SOP) dalam penanganan bahaya
kebakaran juga berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus
kebakaran.

Tabel 2.115
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
1  Jumlah kasus kebakaran di 65 51 53 50 45

WMK yang tertangani dalam
waktu maksimal 15 menit

2 Jumlah kasus kebakaran dalam 67 52 54 50 45
jangkauan WMK
3 Tingkat Waktu tanggap 97,01 98,08 98,15 100,00 100,00

(Response Time Rate) Daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.5.4. Persentase penegakan PERDA

Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah
menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten

Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan
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dengan baik. Pada tahun 2016 persentase penegakan Perda sebesar 95 % kemudian
meningkat hingga menjadi 100 % pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah
Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan
tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang
dilakukan dengan stake holder terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan
melibatkan tokoh masyarakat setempat juga merupakan salah satu kegiatan yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda.

Tabel 2.116
Persentase penegakan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah penyelesaian 4 2 1 1 1
penegakan PERDA

2 Jumlah pelanggaran PERDA 4 2 1 1 1

3  Persentase penegakan 95 100 100 100 100
PERDA

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.6. Sosial
2.3.1.6.1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau
keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi
dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2016 masih
0 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,04 % dengan jumlah
PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 7 PMKS. Pada tahun 2020 meningkat
menjadi 57,69% dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 15
PMKS dari 26 PMKS yang seharusnya menerima bantuan.
Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan bantuan disebabkan tidak
meratanya persebaran potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten
Maros sehingga masih banyak PMKS yang belum tertangani. Perkembangan PMKS

yang memperoleh bantuan sosial selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel.
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Tabel 2.117
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah PMKS yang diberikan 0 3 5 7
bantuan

2  Jumlah PMKS yang 0 23 27 26
seharusnya menerima
bantuan

3 Persentase PMKS yang 0,00 13,04 18,52 26,92

memperoleh bantuan sosial
Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.2. Persentase PMKS Yang Tertangani

15

26

57,69

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Maros pada tahun 2016

sebesar 6 %, dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 3 PMKS. Pada tahun

2020 persentase PMKS yang tertangani mencapai 57,69 % dengan jumlah PMKS

yang tertangani sebanyak 5 PMKS. Masih rendahnya persentase PMKS yang

tertangani disebabkan banyaknya PMKS yang berasal dari Kota Makassar yang

masuk dalam wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.118

Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

‘No  Uraian 2016 207 2018 2019 2020

1 Jumlah PMKS yang 3,00 3,00 4,00 5,00
tertangani

2  Jumlah PMKS yang ada 50,00 23,00 27,00 26,00

3  Persentase PMKS yang 6,00 15,00 14,81 19,23
tertangani

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

26,00
57,69

2.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Dasar

PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan

dasar adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah

Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017

sebesar 11,54 % kemudian meningkat menjadi 13,04 % pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2020, dari 26 PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan

sosial, terdapat 15 PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar atau sebesar 57,69 persen.
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Tabel 2.119
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan 0,00 3,00 3,00 500 15,00
sosial dalam 1 tahun

2 Jumlah PMKS dalam 1
tahun yang seharusnya
memperoleh bantuan
sosial

3  Persentase PMKS Skala
Yang Memperoleh
Bantuan Sosial Untuk 0,00 11,54 13,04 23,81 57,69
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

0,00 26,00 23,00 21,00 26,00

2.3.1.6.4. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin
yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) wuntuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan sosial keluarga.

Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
KUBE pada tahun 2017 sebesar 3,85 %, dimana dari 26 panti sosial yang terdapat
di Kabupaten Maros hanya 1 yang mendapatkan bantuan. Persentase panti yang
mendapat bantuan kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 13,64 % dan
22,22 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat 8 panti sosial yang
mendapatkan menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau 53,33
persen dari dari 15 panti sosial panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau
kelompok sosial ekonomi sejenis.

Tabel 2.120
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi
Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pantisosial dalam 1 (satu)
tahun yang menjadi peserta
program pemberdayaan masyarakat
melalui KUBE atau kelompok sosial

0,00 1,00 3,00 4,00 8,00
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ekonomi sejenis

2 Jumlah panti sosial dalam 1 (satu)
tahun yang seharusnya menjadi

peserta program pemberdayaan 0,00 26,00 22,00 18,00 15,00
masyarakat melalui KUBE atau
kelompok sosial ekonomi sejenis

3 Persentase Panti Sosial Yang

Menerima Program Pemberdayaan

Sosial Melalui Kelompok Usaha 0,00 3,85 13,64 22,22 53,33

Bersama (KUBE) Atau Kelompok

Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Sosial

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif,
berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan
standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2016 persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan
kesehatan sebesar 85,71 %, dimana dari 14 panti sosial yang ada di Kabupaten
Maros, 12 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesehatan. Sedangkan pada tahun 2020 persentase panti sosial yang
menyediakan sarana prasarana kesehatan sebesar 53,33 %. Jumlah panti sosial
pada tahun 2020 sebanyak 15 panti, dan 8 panti diantaranya telah menyediakan
sarana prasarana layanan kesehatan.

Tersedianya sarana dan prsarana layanan kesehatan pada panti sosial
disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial telah
melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di setiap panti sosial,
utamanya sarana dan prasarana pelayanan dasar. Meskipun demikian masih
perlu adanya peningkatan sarana prasarana panti sosial, terutama dalam hal

pelayanan kesehatan sosial.

Tabel 2.121
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah panti sosmlc#alaml(satu) 12,00 12,00 800 10,00 800
tahun yang menyediakan sarana
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prasarana pelayanan kesos

2 Jumlah panti osial dalam 1 (satu)

tahun yang seharusnya menyediakan 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00
sarana prasarana pelayanan kesos

3  Persentase Panti Sosial Yang
Menyediakan Sarana Prasarana 85,71 85,71 57,14 71,43 53,33
Pelayanan Kesehatan Sosial
Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang
Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat [WKSBM] adalah
sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang
terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 2 (dua) dari 6
(enam) WKBSM vyang ada di Kabupaten Maros. Persentase WKBSM yang
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 33,33

persen.

Tabel 2.122
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun

yang menyediakan sarana dan prasarana 200 2,00 200 200 2,00
pelayanan kesos

2  Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun
yang seharusnya menyediakan sarana 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
dan prasarana pelayanan kesos

3 Persentase Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

2.3.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa
Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat pada tahun 2016 sebesar 31,20 %, kemudian pada tahun 2017

hingga tahun 2020 persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial
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sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam
penanganan bencana, terutama dalam penyaluran bantuan selama masa tanggap
darurat telah dilakukan secara maksimal.

Tabel 2.123
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap dalam 1 (satu)
tahun

2  Jumlah korban bencana yang
seharusnya menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
dalam 1 (satu) tahun

3  Persentase Korban Bencana
yang Menerima Bantuan Sosial 31,20 100,00 100,00 100,00 100,00
Selama Masa Tanggap Darurat

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.540 2435 2435 2.600 138

8.142 2435 2.435 2.600 138

2.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana
Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2016 sebesar 0 % kemudian tahun
2017 sebesar 20 % dan meningkat hingga mencapai 100 % pada tahun 2019.
Sementara data tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada korban bencana yang
seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
lengkap.

Tabel 2.124
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah korban bencana dalam 1 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00
(satu) tahun yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
dalam 1 tahun
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2 Jumlah korban bencana dalam 1 500 5,00 5,00 10,00 0,00
(satu) tahun yang seharusnya
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam 1 tahun

3  Persentase Korban Bencana Yang 0,00 20,00 0,00 100,00 100,00
Dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat
Lengkap

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial
Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenubhi
kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang
HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya dari bidang
kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan
terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut,
kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang
mendapatkan jaminan sosial pada tahun 2016 sebesar 100 %, kemudian menurun
hingga mencapai 88,89 % pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020,
persentasenya kembali meningkat hingga mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan
bahwa pada tahun 2020 keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental serta
lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima
jaminan sosial selama tahun 2016-2020 menunjukkan tren data yang
berfluktuatif. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia
sedangkan jumlah sasaran yang akan diberikan jaminan sosial cukup banyak.

Tabel 2.125

Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial
Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah penyandang cacat fisik dan 125 150 175 200 233
mental serta lansia tidak potensial
yang telah menerima jaminan
sosial dalam 1 (satu) tahun
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2 Jumlah penyandang cacat fisik dan 125 200 225 225 233
mental serta lansia tidak potensial
yang seharusnya menerima
jaminan sosial dalam 1 (satu)
tahun

3  Persentase penyandang cacat fisik 100,00 75,00 77,78 88,89 100,00
dan mental serta lansia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.3.2.1 Tenaga Kerja
2.3.2.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi apabila ada hak-hak atau
kewajiban salah satu pihak yang tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan
terjadinya tuntutan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau

lembaga hukum lainnya.

Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Maros
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 angka sengketa sebesar 31,67 kasus
untuk setiap 1.000 perusahaan, kemudian meningkat menjadi 47,50 kasus untuk

setiap 1.000 perusahaan.

Semakin meningkatnya sengketa antara pengusaha dan pekerja ini
disebabkan karena adanya kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan yang
berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja, sehingga timbul perselisihan

antara pekerja dan pengusaha yang berujung dengan sengketa.

Tabel 2.126
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah sengketa pengusaha 7 5 10 15 15
pekerja

2 Jumlah perusahaan 221 230 257 270 320

3  Angka sengketa pengusaha- 31,67 21,74 38,91 55,56 47,50

pekerja per tahun
Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.2 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Persentase kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten

Maros yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan
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tahun 2016 mencapai 57%, kemudian meningkat hingga mencapai 67% pada

tahun 2020.

Masih rendahnya kasus antara pengusaha dan pekerja yang diselesaikan
melalui Perjanjian Bersama (PB) disebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
oleh perusahaan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga

pekerja memilih menyelesaikan kasus melalui ranah hukum atau pengadilan.

Tabel 2.127
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kasus yang diselesaikan 4 6 9 6 10
melalui perjanjian bersama (PB)

2 Jumlah kasus yang dicatatkan 7 6 10 12 15

3  Besaran kasus yang diselesaikan 57 100 90 50 67

dengan perjanjian bersama (PB)
Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar di
Kabupaten Maros dan ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang
tersedia. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat berdasarkan jumlah

kartu pencari kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan.

Walaupun capaian pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan
skill dan disiplin ilmu yang dimiliki masih cukup rendah, namun secara umum
besarannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 besaran
pencari kerja yang ditempatkan sebesar 16,31% kemudian meningkat pada tahun

2020 hingga mencapai 23,27%.

Masih rendahnya peyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros disebabkan
karena tingkat kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang terdaftar tidak sesuai
dengan syarat yang diinginkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, kualitas
tenaga kerja di Kabupaten Maros masih rendah baik dari segi pendidikan maupun
keterampilan sehingga banyak tenaga kerja yang terdaftar namun belum memiliki
pekerjaan.

Tabel 2.128
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pencari kerja yang 29 93 130 200 465
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2 Jumlah pencari kerja yang 637 1249 1350 1500 2000
terdaftar
3 Besaran pencari kerja yang 4,55 7,45 9,63 13,33 23,27

terdaftar yang ditempatkan
Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

Keselamatan dan Perlindungan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah
institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan

dan keselamatan lingkungan kerja.

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) pada tahun 2016 sebanyak 23 perusahaan dari 221 perusahaan yang
ada. Dengan demikian keselamatan dan perlindungan pada tahun 2016 sebesar
10,14%. Pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak

320 perusahaan dengan persentase 100%.

Capaian perusahaan yang menerapkan K3 sebesar 100% pada tahun 2020
disebabkan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan K3
dalam kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan tersebut tidak menerapkan
K3, maka izinnya dapat dicabut.

Tabel 2.129
Keselamatan dan Perlindungan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah perusahaan yang 23 35 40 52 320
menerapkan K3 (Kesehatan dan
Keselamatan Kerja) pada tahun n
2 Jumlah perusahaan di wilayah 221 230 257 270 320
kabupaten selama tahun n
3  Keselamatan dan perlindungan 10,41 15,22 15,56 19,26 100,00
Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maros dan BPIJS
Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama tentang kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi
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peserta BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2016 sebesar 66,12%, kemudian
meningkat hingga mencapai 75,46% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 besaran
pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan turun hingga sebesar 48,25%.

Menurunnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020
disebabkan banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi COVID-19. Akibat
adanya larangan beraktifitas yang cukup lama selama tahun 2020, mengakibatkan
banyak pelaku usaha bangkrut hingga akhirnya menutup usahanya yang kemudian

berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan/buruh.

Tabel 2.130
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah pekerja/buruh 8.050 10.160 11.176 12.294 8.333
jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

2 | Jumlah pekerja/buruh 12.175 14.500 15.370 16.292 17.270

3 Besaran Pekerja/Buruh Yang 66,12 70,07 72,71 75,46 48,25
Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS
Ketenakerjaan)

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah disebabkan karena kurang pahamnya buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut
menyebabkan informasi-informasi yang dianggap penting tidak sampai ke buruh
atau pengusaha. Pada tahun 2017 dan 2019 jumlah kejadian perselisihan buruh
dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah sebanyak 1 kasus, namun

kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Tabel 2.131
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah penyelesaian perselisihan 0 1 0 1 0
buruh dan pengusaha dengan
kebijakan pemda pada tahun n

2 | Jumlah kejadian perselisihan buruh 0 1 0 1 0
dan pengusaha dengan kebijakan
pemda

3  Perselisihan Buruh dan Pengusaha 0 100 0 100 0
Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021
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2.3.2.1.7 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kualitas dan

kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar kemampuan tenaga kerja

tersebut berada pada level yang diinginkan, maka diperlukan pelatihan-pelatihan

berbasis kompetensi terhadap para tenaga kerja tersebut.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 50%, dengan jumlah tenaga kerja

yang dilatih sebanyak 30 orang kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun

menjadi 36,49% dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 77 orang.

Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun

2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga

jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang

tersedia.

Tabel 2.132

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah tenaga kerja yang

dilatih

2 Jumlah pendaftar pelatihan
berbasis kompetensi

3  Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi

0 30 60 90 77
0 60 150 200 210
0 50,00 40,00 45,00 36,49

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.8 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di

Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 30 orang dengan besaran sebesar

20%. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan sebanyak

121 orang dengan besaran sebesar 69,00%.

Menurunnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada

tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19,

sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran

yang tersedia.
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Tabel 2.133
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 0 30 70 120 121

2 Jumlah pendaftar pelatihan 0 150 150 150 175
berbasis Masyarakat

3 Besaran tenaga kerja yang 0 20,00 46,67 80,00 69,00
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.9 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
di Kabupaten Maros pada tahun 2017 hingga tahun 2018 sebanyak 30 orang
dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 30%. Pada
tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 60

orang, dengan besaran tenaga kerja yang dilatih sebesar 60%.

Tabel 2.134
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah tenaga kerja yang dilatih 0 30 30 30 60

2 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis 0 100 100 100 100
kewirausahaan

3 Besaran tenaga kerja yang 0 30,00 30,00 30,00 60,00

mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.10 Rasio Lulusan S1/52/S3

Rasio lulusan S$1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan
terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah
penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/52/S3
Kabupaten Maros hingga tahun 2016 sebesar 0,048 atau sekitar 4 sampai 5 orang
per 1.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 rasio lulusan $1/52/S3 sebesar

0,051 atau sekitar 5 sampai 6 orang per 1000 penduduk.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di
Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah
Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten
Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa

pendidikan tinggi tidak terlalu penting.
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Tabel 2.135
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah lulusan S1/52/S3 16.570 14.151 14.151 14.576 19.934
2 Jumlah penduduk 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
3  Rasio Lulusan S1/S2/S3 0,048 0,041 0,041 0,041 0,051

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi
perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah

total pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah.

Pada tahun 2016 persentase perempuan di lembaga pemerintah di
Kabupaten Maros sebesar 7,53%, kemudian meningkat menjadi 18,06% pada
tahun 2020. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 4.180

orang pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 sebesar 7.410 orang.

Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2017 hingga tahun
2020 berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak
terlalu banyak pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020, bahkan pada tahun
2019 dan tahun 2020 tidak ada penerimaan ASN.

Tabel 2.136
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Pekerja perempuan di lembaga 4180 7.344 7.366 7.388 7.410
pemerintah
2 Jumlah pekerja perempuan 55.512 43.595 42.723 41.869 41.031

3  Persentase Partisipasi Perempuan 7,53 16,85 17,24 17,65 18,06
di Lembaga Pemerintah
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.2 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros
beradasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2019 hingga tahun 2024
sebanyak 9 orang dengan total kursi keanggotan DPRD di Kabupaten Maros
sebanyak 35 kursi. Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di

DPRD periode 2019-2024 sebanyak 25,71%.
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Bertambahnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten
Maros memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan
wakilnya di DPRD kepada perempuan.

Tabel 2.137
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah kursi DPRD yang 7 7 7 9 9
diduduki perempuan

2 Jumlah total kursi di 35 35 35 35 35
keanggortaan DPR

3 Persentase Kursi yang 20,00 20,00 20,00 25,71 25,71

Diduduki Perempuan di DPRD
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan
pada lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan

yang ada pada suatu wilayah tertentu.

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2016
sebesar 92,47%, kemudian menurun hingga mencapai 81,94% pada tahun 2020.
Jumlah pekerja perempuan swasta pada tahun 2016 sebanyak 51.332 orang,
kemudian menurun hingga mencapai 33.621 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.138
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Pekerja perempuan di lembaga 51.332 36.251 35.357 34.481 33.621

swasta
2 Jumlah pekerja perempuan 55.512 43.595 42.723 41.869 41.031
3  Partisipasi Perempuan di 92,47 83,15 82,76 82,35 81,94

Lembaga Swasta
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah
jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga

lainnya. KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya.

Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun
2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio KDRT sebesar 0,00037 dengan
kasus KDRT yang terlaporkan sebanyak 32 kasus. Sedangkan pada tahun 2020
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menurun hingga mencapai 0,00006 dengan kasus KDRT yang terlaporkan

sebanyak 6 kasus.

Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup
tinggi di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini
dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat,
sehingga kejadiannya dututupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Tabel 2.139
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah KDRT 32 51 38 28 6

2 Jumlah rumah tangga 85.723 87.437 89.186 90.970 92.789

3 Rasio KDRT 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 0,0000
7 8 3 1 6

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil.
Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas
tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan
kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.
Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14

tahun terhadap jumlah pekerja 5 tahun keatas.

Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak memiliki
tenaga kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten
Maros telah berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahan
ataupun pelaku usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur,
dan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan

dan pelaku usaha yang melanggar.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya
berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini
erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban

untuk mencari nafkah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2016

sebesar 40,41%, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 51.004 orang. Sedangkan
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pada tahun 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 43,63% dengan

jumlah angakatan kerja sebesar 60.013 orang.

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan
pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan,
utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat
pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya
angkatan kerja perempuan.

Tabel 2.140
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Angkatan Kerja 51.004 48.071 51.917 @56.070 60.013
Perempuan

2 Penduduk Usia Kerja 126.217 128.064 129.766 131.064 137.546
Perempuan

3 Partisipasi Angkatan Kerja 40,41 37,54 40,01 42,78 43,63
Perempuan

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu
Kabupaten Maros pada tahun 2016 tercatat sebanyak 21 orang, kemudian
meningkat pada tahun 2017 sebanyak 79 orang. Pada tahun 2020 jumlah

pengaduan menurun hingga mencapai 6 pengaduan/laporan.

Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah
ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat
dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan
perhatian terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.141
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan

Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pengaduan/laporan yang 21 79 6 6 6
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan
terpadu

2 Jumlah laporan/pengaduan yang 21 79 6 6 6

masuk ke uni pelayanan terpadu

3  Cakupan Perempuan dan Anak Korban 100 100 100 100 100
Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan
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Terlatih di dalam Unit Pelayanan
Terpadu
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana
KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang
mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah
tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100%
sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2020 menurun
hingga menjadi menjadi 4 kasus.

Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas
kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun
yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.142
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas
Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah korban KTP/A yang memperoleh 0 10 8 6 4
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
terlatih di puskesmas mampu tata laksana
KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

2 Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata 0 10 8 6 4
datang ke puskesmas mampu tatalaksana
kasus KTp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja
tertentu dalam kurun waktu tertentu

3 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban 0 100 100 100 100
Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di
Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial
Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan
Terpadu

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh palayanan rehabilitasi sosial
pada tahun 2017 sebanyak 28 orang, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 26

orang. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan
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sebanyak 22 orang. Seluruh korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-
anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah mendapatkan pelayanan sesuai
dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan layanan pada tahun 2017 hingga
tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.143
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi
Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah korban kekerasan yang

28 26 24 22
memperoleh pelayanan rehabsos
2 | Jumlah korban kekerasan yang
membutuhkan rehabsos 0 28 26 24 22
3  Cakupan layanan rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi 0 100 100 100 100

perempuan dan anak korban
kekerasan dalam unit pelayanan
terpadu
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan

Bantuan Hukum

Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di
Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 jumlah korban kekerasan
yang mendapatkan bantuan hukum sebanyak 34 orang kemudian menurun hingga
mencapai 2 orang pada tahun 2020. Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2016 hingga tahun

2020 mencapai 100%.

Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan
terpadu Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga
kesehatan, dan ahli hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara
maksimal dan tuntas.

Tabel 2.144
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan
Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah korban mendapat layanan 34 18 6 4 5
bantuan hukum

2 Jumlah korban yang membutuhkan
bantuan hukum

3  Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Yang

34 18 6 4 2

100 100 100 100 100
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Mendapatkan bantuan Hukum
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.11 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan
pemulangan sebesar 59,37%, kemudian meningkat hingga menjadi 100% pada
tahun 2020. Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun
2016 hingga tahun 2020 sebanyak 152 orang dengan jumlah korban yang tercatat
sebanyak 192 orang.

Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah
sakit, Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan
melakukan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga
masing-masing dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam

kelaurga dan lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel 2.145
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

7—77777‘
1 Jumlah perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan 19 28 32 34 40
pelayanan pemulangan
2 Jumlah perempuan dan anak korban
kekerasan yang tercatat di UPT
3  Cakupan Layanan Pemulangan Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

32 40 40 40 40

59,37 70,00 80,00 85,00 100,00

2.3.2.2.12 Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 32 orang. Dari
jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan
masyarakat sebanyak 20 orang (62,50%). Pada tahun 2020 Cakupan layanan
reintegrasi sosial sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban

kekerasan yang dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 40 orang.
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Tabel 2.146
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah perempuan dan anak 20 28 32 34 40
korban kekerasan yang disatukan
kembali ke keluarga, keluarga
pengganti dan masyarakat

lainnya

2 Jumlah perempuan dan anak 32 40 40 40 40
korban kekerasan yang tercatat
di UPT

3 Cakupan Layanan Reintegrasi 62,50 70,00 80,00 85,00 100

Sosial Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.13 Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-
laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan
terhadap APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan
memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan

keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016
hingga tahun 2017 berada di bawah 100. Dengan demikian dapat diketahui
bahwa jumlah siswa laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswa SD
perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 rasio APM
menunjukkan angka diatas 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada
tingkat SD pada tahun 2018 hingga tahun 2020 lebih banyak dibandingkan siswa
laki-laki.

Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah
pada tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan
untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.147
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 APM SD-Perempuan 86,24 94,61 100,00 100,00 99,63

2 APM SD Laki-Laki 99,39 100,00 99,47 99,50 99,25

3  Rasio APM Perempuan/Laki- 86,77 94,61 100,53 100,50 100,38
Laki di SD

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021
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2.3.2.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP

Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016
berada di diatas 100. Demikian juga pada tahun 2019 dan 2020, rasio APM SMP
perempuan terhadap laki-laki sebesar 106,74 dan 109,14. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa
perempuan. Sedangkan pada tahun 2017-2018 rasio APM menunjukkan angka
dibawah 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SMP pada
tahun 2018 -2017 lebih sedikit dibandingkan siswa laki-laki.

Lebih banyaknya perempuan vyang bersekolah pada tingkat SMP
dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar
lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD
tidak melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu
orang tuanya dalam menopang perekonomian keluarga.

Tabel 2.148
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 APM SMP-Perempuan 78,17 74,00 69,59 74,46 76,21
2 APM SMP Laki-Laki 71,45 = 7537 7421 69,76 69,83
3 | Rasio APM Perempuan/Laki-

Laki di SMP 109,41 98,18 93,77 106,74 109,14

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.15 Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-

24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 1-24 tahun
adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek
huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka
jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah
penduduk laki-laki, demikian sebaliknya apabila rasio >100 maka jumlah penduduk
perempuan yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-

laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24
tahun pada tahun 2016 sebesar 93,23%. Dengan demikian jumlah penduduk laki-
laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada

tahun 2020 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 100%. Hal ini
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memperlihatkan bahwa seluruh penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun
perempuan telah memiliki kekmampuan membaca dan menulis.

Tabel 2.149
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia
15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 AMH 15-24 Perempuan 86,99 99,66 100,00 100,00 @ 100,00

2 AMH 15-24 Laki-Laki 93,31 100,00 100,00 100,00 = 100,00
3 | Rasio Melek Huruf
Perempuan Terhadap Laki-
laki Pada Kelompok Usia 15-
24 Tahun
Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

93,23 99,66 100,00 100,00 100,00

2.3.2.3 Pangan

2.3.2.3.1 Ketersediaan pangan Utama

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah
dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini
berguna sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan

pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama, maka terlebih dahulu
harus diketahui kebutuhan pangan utama. Kebutuhan pangan utama diperoleh
dari perkalian antara jumlah penduduk dengan konstanta (0,109 ton) yang
merupakan kebutuhan pangan tiap orang per tahun. Kebutuhan pangan
Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 37.375 ton, kemudian meningkat menjadi
42.703 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.150
Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

e e i my W W e |

1 Kebutuhan pangan (ton) 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
2 Jumlah Penduduk (jiwa) 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774

3  Kebutuhan Pangan Utama 37.375 37.756 38.131 38.490 42.703
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2021

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan kebutuhan pangan serta
jumlah cadangan pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan utama Kabupaten
Maros menunjukkan persentase yang melebihi 100%. Pada tahun 2016
ketersediaan pangan utama sebesar 662,64%, sedangkan pada tahun 2020

persentase ketersediaan pangan utama sebesar 447,81%.
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Persentase pangan utama yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa
Kabupaten Maros mengalami surplus untuk ketersediaan pangan utama,
walaupun terdapat penurunan produksi pada tahun 2020. Tingginya produksi
pangan utama ini disebabkan adanya PERDA tentang larangan alih fungsi lahan
produktif serta pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah
untuk meningkatkan produksi petani. Adapun penurunan produksi pada tahun
2020, disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup ekstrim yang menyebabkan
waktu panen bergeser ke tahun berikutnya.

Tabel 2.151
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah cadangan pangan 247.663 243.578 248.450 250.314 191.232
(ton)

2 Jumlah kebutuhan pangan 37.375 37.756 @ 38.131 38.490 42.703
(ton)

3  Ketersediaan Pangan Utama 662,64 645,14 651,58 650,33 447,81
(%)

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2021

2.3.2.4 Pertanahan

2.3.2.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita
punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini
dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa

diganggu gugat.

Pada tahun 2016 persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Maros
sebesar 7,99%, atau seluas 12.943 ha. Pada tahun 2020 luas lahan bersertifikat
meningkat menjadi 23.801 ha atau 14,07% dari total luas wilayah Kabupaten

Maros.

Meningkatnya persentase luas lahan yang bersertifikat karena adanya
program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara
dalam penyelenggaraan sertifikat gratis bagi masyarakat, sehingga banyak
masyarakat yang melaksanakan pengurusan sertifikat. Selain Pemerintah
Kabupaten Maros juga melakukan sertifikasi terhadap seluruh asset baik tanah

maupun bangunan.
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Tabel 2.152
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah luas lahan 12.943 16.445 19.942  20.764  23.801
bersertifikat (Ha)

2 Jumlah luas wilayah (Ha) 161.912 161.912 161912 161.912 161.912

3  Persentase Luas Lahan 7,99 10,16 12,32 12,82 14,70
Bersertifikat

Sumber : Dinas Perum, Pertanahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Maros, 2021

2.3.2.4.2 Penyelesaian lzin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan
kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2016
hingga tahun 2020, penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Maros sebesar 100%.
Dimana setiap izin lokasi yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman
modal telah diterbitkan izin oleh dinas terkait.

Tabel 2.153
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlahizin lokasi 8 34 35 40 31
2 Permohonan izin lokasi 8 34 35 40 31
3 Penyelesaian lIzin Lokasi 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

Grafik 2.42
Jumlah lzin Lokasi Yang Dlterbitkan Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020
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Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2021
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2.3.2.5 Lingkungan Hidup
2.3.2.5.1 Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Maros

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan
disusunnya RPPLH adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat
dimanfaatkan hingga generasi berikutnya. Kabupaten Maros hingga saat ini belum
memiliki dokumen RPPLH. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dokumen RPPLH
Kabupaten Maros belum tersedia. Belum adanya dokumen RPPLH di Kabupaten
Maros tahun 2020 disebabkan adanya refokusing anggaran akibat pandemi

COVID-19.

2.3.2.5.2 Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten
Maros

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros hingga tahun
2020 belum memiliki dokumen RPPLH sehingga otomatis belum ada integrasi

antara dokumen perencanaan pembangunan dengan RPPLH.

2.3.2.5.3 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten Maros

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta
penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS merupakan instrumen yang
sangat penting dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan, rencana dan program. Pada
penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2015-2021 telah disusun dokumen
KLHS yang digunakan sebagai dokumen pendukung terkait kondisi dan masalah
lingkungan di Kabupaten Maros. Demikian juga dalam rangka penyusunan RPJMD
Kabupaten Maros tahun 2021-2026, penyusunan KLHS RPJMD juga telah

dilaksanakan.

2.3.2.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karaktaristik fisik,
kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif
terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Salah satu cara untuk mengukur

tingkat kualitas air adalah dengan menggunakan mentode perhitungan Indeks
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Kualitas Air. Tingkat pencemaran air di Kabupaten Maros berada di kategori cemar
ringan berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan pada Sungai Maros,

Sungai Bantimurung, Sungai Pute dan Sungai Rammang-Rammang.

Tabel 2.154
Indeks Pencemaran Air Sungai Kabupaten Maros Tahun 2020

1  Sungai Maros

a. Hulu 2.609 Cemar Ringan

b. Tengah 3.239 Cemar Ringan

c. Hilir 2.077 Cemar Ringan
2 Sungai Bantimurung

a. Hulu 1.563 Cemar Ringan

b. Tengah 1.207 Cemar Ringan

c. Hilir 3.196 Cemar Ringan
3 Sungai Pute

a. Hulu 2.358 Cemar Ringan

b. Tengah 1.388 Cemar Ringan

c. Hilir 4.604 Cemar Ringan
4  Sungai Rammang-rammang

a. Hulu 1.771 Cemar Ringan

b. Tengah 1.377 Cemar Ringan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

Dari hasil pengukuran indeks pencemaran di beberapa sungai, diperoleh
data bahwa nilai indeks kualitas air pada tahun 2020 sebesar 50 (nilai indeks)

dengan kategori cemar ringan.

Tabel 2.155
Nilai Rata-Rata Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Maros Tahun 2020

Memenuhi 0 0% 70 0
Cemar Ringan 11 100% 50 50
Cemar Sedang 0 0% 30 0
Cemar Berat 0 0% 10 0

Total 11 Nilai IKA 50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, indeks kualitas air Kabupaten
Maros berada pada kategori pencemaran sedang hingga ringan. Pada tahun 2016
nilai rata-rata hasil pengukuran indeks pencemaran air sebesar 45. Kemudian pada

tahun 2020 niai rata-rata indeks kualitas air sebesar 50.
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Tabel 2.156
Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Hasil Pengukur Indeks Kualitas air sedang sedang Ringan Ringan Ringan
2 Nilai rata-rata hasil perhitungan 45,00 47,00 50,00 50,00 50,00
indeks pencemaran air
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau
tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas
Udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbin monoksida

(CO) dan nitrogen oksida (NOx).

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan
kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks
Kualitas Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks
Kualitas Udara Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 78,33, kemudian
meningkat menjadi 83,89 pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten
Maros berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara
di Kabupaten Maros sangat baik.

Tabel 2.157
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Leu 0,49 0,23 0,27 0,26 0,39
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 78,33 92,78 90,56 @ 91,11 83,89
3 Kategori Baik  Unggul Unggul Unggul Sangat Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

leu : Rata-rata (SO2 hasil pemantauan dibagi mutu baku udara ambien SO2 Ref EU, dan NO2 hasil
pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO2 Ref EU). Baku mutu udara ambien referensi EU
untuk NO2 adalah 40 pg/m*® dan SO2 adalah 20 pg/m?3. Baku mutu udara ambien nasional
(pengukuran 1 tahun) untuk NO2 adalah 100 pg/m? dan SO2 adalah 60 ug/m3.

2.3.2.5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang
diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis
tutupan lahan tertentu yang menghasilkan sesuatu. Indek Kualitas Tutupan lahan
dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan tutupan hutan. Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 50,33. Kemudian

menurun pada menjadi 48,99 pada tahun 2020. Menurunnya luas tutupan hutan
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diakibatkan adanya pembukaan lahan hutan oleh masyarakat sekitar untuk
dijadikan lahan perkebunan.

Tabel 2.158
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 | Luas Tutupan Hutan (Ha) 60.900 60.900 60.900 58.540 58.540
2 Tutupan hutan 0,376 0,376 0,376 0,362 0,362
3 IKTL 50,33 50,33 50,33 48,99 48,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021
2.3.2.5.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi
awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada
lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan
hidup suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas
udara dan indeks tutupan hutan.

IKLH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan apabila berdasarkan
xapaian IKLH tahun 2016 dengan IKLH Tahun 2020. Namun secara umum IKLH
Kabuaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun
2020. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Maros sebesar 57,13 kemudian meningkat
pada tahun 2017 sebesar 62,07 dan tahun 2018 sebesar 62,30. Pada tahun 2019
IKLH Kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar 61,93 dan pada tahun 2020
kembali menurun sebesar 59,76.

Penurunan IKLH Kabupaten Maros disebabkan oleh Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Udara IKU). Penurunan IKLT akibat adanya
penurunan luas tutupan hutan setiap tahunnya akibat penggunaan lahan hutan
oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan. Sedangkan Indeks Kualitas Udara juga
menunjukkan peningkatan menuju udara vyang tidak sehat sehingga
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Untuk indeks pencemaran air,
walaupun menunjukkan peningkatan namun peningkatan pencemaran sangat

sedikti dan masih masuk kategori cemar ringan.
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Garfik 2.43
Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.8 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha
dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap lzin Lingkungan Izin PPH
dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha
atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahun tahun 2016 kegiatan pembinaan dan
pengawasan terkait izin PPH dan PUU LH mencapai 37 %, kemudian meningkat
pada tahun 2017 sebesar 71,11 %. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase
pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai

100 %.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang
mengajukan izin lingkungan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap
kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan izin

yang diberikan.

Capaian pembinaan dan pegawasan terkait ketaataan izin lingkungan
dapat mencapai 100% selama tiga tahun terakhir disebabkan Pemerintah
Kabupaten Maros sangat berkomitmen untuk menjaga iklim usaha dan investasi
yang di Kabupaten Maros, sehingga diharapkan tidak adanya keberatan dari

masyarakat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.
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Grafik 2.44
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha
dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH
dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.9 Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan
(PPLHD)

Pejabat Pengawas Pengawas Lingkungan (PPLHD) memiliki kewenangan
melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan
Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya PPLHD harus dilengkapi dengan
pengetahuan dan kompetensi yang baik tentang lingkungan serta sarana dan
prasarana yang memadai. Jumlah PPLHD yang telah dilatih di Kabupaten Maros
pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 1 orang. Demikian juga dengan
jumlah sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum dari tahun
2016-2020 tidak mengalami peningkatan, yakni hanya ada 1 (satu) sarana
prasarana PPLHD.

2.3.2.5.10 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup ada penghargaan yang diberikan kepada
orang atau kelompok atas jasanya dalam melaksanakan pelestarian lingkungan
hidup. Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten

Maros telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Penghargaan lingkungan, yang dalam hal ini adalah Adipura, merupakan

dampak dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga kelestarian
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lingkungan dan dengan cara pembersihan saluran drainase, membersihkan dan
menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan,
sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman

pohon dan pot bunga untuk penghijauan.

2.3.2.5.11 Pengaduan Masyarakat Terkait lzin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang

Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Lokasi Usaha dan
Dampaknya di Daerah Kabupaten Maros

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terbitkan setiap
tahunnya di Kabupaten Maros telah ditindaklanjuti, sehingga cakupannya
mencapai 100%. Jumlah pengaduan pada tahun 2016 sebanyak 7 pengaduan,
kemudian meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 9 pengaduan,

kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 13 pengaduan.

Setiap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan ditindaklanjuti
dengan cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, apabila ditemukan
pelanggaran maka Pemerintah Kabupaten Maros akan menyerahkannya kepada

pihak kepolisian sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Tabel 2.159
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang
Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Lokasi Usaha Dan
Dampaknya Di Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1  Pengaduan masyarakat yang
ditangani
2 Total jumlah pengaduan
masyarakat yang teregistrasi
3  Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
Yang Diterbitkan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota, lokasi
usaha dan dampaknya di daerah
Kabupaten Maros
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

7 9 9 13 13

7 9 9 13 13

100 100 100 100 100

2.3.2.5.12 Timbulan Sampah Yang Tertangani

Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya
dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat

setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan.

Pada tahun 2016 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar
30% dengan jumlah volume sampah sebesar 61.036 m3. Sedangkan pada tahun

2020 persentase timbulan sampah yang tertangani meningkat pesat hingga
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mencapai 89,04%, dengan jumlah volume sampah yang tertangani sebesar

190.760 m?3.

Tingginya timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Maros
disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik
berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah
Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga
kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara
maksimal.

Tabel 2.160
Timbulan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Volumetimbulansampah o\ 2 179677 182779 186.682 190.760
yang ditangani (m3)

2 | Total timbulan sampah
(m3)
3  Timbulan Sampah Yang
Ditangani (%)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

203.454 205.509 207.585 209.682 214.229

30,00 87,43 88,05 89,03 89,04

Jumlah timbulan sampah yang terbanyak berada di Kecamatan Mandai
dengan jumlah timbulan sebesar 28.321 m3. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk
di Kecamatan Mandai pada tahun 2020 merupakan yang terbesar di Kabupaten
Maros dengan jumlah 51.801 jiwa.

Tabel 2.161
Timbulan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2020

Timbulan | Tertangani Timbulan Tertangani

Turikale 48.558 7.086.986 6.787.112 26.543 25.420
Mandai 51.801 7.561.778  5.683.382 28.321 21.286
Marusu 34.324 5.010.574  4.077.652 18.766 15.272
Lau 27.542 4.021.132  4.085.437 15.060 15.301
Bantimurung 32.825 4.793.326  4.563.566 17.953 17.092
Maros Baru 28.360 4.141.144  4.066.182 15.510 15.229
Bontoa 30.604 4.467.308 4.145.632 16.731 15.527
Simbang 25.538 3.729.424  3.353.532 13.968 12.560
Tanralili 30.964 4.518.700 3.447.111 16.924 12.911
Tompobulu 15.932 2.327.970  2.191.086 8.719 8.206
Moncongloe 23.728 3.466.332  2.489.774 12.983 9.325
Cenrana 14.562 2.076.266 = 2.139.251 7.776 8.012
Camba 14.223 2.127.804  2.029.791 7.969 7.602
Mallawa 12.813 1.870.406 @ 1.873.359 7.005 7.016
Total 391.774 57.199.150 50.932.867 214.229 190.760

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021
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2.3.2.5.13 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola
melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan
lain-lain. Jumlah sampah yang dikelola melalui sistem 3R di Kabupaten Maros
pada tahun 2016 sebesar 0,47% dengan jumlah sampah yang terkurangi melalui
3R sebanyak 963 ton, kemudian meningkat hingga menjadi 0,43% dengan jumlah

sampah yang terkurangi sebesar 913 ton.

Sampah yang terkurangi melalui 3R melalui bank sampah dan kompos.
Kapasitas bank sampah Kabupaten Maros sebesar 2 ton/hari sehingga dalam
setahun dapat menampung 530 ton. Kemudian melalui pengomposan dengan
daya tampung 0,5 ton/hari, sehingga daya tampung dalam setahun sebesar 182,5
ton. Daya tampung pengelolaan sampah melalui 3R masih sangat kecil
dibandingkan produksi sampah vyang terus bertambah setiap harinya.
Perkembangan jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R di Kabupaten Maros

tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melaui 3R (%)
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Sampah yang terkurangi
melalui 3R adalah jumlah
sampah yang dikelola
melalui aktifitas 3R seperti
bank sampah, pusat daur 965 1.053 913 913 913
ulang, pengomposan, dan
lain-lain dan tidak diangkut
ke TPA atau dibuang ke
lingkungan (m3)
2 | Total timbulan sampah (m3) 203.454 205.509 207.585 209.682 211.229
3  Persentase Sampah Yang
Terkurangi Melaui 3R (%)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

0,47 0,51 0,44 0,44 0,43

2.3.2.5.14 Persentase Cakupan Areal Pelayanan

Cakupan areal pelayanan adalah luas areal yang mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah. Sejak tahun 2016 luas areal yang dilayani pengelolaan
sampah sebesar 171,29 km?, dengan persentase 10,58%. Pada tahun 2018 hingga
tahun 2020 persentase areal pelayanan sebesar 12,69% dengan luas areal

pelayanan sebesar 205,45 km?. Persentase areal pelayanan pengelolaan sampah
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tidak berubah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 disebabkan areal seluas 205,45
km? adalah luas areal yang dihuni oleh penduduk.

Tabel 2.163
Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 | Luas area pelayanan 171,29 188,29 205,45 205,45 205,45
pengelolaan sampah (km?)
2 | Luas area kabupaten/kota = 1619,12 1619,12 1619,12 1619,12 1619,12
(km?)
3  Persentase cakupan area 10,58 11,63 12,69 12,69 12,69
pelayanan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.15 Persentase Sampah Yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang ditangani besarannya hampir sama
dengan persentase volume sampah yang ditangani. Hal ini disebabkan jumlah
sampah dengan volume sampah sama jumlahnya (1m3 = 0,25 ton). Persentase
jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar

3,00%, kemudian meningkat menjadi 9,03 % pada tahun 2020.

Persentase sampah yang tertangani cukup tinggi di Kabupaten Maros
disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik
berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah
Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga
kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara
maksimal.

Tabel 2.164
Persentase Sampah Yang Tertangani Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Jumlah sampah yang tertangani 1.526 4.492 4569 4.667 4.769
(ton)
2 Total jumlah timbulan sampah di  50.864 51.377 51.896 52.421 52.807
kabupaten/kota (ton)
3  Persentase Sampah yang 3,00 8,74 8,81 8,90 9,03
tertangani (%)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.16 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Maros

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA berhubungan dengan program Adipura.
Nilai TPA di Kabupaten Maros Tahun 2016 sebesar 78,71 dan tahun 2017-2020
sebesar 89,79%.
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Tabel 2.165

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1 Nilai TPA (Program Adipura) >/=71 78,71 89,79 89,79 89,79 89,79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.3.2.6.1 Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP menunjukkan jumlah penduduk wajib KTP (umur

17 tahun keatas) pada suatu wilayah yang telah memiliki KTP. Rasio penduduk ber

KTP di Kabupaten Maros baru dapat dihitung pada tahun 2017 dikarenakan pada

tahun 2016 sistem informasi kependudukan masih tahap pengembangan.

Pada tahun 2017 rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk sebesar

0,88 kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 0,98 pada tahun 2019. Namun

pada tahun 2020 rasio penduduk ber KTP kembali menurun dengan rasio sebesar

0,86.

Penurunan rasio penduduk ber KTP pada tahun 2020 disebabkan adanya

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama

bulan maret hingga mei 2020. Walaupun pelayanan dilakukan secara online,

namun pelayanan KTP yang dapat diberikan kepada masyarakat sangat terbatas.

Tabel 2.166
Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah penduduk usia > 17 - 246.872 259.707 266.333 239.236
Tahun Yang Ber KTP
2 Jumlah penduduk usia . 17 - 279.399 268.811 271.768 278.650
Tahun atau telah menikah
3 Rasio Penduduk Ber KTP Per - 0,88 0,97 0,98 0,86
Satuan Penduduk
Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021
Tabel 2.167
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020
|
Laki-Laki Perempuan Total \
1 Mandai 14.997 15.353 30.330
2 Camba 4.488 4.891 9.379
3 Bantimurung 9.901 10.660 20.561
4 Maros Baru 6.640 8.701 17.341
5 Bontoa 9.374 9.789 19.136
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Laki-Laki Perempuan Total \

6 Mallawa 4.128 4.312 8.440
7 Tanralili 9.383 9.496 18.879
8 Marusu 10.119 10.461 20.580
9 Simbang 7.916 8.258 16.174
10 Cenrana 4.620 5.067 9.687
11 Tompobulu 4.499 4.476 8.975
12 Lau 8.559 8.917 17.476
13 Moncongloe 5.734 5.843 11.577
14 Turikale 14.934 15.758 30.701

Maros 117.254 121.982 239.236

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.2 Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran adalah jumlah bayi yang memiliki dokumen
akta kelahiran. Jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Maros pada tahun 2016
sebanyak 12.274 orang, dari jumlah tersebut jumlah bayi yang telah memiliki
dokumen akta kelahiran sebanyak 11.715 orang, dengan demikian rasio bayi
berakta kelahiran pada tahun 2016 sebesar 0,95. Pada tahun tahun 2019 rasio
bayi berakta kelahiran meningkat hingga mencapai 0,98, namun pada tahun 2020

rasio bayi berakta kelahiran menurun menjadi 0,91.

Seperti halnya dokumen KTP, penurunan penerbitan akta kelahiran juga
disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor
pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros
mengalami penutupan selama bulan Maret hingga Mei 2020.

Tabel 2.168
Rasio Bayi Berakta kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 | Jumlah bayi berakta kelahiran 11.715 12.961 14.406 16.010 16.353
2 Jumlah bayi 12.274 13.501 14.852 16.337 17.970

3  Rasio Bayi Berakta kelahiran 0,95 0,96 0,97 0,98 0,91
Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.3 Rasio Pasangan Berakta Nikah

Jumlah pasangan yang memiliki akta nikah yang terdapat di Dinas
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pasangan yang beragama
non muslim, dikarenakan data untuk akta nikah bagi penduduk yang beragama

muslim bearada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.

Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Maros cukup kecil,

dimana pada tahun 2017 rasio nya sebesar 0,17, yang berarti dari 94.400
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pasangan nikah di Kabupaten Maros, hanya 15.700 pasangan yang memiliki akta.
Pada tahun 2020 rasio pasangan berakta nikah Kabupaten Maros meningkat
menjadi 0,53 dengan jumlah pasangan yang memiliki akta sebanyak 49.592

pasangan.

Rasio pasangan berakta nikah sangat kecil apabila dilihat dari jumlah
pasangan yang telah menikah. Hal ini disebabkan data yang berada di Kantor
Kementerian Agama belum belum terintegrasi dengan data yang berada di Dinas
Dukcapil Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 telah dilakukan MOU antara Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Maros dan Dinas Dukcapil dalam hal integrasi
data sehingga nantinya seluruh pasangan yang memiliki akta nikah dapat tercatat

di Sistem Dinas Dukcapil baik muslim maupun non muslim.

Tabel 2.169
Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

1  Jumlah pasangan nikah - 15.700 17.426 25.000 49.592
berakta nikah

2 | Jumlah keseluruhan pasangan - 94.400 93.535 94.325 94.410
nikah

3  Rasio Pasangan Berakta Nikah - 0,17 0,19 0,27 0,53

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

Tabel 2.170
Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkawinan Tercatat Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Laki-Laki Perempuan Total

1 Mandai 3.597 2.654 7.251
2 Camba 717 720 1.437
3 Bantimurung 1.866 1.870 3.736
4 Maros Baru 1.782 1.795 3.577
5 Bontoa 2.198 2.315 4513
6 Mallawa 632 623 1.255
7 Tanralili 2.433 2.433 4.866
8 Marusu 2.185 2.176 4.361
9 Simbang 1.603 1.642 3.245
10 Cenrana 824 822 1.646
11 Tompobulu 706 700 1.406
12 Lau 1.665 1.680 3.345
13 Moncongloe 1.364 1.385 2.749
14 Turikale 3.088 3.117 6.205
Maros 24.660 24.932 49.592

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021
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2.3.2.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Maros

Database kependudukan adalah data-data yang menerangkan legalitas
penduduk dalam suatu wilayah, seperti Nomor Induk kependudukan (NIK), Kartu
Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta
Nikah, dll. Data base kependudukan skala Kabupaten Maros telah tersedia sejak
tahun 2016 hingga 2020. Keseluruhan database ini terangkum dalam Sistem
Informasi Kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Maros.

2.3.2.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
Kabupaten Maros telah menerapkan KTP Nasional dengan basis Nomor Induk
kependudukan. Namun belum seluruh penduduk Kabupaten Maros memiliki E-
KTP walaupun jumlahnya sangat kecil. Hal ini disebabkan ada beberapa penduduk
yang tinggal di pelosok desa dan sudah berumur yang tidak melakukan perekaman

ulang untuk memperoleh E-KTP.

2.3.2.6.6 Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penertiban Kartu Penduduk adalah jumlah kartu penduduk yang
diterbitkan. Penertiban KTP harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan
tujuan agar setiap penduduk tidak memiliki KTP ganda. Dengan demikian dapat
diketahui jumlah penduduk yang pasti dalam suatu wilayah berdasarkan dokumen

administrasi kependudukan yang dimilikinya (KTP).

Cakupan penertiban KTP di Kabupaten Maros sudah cukup baik. Pada
tahun 2017 sebesar 88,95%, kemudian meningkat menjadi 97,99% pada tahun
2018. Namun pada tahun 2020 cakupan penertiban KTP sedikit menurun hingga

mencapai 88,58% dengan jumlah KTP yang di terbitkan sebanyak 239.236 lembar.

Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan adanya penutupan
kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Maros selama bulan Maret hingga September
tahun 2020 serta diberhentikannya pelayanan perekaman KTP keliling diakibatkan
Pandemi Covid-19. Akibat dari penutupan kantor tersebut, jumlah masyarakat
yang akan melakukan. Walaupun pada bulan Oktober hingga Desember pelayanan
Kembali dibuka, namun jumlah masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP

sangat dibatasi.
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Tabel 2.171
Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah KTP Ber-NIK Yang - 248.512 263.399 271.768 239.236
Diterbitkan

2 Jumlah penduduk wajib - 279.399 268.811 271.768 270.091
KTP

3 Cakupan Penertiban Kartu - 88,95 97,99 93,00 88,58

Tanda Penduduk (KTP)
Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

Tabel 2.172
Jumlah Penduduk Wajib KTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Laki-Laki Perempuan Total ‘

1 Mandai 17.181 17.380 34.561
2 Camba 5.311 5.735 11.046
3 Bantimurung 11.357 11.921 23.278
4 Maros Baru 9.981 9.904 19.885
5 Bontoa 10.817 11.110 21.927
6 Mallawa 4.824 4.998 9.822
7 Tanralili 10.889 10.909 21.798
8 Marusu 11.171 11.491 22.662
9 Simbang 8.750 9.116 17.866
10 Cenrana 5.231 5.588 10.819
11 Tompobulu 5.549 5.479 11.028
12 Lau 9.413 9.713 19.126
13 Moncongloe 6.572 6.650 13.222
14 Turikale 16.175 16.876 22.051

MAROS 133.221 136.870 270.091

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021
2.3.2.6.7 Cakupan Penertiban Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran
Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang
dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor
Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk memperoleh Pelayanan

Masyarakat Lainnya.

Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran di Kabupaten
Maros menunjukkan peningkatan yang cukup baik selama kurun waktu 2016-
2020. Pada tahun 2016 cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 95,45%,
dimana dari 12.274 jumlah kelahiran, jumlah penduduk yang memiliki akta lahir
sebanyak 11.715 orang. Angka terus meningkat hungga tahun 2019 yakni sebesar

98,93%. Namun pada tahun 2020 cakupan penertiban akta kelahiran menurun

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-164



RPJIMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

hingga menjadi 83,39%. Menurunnya cakupan penertiban akta kelahiran juga
disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Tabel 2.173
Cakupan Penertiban Akta Kelahiran
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

1  Jumlah penduduk lahir dan
memperoleh akta kelahiran di 11.715 11.867 11.851 11.980 10.200
tahun bersangkutan

2 Jumlah kelahiran di tahun

bersangkutan 12.274 12.115 12.069 12.110 12.231
3 Cakupan Penertiban Akta 95,45 97,95 98,19 98,93 83,39
Kelahiran

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di desa,
diperlukan sarana prasarana perkantoran yang baik. Hal ini diperlukan agar
masyarakat yang memerluakn pelayanan di kantor-kantor desa merasa nyaman

dan terlayani denga dengan baik.

Jumlah desa di Kabupaten Maros sebanyak 80 desa yang tersebar di 14
kecamatan yang ada. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa
yang baik di Kabupaten Maros memerlukan perhatian khusus. Walaupun
persentasenya sudah mencapai 80%. Cakupan sarana perkantoran desa dalam
kondisi baik pada tahan 2016 sebesar 82,50% kemudian meningkat mejadi 86,35%
pada tahun 2020. Dari 80 kantor desa yang ada, masih ada 11 kantor desa yang

harus diperbaiki dengan kategori kurang layak.

Perbaikan kantor desa merupakan tanggung jawab des aitu sendiri
dikarenakan perbaikannya berada dalam porsi anggaran dana desa yang dikelola
oleh desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas PMD hanya
melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik, termasuk
kegiatan perbaikan kantor desa dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 2.174
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah kantor pemerintah 66 66 66 69 69
desa yang baik
2 | Jumlah seluruh 80 80 80 80 80

pemerintahan desa
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3 Cakupan Sarana Prasarana 82,5 82,5 82,5 86,25 86,25
Perkantoran Pemerintah
Desa Yang Baik
Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.175
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

Baik Kurang Baik  Tidak Layak Jumlah % Baik

Maros 69 11 0 80 86,25
1 Bantimurung 6 0 0 6 100,00
2 Bontoa 5 3 0 8 62,50
3 Camba 5 1 0 6 83,33
4  Cenrana 7 0 0 7 100,00
5 Llau 2 0 0 2 100,00
6 Mallawa 10 0 0 10 100,00
7 | Mandai 4 0 0 4 100,00
8 Maros Baru 3 1 0 4 75,00
9 Marusu 6 1 0 7 85,71
10  Moncongloe 5 0 0 5 100,00
11  Simbang 5 1 0 6 83,33
12 | Tanralili 6 1 0 7 85,71
13 Tompobulu 5 3 0 8 62,50
14 Turikale 0 0 0 0 0,00

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

2.3.2.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka
menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, lembaga pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat
terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan

aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata kelompok binaan LPM di Kabupaten Maros dari tahun 2016
hingga tahun 2020 sebanyak 1 LPM, dengan demikian dapat diketahui bahwa

setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Maros telah memiliki LPM.

Tabel 2.176
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah Kelompok Binaan LPM 103 103 103 103 103
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2 Jumlah LPM 103 103 103 103 103
3 Rata-rata Jumlah Kelompok 1 1 1 1 1
Binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.177
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

Jumlah Aktif Persen Rata-Rata |

1 Bantimurung 8 8 100 1
2 Bontoa 9 9 100 1
3 Camba 8 8 100 1
4 Cenrana 7 7 100 1
5 Lau 6 6 100 1
6 Mallawa 11 11 100 1
7 Mandai 6 6 100 1
8 Maros Baru 7 7 100 1
9 Marusu 7 7 100 1
10 Moncongloe 5 5 100 1
11 Simbang 6 6 100 1
12 Tanralili 8 8 100 1
13 Tompobulu 8 8 100 1
14 Turikale 7 7 100 1

MAROS 103 103 100 1

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

2.3.2.7.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK adalah singkatan dari Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah organisasi
kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam
pembangunan. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan,
pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan

mandiri.

Rata-rata kelompok binaan PKK di Kabupaten Maros tahun 2016 hingga
tahun 2020 sebesar 9,58%, dimana jumlah PKK sebanyak 118 PKK dengan jumlah
kelompok binaan PKK sebanyak 1.131. Stagnannya jumlah kelompok binaan PKK
selama 5 tahun terkahir dikarenakan jumlah kelompok binaan sudah mencapai
batas maksimal sehingga tidak ada penambahan.

Tabel 2.178
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Jumlah kelompok binaan 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
PKK

2 Jumlah PKK 118 118 118 118 118

3 Rata-Rata Jumlah 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58
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Kelompok Binaan PKK
Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.179
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Jumlah Aktif Persen Rata-Rata \

1 Bantimurung 1.130 1.130 100 8,22
2 Bontoa 74 74 100 11,70
3 Camba 117 117 100 8,22
4 Cenrana 74 74 100 7,88
5 Lau 63 63 100 7,86
6 Mallawa 55 55 100 9,75
7 Mandai 117 117 100 15,71
8 Maros Baru 110 110 100 8,50
9 Marusu 68 68 100 8,25
10 Moncongloe 66 66 100 9,00
11 Simbang 54 54 100 10,14
12 Tanralili 71 71 100 10,56
13 Tompobulu 95 95 100 7,56
14 Turikale 68 68 100 12,25

MAROS 1.131 1.131 100 9,58

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

2.3.2.7.4 Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh
perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Maros
menunjukkan tren positif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase LSM
aktif apda tahun 2016 sebesar 69,53% kemudian pada tahun 2020 meningkat
menjadi 100%.

Tabel 2.180
Persentase LSM Aktif Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah LSM Aktif 9 10 12 16 16
2 Jumlah Seluruh LSM 13 14 16 16 16
3  Persentase LSM Aktif 69,23 71,43 75,00 100,00 100,00

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Maros, 2021

2.3.2.7.5 Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu adalah (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan
dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh

petugas kesehatan.
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Jumlah posyandu di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Pada tahun persentase posyandu aktif sebesar 74,94%,
kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Selain persentase posyandu
yang aktif mencapai 100%, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 posyandu di
Kabupaten Maros terus bertambah, dimana pada tahun 2016 jumlah posyandu

sebanyak 395 kemudian pada tahun 2020 menjadi 410 posyandu.

Semakin banyaknya posyandu dan keaktifan yang mencapai 100%
disebabkan giatnya PKK Kabupaten Maros dalam meningkatkan kuantitas dan
pelayanan posyandu, utamanya kader-kader posyandu. Kader-kader posyandu
tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan
kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa dan
kelurahan.

Tabel 2.181
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Jumlah Posyandu Aktif 296 312 370 375 382
2 Jumlah Seluruh Posyandu 395 399 403 375 382
3  Persentase Posyandu Aktif 74,94 78,20 91,91 100,00 100,00

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.182
Persentase Posyandu Aktif Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1 Bantimurung 38 38 100
2 Bontoa 40 40 100
3 Camba 21 21 100
4 Cenrana 18 18 100
5 Lau 25 25 100
6 Mallawa 34 34 100
7 Mandai 27 27 100
8 Maros Baru 16 16 100
9 Marusu 22 22 100
10 Moncongloe 15 15 100
11 Simbang 29 29 100
12 Tanralili 40 40 100
13 Tompobulu 31 31 100
14 Turikale 26 26 100

MAROS 382 382 100

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021
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2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah
penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah

memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami perubahan
setiap tahunnya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,20%.
Tahun 2020 setelah diadakan sensus penduduk dimana BPS bekerja sama dengan
Dinas Dukcapil diperoleh jumlah penduduk sebesar 391.774 orang dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 2,01%.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun
2020 disebabkan banyaknya migrasi penduduk dari Kota Makassar ke Kabupaten
Maros. Migrasi paling banyak terjadi di kecamatan yang berbatasan langsung
dengan Kota Makassar yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu.

Tabel 2.183
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Pt 342.890 346.383 349.822 353.121 391.774
2 Po 319.002 319.002 319.002 319.002 319.002
3 0t 6 7 8 9 10
4  pt/po 1,07 1,09 1,10 1,11 1,23
5 1/t 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10
6 | In(Pt/po) 0,07 0,08 0,09 0,10 0,21
7  Laju Pertumbuhan 1,20 1,18 1,15 1,13 2,01
Penduduk
Sumber : BPS dan Dinas PPKB Kab. Maros, 2021
Keterangan :

Pt :Jumlah Penduduk pada tahunt

Po :Jumlah penduduk pada tahun dasar (2010)
T : Jangka waktu

R : Laju Pertumbuhan Penduduk

2.3.2.8.2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR
adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa

usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran total penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren
penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2019, namun meningkat pada tahun
2020. Pada tahun 2016 angka TFR Kabupaten Maros sebesar 2,37 kemudian

menurun hingga mencapai 2,32 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020
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angka TFR Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 2,37. Berdasarkan data
tersebut diketahui bahwa ibu yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Maros

memiliki anak sebanyak 2-3 orang.

Meningkatnya angka TFR pada tahun 2020 disebabkan tingkat pendidikan
wanita berusia 15-49 tahun yang masih cukup rendah serta banyak wanita yang
putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu masih
adanya budaya masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda

juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka TFR di Kabupaten Maros.

Tabel 2.184
Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Maros 2020

1 2 3 4
15-19 17.675 2.327 13,17
20-24 16.040 8.064 50,27
25-29 15.919 12.304 77,29
30-34 15.288 12.849 84,05
35-39 13.671 12.924 94,54
40-44 13.089 11.395 87,06
45-49 13.266 9.089 68,51

TFR 2,37

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Gambaran perkembangan TFR Kabupaten Maros tahun 2016-2020 dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.45
Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020
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Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021
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2.3.2.8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam
Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat
kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor

terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Untuk mewujudkan Kampung KB sesuai dengan standar yang diinginkan
maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai
leading sector harus bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya. Pada tahun
2016 belum ada perangkat daerah yang berperan dalam pembentukan kampung,
kemudian pada tahun 2017 persentase perngkat daerah yang berperan dalam
pembangun sebessr 9,09%. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang
berpartisipasi dalam pembangunan kampung KB sebesar 22,22%

Tabel 2.185
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif
Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah perangkat daerah
yang berperan aktif di 0 4 7 10 10
kampung KB
2 Jumlah seluruh perangkat a4 44 44 44 a4
daerah

3  Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan) Yang
Berperan Aktif Dalam 0,00 9,09 15,91 22,73 22,22
Pembangunan Daerah
melalui Kampung KB
Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan
Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk mempengaruhi
pertumbuhan penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang
kependudukan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk

adalah dengan menyusun dokumen Rancangan Induk Pengendalian penduduk.

Penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian penduduk
dalam tentu memerlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk Perangkat

Daerah yang berhubungan dengan perencanaan dan kependudukan. Persentase
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Perangkat Daerah (PD) yang menyusun dan menafaatkan Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk sampai tahun 2016 sebesar 31,82%, dimana dari 44
perangkat daerah yang ada, 14 PD diantaranya ikut serta dalam penyusunan atau
ikut memanfaatkan dokumen tersebut. Pada tahun 2020 jumlah PD yang
memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak 11 PD dengan

persentase sebesar 24,44%.

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan rancangan induk
pengendalian penduduk tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan PD tersebut,
apabila kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk telah selesai
maka PD tersebut tidak memerlukan lagi rancangan induk tersebut.

Tabel 2.186
Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun Dan
Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Jumlah perangkat daerah
ytang menyusun dan

14 23 32 41 11
memanfaatkan rancangan
induk pengendalian penduduk
2 Jumlah seluruh perangkat 44 44 44 44 44

daerah
3 Persentase Perangkat Daerah
(Badan/Dinas) Yang
Menyusun dan 31,82 52,27 72,73 93,18 24,44
memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian Penduduk
Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.5 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur
Tentang Pengendalian Penduduk

Untuk dapat mencapai sasaran pengendalian penduduk yang diharapkan,
sesuai dengan target dalam Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Maka
diperlukan payung hukum vyang kuat agar seluruh kegiatan yang
berhubungandengan kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
(PD) dapat berpedoman pada Rancangan Induk pengendalian Penduduk.
Kabupaten Maros belum memiliki kebijakan baik Peraturan Daerah Maupun

Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.
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2.3.2.8.6 Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter
dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Pembangunan

Parameter dan proyeksi penduduk sangat penting diketahui dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan. Dikarenakan dengan data tersebut,
dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil kemudian sesuai dengan
kondisi penduduk di masa datang. Jumlah sektor yang menyepakati dan
memanfaatkan data profil Kabupaten Maros tahun 2016 hingga tahun 2020

sebanyak 7 sektor.

2.3.2.8.7 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan
Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur,
pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup,
kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama,
serta lingkungan. Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat
penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat
universal dan memiliki spektrum vyang sangat luas. Kerjasama dengan
penyelenggara pendidikan tentang kependudukan telah dilakukan di Kabupaten
Maros. Kerjasama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan pembentukan
Sekolah Siaga Kependudukan untuk sekolah lanjutan pertama. Selain itu telah
dilakukan distribusi modul dan buku tentang kependudukan ke sekolah-sekolah,
baik SD maupun SMP.

Tabel 2.187
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal
dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1  Jumlah Kerjasama Penyelengggaraan
Pendidikan Formal, Non Formal dan
Informal yang melakukan Pendidikan
Kependudukan
Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

0 0 0 2 14

2.3.2.8.8 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga sangat erat hubungannya dengan
angka kelahiran total (TFR). Secara umum rata-rata jumlah anak per keluarga di

Kabupaten Maros sebanyak 1-2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
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program kelaurga berencana berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anak per

keluarga tidak lebih dari 2 orang.

Cukup rendahnya rata-rata jumlah anak per keluarga disebabkan
Pemerintah Kabupaten Maros gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
secara umum dan pasangan usia subur secara khusus tentang pentingnya program
KB dalam keluarga serta distribusi alat kontrasepsi yang merata ke seluruh
kecamatan.

Tabel 2.188
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1  Jumlah Anak 139.994 141.281 144.083 139.707 138.908

2 | Jumlah Keluarga 86.435 87.196 88.940 90.719 90.707

3 Rata-rataJumlah anak per 162 162 162 154 153
kelurga

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.189
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

1  Mandai 8.713 14.135 1,62
2  Camba 4.093 4.527 1,11
3 | Bantimurung 8.624 13.413 1,56
4 Maros Baru 6.448 10.215 1,58
5 Bontoa 7.591 11.910 1,57
6  Malllawa 3.532 4.500 1,27
7  Tanralili 7.354 10.842 1,47
8 Marusu 7.553 11.899 1,58
9  Simbang 6.479 9.793 1,51
10 | Cenrana 3.937 5.344 1,36
11 Tompobulu 4.130 6.574 1,59
12  Lau 7.092 11.192 1,58
13 Moncong Loe 4.809 8.370 1,74
14 Turikale 10.352 16.194 1,56

JUMLAH 90.707 138.908 1,53

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.9 Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yangmengikuti gerakan KB
dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan
untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi, karena
pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan

keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran.
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Rasio akseptor KB Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 56,95%
dimana dari 54.018 PUS yang ada, sebanyak 30.763 adalah akseptor KB. Pada
tahun 2020 rasio akseptor KB meningkat hingga mencapai 70,05%, dimana dari
64.682 PUS yang ada, sebanyak 45.307 adalah akseptor KB.

Tingginya jumlah akseptor KB di Kabupaten Maros disebabkan kesadaran
masyarakat, utamanya PUS yang cukup tinggi untuk ikut program KB, selain itu
program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana berupa sosialisasi program KB serta manfaatnya, distribusi
alat kontrasepsi hingga ke pelosok juga sangat mempengaruhi peningkatan
akseptor KB.

Tabel 2.190
Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

1 Jumlah Akseptor KB 30.763 31.125 35.521 35.927 45.307
2 Jumlah pasangan usia subur | 54.018 54.159 54.321 54.484 @ 64.682
3 Rasio Akseptor KB 56,95 57,47 65,39 65,94 70,05

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.191
Jumlah Akseptor KB 